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Jejak Pengawasan Intern
di Era Pandemi COVID-19

“Saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan.
Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin
tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.”

Kalimat ini merupakan kalimat pembuka dari sambutan sekaligus arahan
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, 27 Mei 2021 lalu, di Istana
Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam kalimat tersebut, Presiden
jelas secara tegas menekankan bahwa pengawasan dilaksanakan guna
mendorong tercapainya tujuan pemerintah. Presiden mengingatkan bahwa
akuntabilitas perlu selalu dijaga dalam proses pencapaian tujuan, dilaksanakan
sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Namun, tercapainya target-target
yang telah ditetapkan secara akuntabel, efektif, dan efisien merupakan hal yang
terpenting.

Dalam menghadapi kondisi pandemi ini, Pemerintah telah merilis berbagai
kebijakan baik dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat maupun dari
aspek pemulihan ekonominya. Khususnya dalam Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN), percepatan atas realisasinya perlu dilakukan agar
segera dapat memilihkan perekonomian di Indonesia. Presiden menugaskan
kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk seoptimal mungkin berperan
dalam mencari penyebab lambatnya realisasi penyerapan anggaran dan
memberikan solusi sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah
yang ada. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKP dan APIP
bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas terjaga. Selain itu, BPKP
dan APIP juga harus memastikan efektivitas dan efisiensi dalam program-
program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Belanja pemerintah harus
dipastikan membawa manfaat, tidak boleh dibelanjakan dengan sia-sia. Terkait
dengan pemulihan ekonomi nasional, fungsi pengawasan intern harus mampu
berkontribusi mendorong keberhasilan pencapaian target-target pemulihan
ekonomi nasional yang telah ditetapkan.
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Kepala BPKP menyampaikan bahwa untuk mampu menjalankan tugas
mengawal keberhasilan pemulihan ekonomi, BPKP dan seluruh APIP
tentunya harus memahami betul tantangan dan permasalahan apa yang harus
segera diselesaikan. Arahan dari Presiden bahwa BPKP dan APIP harus ikut
serta mengawal keberhasilan program pemerintah sejak awal tentu perlu
dijadikan perhatian utama. APIP harus melibatkan diri sejak penyusunan
kebijakan, mengawal perencanaan, memastikan kelancaran implementasi,
hingga tercapainya manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. APIP
diharapkan mendorong peningkatan efektivitas pengendalian intern,
perbaikan tata kelola, serta penguatan pengendalian risiko korupsi. Tidak
hanya pada tataran pemerintah pusat, harapan dan ekspektasi yang sama juga
muncul dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dalam prosesnya, kondisi pandemi memberikan tantangan tersendiri bagi
BPKP dan APIP dalam menjalankan perannya. Pembatasan mobilitas dan
pertemuan tata muka sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan,
menuntut para pengawal akuntabilitas untuk mampu cepat beradaptasi. Oleh
karena itu, BPKP dan APIP bersinergi merumuskan metode kerja yang tepat
sehingga segala pembatasan yang ada tidak mengurangi kinerja dalam
melakukan pengawalan efektivitas dan akuntabilitas di tengah Pandemi.

Sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, maka AAIPI
mendorong seluruh APTP melakukan penggalian ide dan pengalaman dalam
melaksanakan tugas pengawasan intern di masa pandemi COVID-19, untuk
dituangkan dalam suatu artikel. Rangkuman dari artikel-artikel yang masuk
kami rangkum dalam sebuah Buku Bunga Rampai “Jejak Pengawasan di Era
Pandemi COVID-19” ini semoga dapat memberikan insight bagi para pembaca
dan bermanfaat dalam penguatan peran pengawasan intern bagi pencapaian
tujuan pembangunan nasional.

Ketua AAIPI,
Agustina Arumsari, Ak., MH., CFE., CGrA., CA., QIA., CGCAE.
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Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Selaku Quality Assurance

Dalam Optimalisasi Penggunaan
Dana Penanganan Covid-19
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Oleh

Muhamad Akbar Sholeh, S.Si., M.S.Ak.
Auditor Ahli Madya | Inspektorat Provinsi Lampung

Covid-19 telah dinyatakan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia
(World Health Organization) sebagai
pandemi pada sebagian besar
negara-negara di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia.

Penularan yang cepat dengan mayoritas carrier tidak bergejala mengakibatkan
peningkatan penyebaran dari waktu ke waktu terus bertambah dan
menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan pemerintah, dan
peningkatan belanja untuk penanganan Covid-19 adalah contoh dampak dari
penyebaran Covid-19.

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat penyebaran Covid-19 di masyarakat
mengharuskan pemerintah bekerja ekstra keras untuk menangani
permasalahan ini. Pemerintah mengambil kebijakan dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan
penyelamatan perekonomian. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain
berupa peningkatan belanja kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial (social
safety net), penyelamatan usaha sektor riil, serta peningkatan stabilitas sistem
keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut postur anggaran
pemerintah, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah melakukan
refocussing dan realokasi anggaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
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Sistem Keuangan.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang
dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19
dilingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam
rangka Penanggulangan Covid-19.

Peraturan-peraturan di atas mengisyaratkan pemerintah yang memberikan
perhatian serius terhadap penanganan pandemi. Pemerintah mengalokasikan
anggaran yang sangat besar untuk menangani penyebaran Covid-19. Menteri
Keuangan RI Sri Mulyani sebagaimana dilansir di bisnis.tempo.co mengatakan
bahwa terdapat kenaikan pada anggaran penanganan Covid-19. Biaya
penanggulangan pandemi mencapai Rp695,2 triliun dari sebelumnya Rp677,2
triliun. Kenaikan anggaran tersebut antara lain pada bidang kesehatan sebesar
87,5 triliun, biaya perlindungan sosial Rp203,9 triliun, bantuan bagi dunia
usaha yang mengalami tekanan berat diberikan insentif sebesar Rpl20,6
triliun, bantuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa insentif
tersendiri sebesar Rpl123,46 triliun, bantuan bagi korporasi sebesar Rp53,57
triliun dan bagi pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga untuk bisa
melakukan kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat
dengan memberikan alokasi anggaran Rp106,11 triliun.

Alokasi anggaran yang tinggi dengan proses belanja yang cepat tersebut tentu
saja membutuhkan pengawalan yang ketat. Area-area berisiko tinggi yang
membutuhkan pengawasan intensif, seperti terkait pendanaan untuk
penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan
darurat, dan juga pengelolaan jaring pengaman sosial atau social safety net harus
menjadi perhatian tersendiri. Area-area berisiko tinggi tersebut harus
diidentifikasi oleh pemerintah sebagai upaya mitigasi risiko dan pengawalan
penanganan berbagai kebijakan.

Salah satu elemen yang paling berperan dalam mitigasi risiko penanganan
Covid-19 tersebut tentu saja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP
selaku pengawas internal pemerintah harus bisa menjalankan perannya sebagai
quality assurance dalam optimalisasi penggunaan dana penanganan Covid-19.
APIP diharapkan dapat mengawal dan memastikan akuntabilitas keuangan
pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia berjalan secara
efektif dan efisien.
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh APIP agar efektif dalam
menjalankan fungsinya sebagai quality assurance dalam optimalisasi

penggunaan dana penanganan Covid-19. Hal tersebut antara lain:

W 1dentifikasi Titik Risiko -~

Penggunaan Dana
g\/ /

Penanganan Covid-19

Dalam pengelolaan dana
penanganan Covid-19,
Pengguna Anggaran

ataupun Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) harus
mampu mengetahui
semua risiko yang berpotensi menghambat capaian kinerja.
Identifikasi risiko ini juga termasuk di dalamnya mengidentifikasi
risiko terkait fraud (kecurangan) yang sangat mungkin terjadi, baik
yang dilakukan oleh penyedia maupun dari internal perangkat
pemerintah sendiri. Hal ini sangat wajar dikarenakan kegiatan
penanganan Covid-19 biasanya harus dilaksanakan secara cepat
dengan pengendalian yang terbatas.

Sebagaimana teori terjadinya korupsi, korupsi terjadi bukan saja
dikarenakan sistem atau pengawasan yang buruk, tetapi seringkali
adalah niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus). Niat jahat
dan perbuatan jahat ini sejalan dengan teori GONE yang
dikemukakan oleh Jack Bologna, teori Fraud Triangle oleh Donald R.
Cressey, dan teori Willingness and Opportunity.

Untuk efektivitas kinerja dan mencegah kecurangan dalam
penggunaan dana penanganan Covid-19, APIP menjalankan peran
quality assurance. APIP harus mampu mendorong perangkat daerah
mengidentifikasi risiko di setiap tahapan dan menyusun rencana
tindak pengendalian untuk mitigasi risiko tersebut. Identifikasi risiko
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adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin
timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh APIP untuk membantu perangkat
daerah mengidentifikasi risiko adalah melakukan pendampingan kepada
pemerintah untuk menyusun daftar risiko (Risk Register) terkait kegiatan
penanganan Covid-19. Waktu yang singkat dan SDM yang terbatas tentu saja
menimbulkan risiko yang tinggi terhadap kegiatan penanganan Covid-19. Pada
pendampingan ini perangkat pemerintah diharapkan dapat menyusun daftar
risiko dan mengurutkan risiko tersebut sesuai dengan tinggi rendahnya nilai
risiko. Hal ini tentu akan menjadi informasi awal yang penting bagi perangkat
daerah dalam menjalankan tugasnya.

Bila perangkat pemerintah telah berhasil didorong oleh APIP untuk bisa
memetakan semua resiko yang ada, maka disinilah fungsi APIP selaku quality
assurance dalam percepatan penangan Covid-19 menjadi semakin nyata. APIP
membantu perangkat pemerintah untuk bisa mendeteksi semua kemungkinan
yang dapat menghambat capaian kinerja.

n Mitigasi Risiko dan

Pencegahan Penyimpangan

Hal yang harus dilakukan setelah risiko
teridentifikasi dan terpetakan adalah
mitigasi risiko. Tingkat risiko menjadi alat
kunci dalam menentukan prioritas mitigasi

risiko. Mitigasi risiko merupakan
pengambilan langkah untuk mengurangi
kerugian yang dapat ditimbulkan akibat

dampak risiko. Mengingat wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka
perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak
pada kelangsungan proses bisnis utama.

Dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19, mitigasi risiko juga mutlak
dilakukan oleh perangkat pemerintah. Perangkat pemerintah harus memiliki
informasi yang baik untuk memitigasi risiko. Asistensi atau pendampingan
oleh APIP diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka mitigasi
risiko. Salah satu contoh pendampingan APIP yang pernah dijalankan dalam
menjalankan fungsinya sebagai quality assurance untuk memberikan informasi
yang tepat bagi perangkat pemerintah adalah reviu refocussing kegiatan dan
realokasi anggaran, serta reviu pengadaan barang dan jasa dalam rangka
percepatan penanganan Covid-19.
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Hal yang harus dilakukan setelah risiko teridentifikasi dan terpetakan adalah
mitigasi risiko. Tingkat risiko menjadi alat kunci dalam menentukan prioritas
mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah untuk
mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat dampak risiko. Mengingat
wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan
risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses
bisnis utama.

Dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19, mitigasi risiko juga mutlak
dilakukan oleh perangkat pemerintah. Perangkat pemerintah harus memiliki
informasi yang baik untuk memitigasi risiko. Asistensi atau pendampingan
oleh APIP diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka mitigasi
risiko. Salah satu contoh pendampingan APIP yang pernah dijalankan dalam
menjalankan fungsinya sebagai quality assurance untuk memberikan informasi
yang tepat bagi perangkat pemerintah adalah reviu refocussing kegiatan dan
realokasi anggaran, serta reviu pengadaan barang dan jasa dalam rangka
percepatan penanganan Covid-19.

Reviu refocussing kegiatan dan realokasi anggaran bertujuan untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan refocussing kegiatan dan realokasi
anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan reviu ini diharapkan pelaksanaan refocussing kegiatan dan realokasi
anggaran yang dilakukan oleh perangkat pemerintah tetap berjalan fokus pada
penanganan pandemi dan tidak keluar dari koridor yang ada.

Begitupun dengan reviu pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan
penanganan Covid-19. Waktu yang sangat singkat dengan harga barang dan jasa
yang sangat fluktuatif membuat potensi penyimpangan sangat besar. APIP
berkewajiban memastikan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan
prosedur yang benar, harga yang wajar dan barang yang dibeli sesuai dengan
kebutuhan untuk penanganan Covid-19. Reviu pengadaan barang dan jasa
dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 juga merupakan salah satu
sarana APIP untuk menjalankan fungsi quality assurance membantu perangkat
pemerintah mengatasi ketakutan dan kekhawatiran dalam mengelola dana
penanganan Covid-19, khususnya terkait pengadaan barang/jasa.

Contoh kegiatan di atas menggambarkan pentingnya peran APIP dalam
mitigasi risiko dan pencegahan terjadinya penyimpangan. Kegiatan yang
dilaksanakan oleh APIP diharapkan dapat membantu perangkat pemerintah
mendeteksi lebih dini permasalahan dan kendala-kendala yang dapat
mengganggu tercapainya tujuan. Dengan termitigasinya risiko tersebut, maka
perangkat pemerintah diharapkan dapat menjalankan kinerjanya sesuai

dengan target yang telah ditetapkan.
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Melakukan Kegiatan
Monitoring Terkait
Kepatuhan dan Efektivitas

Monitoring adalah aktivitas
betujuan untuk memberikan
informasi tentang sebab dan
akibat dari suatu kebijakan yang
sedang dilaksanakan atau ketika
sebuah kebijakan sedang
diimplementasikan. Monitoring
diperlukan agar kesalahan awal
dapat segera diketahui dan dapat
dilakukan tindakan perbaikan,
sehingga mengurangi risiko
yang lebih besar.

Tujuan monitoring adalah menjaga agar kebijakan yang sedang
diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Melalui monitoring,
diharapkan kesalahan dapat ditemukan sedini mungkin sehingga risiko
berkurang dan tindakan modifikasi terhadap kebijakan dapat dilaksanakan
secepat mungkin jika diperlukan.

Dalam melaksanakan fungsi quality assurance optimalisasi penggunaan dana
penanganan Covid-19, APIP diminta melakukan monitoring dan evaluasi
setiap kegiatan strategis terkait penanganan dan Covid-19. Salah satu contoh
kegiatan monitoring atas kepatuhan dan efektivitas APIP yang pernah
dijalankan ketika melakukan quality assurance dalam penanganan Covid-19
adalah monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan
pendistribusian vaksin Covid-19. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyaluran bansos serta distribusi vaksin Covid-19, situasi masalah (problem
situation) yang timbul saat pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat
terdeteksi sejak dini.

Dari penjabaran di atas dapat terlihat bahwa peran APIP sebagai quality assurance
sangatlah nyata. APIP diharapkan dapat menjalankan peran quality assurance
secara optimal terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19. Fungsi APIP
tidak hanya berperan sebagai watchdog yang bertugas mengamati dan mencari
kesalahan organisasi perangkat daerah yang dibinanya, tetapi juga quality

.
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assurance. APIP harus bisa memberikan keyakinan berupa jaminan kualitas atas
tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah yang
dibinanya.

Daftar Pustaka

https://bisnis.tempo.co/read/1354261/sri-mulyani-anggaran-covid-19-
naik-jadi-rp 6952-triliun

https://www.alomedika.com/penyakit/penyakit-infeksi/coronavirus-
disease-2019-covid-19

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Instruksi Presiden Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan

Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam

rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (covid-19).
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Pandemi Covid-19 :

Momentum Satuan Pengawasan Intern
Menjaga Efektivitas Dan Akuntabilitas
Rumah Sakit

Oleh

Taufik Irawan
Auditor Muda | Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
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Sebagai sebuah unit pengawasan di dalam rumah sakit, Satuan

Pengawasan Intern, yang selanjutnya disebut SPI, berperan dalam memastikan
program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh rumah sakit dapat
berjalan dengan akuntabel dan selaras dengan visi dan misi rumah sakit. Untuk
itu, visi dan misi terbesar SPI adalah mengawal program-program yang
direncanakan dan dilaksanakan oleh rumah sakit agar berjalan secara
ekonomis, efisien, dan efektif mengarah kepada tercapainya visi dan misi
rumah sakit, serta tetap di dalam koridor aturan yang berlaku. Dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan, SPI juga harus dapat menemukan kadar
pengawasan terbaik, mengingat semakin ketat SPI bekerja akan berdampak
pada melambatnya pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit, namun jika
SPI terlalu longgar, maka akuntabilitas program dan kegiatan rumah sakit yang

akan dikorbankan.

Lingkungan Menurut Daniri (2005), pencapaian visi dan misi
Yang Dinamis organisasi harus dilakukan dengan memperhatikan
tata kelola yang baik (good corporate governance). Di sisi

lain, lingkungan strategis rumah sakit senantiasa
dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan
lingkungan strategis yang mungkin tidak dapat
diperkirakan sebelumnya.
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Hasil analisis lingkungan strategis yang ditetapkan
saat penetapan rencana strategis bisa saja menjadi tidak
relevan lagi dalam perjalanannya. Dengan kata lain,
manajemen rumah sakit bekerja dalam ketidakpastian
lingkungan yang berdampak pada pencapaian visi dan
misi rumah sakit. Ketidakpastian yang berdampak
pada tujuan organisasi ini, dalam ISO 31000 dikenal
sebagai risiko. Dengan memperhatikan Peraturan
Deputi BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 14
Tahun 2019, risiko yang mungkin terjadi harus
dilakukan mitigasi yang tepat.

SPI harus berperan aktif dalam membaca perubahan
lingkungan eksternal lainnya di antaranya isu-isu
bidang kesehatan dan arah kebijakan bidang
kesehatan. Pandemi Covid-19 menjadi contoh terkini
dalam perubahan lingkungan strategis. Rumah sakit
harus cepat bertransformasi memberikan layanan
kesehatan dengan protokol kesehatan yang ketat
terhadap pasien Covid-19.

4,250,157

4,097,224 ***

SEMBUH
+580 Kasus Sembuh

TERKONFIRMASI
+399 Kasus

Grafik Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia
https://covid19.go.id/peta-sebaran tanggal 12 November 2021, 23.15 WIB

Grafik tersebut menunjukkan tingginya dampak Covid-19 bagi masyarakat di
Indonesia dengan kasus meninggal mencapai 143.620 jiwa.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi SPI di tengah rumah sakit tetap
harus mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk itu, SPI harus

berperan secara proaktif dan adaptif dalam menjaga pencapaian visi dan misi

rumah sakit seminimal mungkin tidak terganggu dengan adanya pandemi

Covid-19.
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Pemenuhan
Terhadap Standar
Audit Intern

Sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia, SPI harus berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan (assurance
activities); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko (anti corruption activities); dan memberikan masukan dalam
peningkatan kualitas tata kelola organisasi (consulting activities). Jadi SPI tidak
boleh hanya fokus pada kegiatan yang sifatnya audit, evaluasi, reviu,
pemantauan, tetapi harus menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai
tambah pada rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan kepada

masyarakat.

Menurut Listiatik (2007), SPI
tidak boleh menyebabkan
perbedaan persepsi atas kebijakan di
rumah sakit. Untuk itu, SPI harus
terus meningkatkan kompetensi
baik dari dalam maupun dari luar
organisasi dalam rangka perbaikan
secara berkelanjutan.

Risiko Sebagai unsur organisasi non struktural di bawah
Internal Dan Direksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Strateginya Nomor 77 Tahun 2015, SPI mempunyai kelebihan
berupa akses langsung kepada Direksi sehubungan
dengan pelaksanaan fungsinya. Namun demikian, SPI
juga harus dapat menjamin independensi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan serta
menghindarkan diri dari pengaruh tekanan jabatan
tertentu di rumah sakit. Jika independensi SPI tidak
dapat dilaksanakan, maka marwah SPI akan sulit
diakui eksistensinya sehingga tidak akan dapat

memberikan nilai tambah bagi organisasi.

)
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Selain independensi, menurut Hendrik, et al (2017), permasalahan yang terjadi
pada SPI umumnya menyangkut kelemahan pada sumber daya manusia,
penganggaran dan sarana prasarana. Jika permasalahan ini tidak segera
diselesaikan, maka SPI tidak akan dapat menjalankan fungsi
pengawasan/pemeriksaan secara efektif, juga tidak dapat memberi nilai tambah
bagi rumabh sakit.

Permasalahan sumber daya manusia yang umum terjadi biasanya disebabkan
perbedaan latar belakang pendidikan sekolah, diklat dan profesi para anggota
SPI sebelumnya. Pemahaman dasar mengenai ilmu administrasi
pemerintahan, akuntansi dan audit perlu untuk ditanamkan sejak dini agar
anggota SPI segera dapat menyatu dengan penugasan-penugasan di lingkup
SPI.

Permasalahan di bidang penganggaran tidak bisa dilepaskan dari stigma
kurang berfungsinya SPI dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Namun demikian, organisasi tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kurangnya
dukungan ini. Dengan peran penuh SPI dan memberikan manfaat nyata, maka
dukungan organisasi akan dapat meningkat dan berdampak pada penganggaran
di SPI akan disesuaikan secara bertahap dengan tetap memperhatikan skala
prioritas yaitu layanan rumah sakit kepada masyarakat.

Permasalahan sarana
prasarana audit juga tidak
terlepas dari kurangnya
dukungan organisasi kepada
SPI. Secara umum audit tidak
memerlukan sarana prasarana
khusus tetapi sepadan dengan
sarana prasarana di struktur
administrasi yang lain di
rumah sakit, kecuali
penugasan audit forensik
untuk keperluan pengadilan.
Oleh karena itu, semestinya
keterbatasan sarana prasarana
tidak menjadi kendala SPI
dalam melakukan kegiatan

pengawasan.
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Risiko
Eksternal Dan
Strateginya

Menurut Handoko (2013), SPI harus menjalin hubungan baik dengan
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini
menjadi penting karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak
mungkin SPI dapat berjalan sendiri. Hubungan dengan lingkungan eksternal
meliputi hubungan dengan struktur organisasi rumah sakit serta terhadap
pihak-pihak yang berkepentingan dengan rumah sakit.

SPI harus membina hubungan dengan struktur organisasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 meliputi dewan pengawas,
direksi, struktur di bawah direksi, dan para komite. Hubungan dengan dewan
pengawas, yang dapat dilakukan melalui komite audit, serta hubungan dengan
direksi sangat diperlukan untuk SPI dapat melakukan pengawalan pada
sinkronisasi arah kebijakan dan pelaksanaan di rumah sakit, sehingga terjamin
pelaksanaan kebijakan sejalan dengan visi dan misi rumah sakit. SPI berperan
memberikan rambu-rambu terhadap kebijakan-kebijakan baru yang akan
dibuat selain agar sejalan dengan visi dan misi rumah sakit, juga agar dapat
memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi agar kebijakan-kebijakan baru
dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.
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Hubungan baik dengan struktur di bawah direktorat rumah sakit diperlukan
agar SPI lebih mudah dalam melakukan penugasan pengawasan dan segera
memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan secara lebih cepat dan
efektif. SPI harus proaktif melakukan pemantauan berkala sehingga
permasalahan yang ada tidak menjadi berlarut-larut, termasuk jika
memerlukan keterlibatan dari eksternal rumah sakit, SPI akan segera dapat

menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di luar rumah sakit yang kompeten.

Dari sisi eksternal rumah sakit, SPI mempunyai peran penting sebagai
penghubung rumah sakit dengan lembaga pengawasan dan aparat penegak
hukum. Lembaga pengawasan/pemeriksaan yang harus dijaga hubungan
baiknya antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan.
SPI harus tampil terdepan sebagai pintu masuk rumah sakit sehingga segala
data informasi yang diperlukan oleh pengawas/pemeriksa dapat diberikan
melalui SPI, dan dapat dipersiapkan dengan lebih matang sehingga tidak
menjadi permasalahan yang berarti. Dengan melalui satu pintu ini juga akan
meminimalisir adanya dualisme data dan data-data yang invalid. Begitu juga
dengan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK. Dengan
hubungan yang baik, maka setiap tindakan represif yang mungkin akan
dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada rumah sakit, dapat
dikoordinasikan terlebih dulu melalui SPI. Hal ini sejalan dengan fungsi SPI
dalam deteksi dini atas tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

SPI juga harus mendorong terjaganya hubungan baik antara rumah sakit.
Dengan hubungan baik ini, akan saling mengintegrasi adanya kesenjangan
SOP pada masing-masing rumah sakit sehingga meminimalkan tertunda atau
tidak terlayaninya pasien rujukan. SPI dapat berperan dalam hubungan ini
dengan turut menjaga hubungan dengan SPI di tiap rumah sakit sehubungan
dengan kesamaan fungsi pengawasan.

Kualitas Satuan Dalam menjaga kualitas hasil pengawasan untuk dapat
Pengawasan diakui secara luas, SPI harus berupaya memenuhi
Intern kapabilitas minimal level 3 dan penerapan manajemen
risiko minimal level 3, sebagaimana diatur dalam ISO
31000. Kualitas SPI akan menentukan seberapa besar
pengaruh keberadaan SPI terhadap pemenuhan visi

dan misi organisasi.

AAIPI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

Kapabilitas SPI level 3 yaitu SPI mampu menilai efisiensi, efektivitas,
ekonomis suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern. Dalam level ini, minimal praktik
penugasan telah ditetapkan secara seragam sehingga tidak membingungkan
unit yang dilakukan pengawasan baik atas permintaan data maupun atas tujuan
penugasan. Manajemen risiko level 3 yaitu SPI telah memiliki dan
mengkomunikasikan strategi dan kebijakan yang dimiliki, serta dalam
penerapan manajemen risiko telah dapat mengendalikan risiko-risiko sampai
level dapat diterima (risk appetite). Dapat diterimanya risiko ini termasuk
mengendalikan penyebab timbulnya risiko beserta dampak yang
ditimbulkannya.

Di samping itu, anggota SPI harus selalu meningkatkan kompetensinya.
Kompetensi anggota SPI mencakup kompetensi secara formal dan kompetensi
nonformal yang lebih menekankan pada keterampilan kerja dan penggunaan
peralatan berbasis teknologi informasi. Dalam pemenuhan kompetensi formal,
anggota SPI secara berkala mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan
oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Anggota SPI juga dapat mengikuti
seminar-seminar terkait akuntabilitas keuangan dan kinerja secara mandiri.
Sertifikasi anggota SPI juga diperlukan agar kompetensi anggota SPI lebih
diakui dalam penugasan-penugasan. Antar anggota SPI harus saling
memberikan informasi pengetahuan yang diperoleh untuk kemudian dikaji
bersama dalam sesi diskusi-diskusi yang diadakan diantara para anggota SPI
secara rutin.

Dalam pemenuhan kompetensi nonformal, anggota SPI harus meningkatkan
keterampilan analisis permasalahan, menemukan titik-titik kritis suatu
permasalahan beserta alternatif solusi yang aplikatif dengan tetap
memperhatikan aturan yang berlaku. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui
sharing knowledge secara berkala antara anggota SPI. Melalui sharing knowledge ini,
anggota SPI juga dapat berbagi pengalaman atas penugasan-penugasan yang
pernah dilakukan. Simulasi penugasan dapat dilakukan dalam sharing knowledge
sehingga memberikan gambaran nyata mengenai kegiatan pengawasan yang
akan dilaksanakan. Di samping itu, anggota SPI harus bisa mengoperasikan
peralatan dan teknologi terbaru sehubungan dengan kegiatan yang
dilaksanakan. Keterampilan pengoperasian peralatan ini sangat diperlukan
agar pekerjaan yang dilaksanakan tidak terhalang karena terbatasnya
pengetahuan terhadap peralatan yang dipakai termasuk peralatan yang berbasis
teknologi informasi.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa keberadaan SPI mempunyai peran yang sangat
vital dalam mencapai visi dan misi rumah sakit secara
efektif dan akuntabel. SPI harus segera menunjukkan
eksistensinya, tidak boleh hanya bersembunyi di balik
keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sehubungan
adanya pandemi Covid-19. Kondisi pandemi ini justru
harus menjadi pelecut semangat bagi SPI sehingga
dapat memberikan manfaat nyata bagi rumah sakit di
tengah masa sulit ini.
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Peran Satuan Pengawas Internal
Pada Badan Layanan Umum
Pada Masa Pandemi

Oleh
Sheila Miranda Hasibuan, SH, MH

Politeknik Kesehatan Medan | Kemenkes RI
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BLU bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas, dan
penerapan praktek bisnis yang sehat.
Perlu ditegaskan bahwa BLU
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Badan Layanan Umum (BLU)

adalah instansi di lingkungan Pemerintah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

menyelenggarakan kegiatannya
tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan. Namun, BLU dapat
memungut biaya kepada masyarakat
sebagai imbalan atas barang/jasa
layanan yang diberikan. BLU di
Indonesia terus berkembang dan
mayoritas adalah instansi yang
menyelenggarakan pendidikan
(Perguruan Tinggi Negeri) dan juga
pelayanan kesehatan (Rumah Sakit).

Status Hukum

Kekayaan
Pendapatan

Motif
Kemandirian
Pola Pengelolaan
Keuangan
Sumber Dana

SDM

Campur tangan
pemerintah
Perpajakan
Penggunaan
Standar Akuntansi
Keuangan

Investasi Jangka
Panjang
Tarif Layanan

Surplus Kas

Piutang/Utang

Pengeluaran
Anggaran
Dokumen
Penganggaran
Dokumen

».1I8 Perencanaan
Jangka Menengah

Bukan Badan Hukum
atau Subjek Hukum
Tidak dipisahkan
Disetor langsung ke kas
Negara

Nirlaba

Otonom

Tidak Fleksibel

APBN/D

PNS
Sangat Kuat

Subjek Pajak

Standar Akuntansi
Pemerintah

Tidak memiliki rekening
bank

BPK, BPKP, Inspektorat

Tidak diperbolehkan

Atas dasar adil dan
patut

Disetor langsung ke kas
Negara (PNBP)

Tidak diperbolehkan
melakukan
piutang/utang

Setelah DIPA disahkan

Rencana Kerja
Anggaran
RPJM

Untuk lebih mudah memahami karakteristik badan layanan umum

dibandingkan non-BLU, dapat disajikan dengan tabel berikut:

Bukan Badan Hukum atau Subjek
Hukum

Tidak dipisahkan
Digunakan langsung

Nirlaba
Semi Otonom
Lebih Fleksibel

APBN dan Dana Operasional Sendiri
(dari penerima jasa)

PNS dan Non-PNS

Kurang Kuat

Bukan Subjek Pajak

Standar Akuntansi Pemerintah dan
Standar Akuntansi Keuangan
Memiliki rekening bank

BPK, BPKP, Inspektorat, Kantor
Akuntan Publik dan SPI
Diperbolehkan

Atas dasar biaya per unit layanan
(Ada Pola Tarif disahkan
berdasarkan Pemenkeu)

Dapat digunakan langsung

Diperbolehkan melakukan
piutang/utang

Dapat dikeluarkan meski DIPA belum
disahkan

Rencana Bisnis Anggaran

Rencana Strategi Bisnis
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BLU dikelola oleh pejabat pengelola
BLU yang terdiri dari Pemimpin
BLU, Pejabat Keuangan, dan Pejabat
Teknis. Sebutan tersebut dapat
disesuaikan dengan nomenklatur
yang berlaku pada instansi
pemerintah yang bersangkutan.
Kedudukan Pejabat Keuangan dan
Pejabat Teknis dalam struktur
organisasi harus setara untuk
menjamin adanya mekanisme saling
uji (check and balance). Selain itu,
dalam rangka pembinaan dan
pemeriksaan intern serta

pengawasan BLU juga dilengkapi

dengan Dewan Pengawas dan Satuan
Pengawasan Intern (SPI).

Salah satu lembaga pengawasan
internal yang diatur secara formal
pada satuan kerja BLU adalah
Satuan Pengawasan Internal yang
merupakan unit kerja yang
berkedudukan langsung di bawah
Pimpinan BLU. Menyimak
kedudukannya sebagai Satuan
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Pengawasan Internal (SPI) pada
Satuan Kerja BLU dapat dikatakan
bahwa SPI sangat diperlukan selain
bertugas melakukan penilaian
sistem pengendalian manajemen,
SPI juga melakukan pemeriksaan
internal pengelolaan keuangan dan
operasional BLU. Dengan
dilaksanakannya fungsi pengawasan
dalam manajemen oleh SPI, maka
Direksi dapat berkonsentrasi
mencurahkan perhatiannya dalam
menjalankan tugas-tugas
pengelolaan instansi.

Untuk menghasilkan laporan hasil
pengawasan yang berkualitas dan
memberikan saran yang perlu
dilaksanakan oleh pimpinan Satker,
maka unit SPI idealnya harus
memiliki tenaga pengawas yang
berpendidikan dan atau keahlian
yang memenuhi persyaratan yang
memadai sebagai pengawas
Internal/Auditor, objektif dan
berdedikasi tinggi.

Fungsi pengawasan dan pemeriksaan intern dalam pelaksanaan kegiatan harus
dilaksanakan oleh satker BLU. Fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh SPI
sebagai unit yang melakukan fungsi pemeriksaan intern BLU. Secara umum
fungsi SPI antara lain:

Membantu Sebagai konsultan Sebagai mitra kerja Sebagai mitra kerja
Pemimpin BLU dan juga strategis unit kerja dari inspektorat
dalam melaksanakan dalam mencapai maupun auditor
menyelenggarakan  pengawasan dalam  sasaran kegiatan. eksternal.

penilaian atas sistem rangka pengelolaan
pengendalian, risiko, pengendalian
pengelolaan dan penerapan
manajemen serta  prinsip-prinsip good
memberikan saran governance.

perbaikan.

SPI dalam melaksanakan fungsi
pengawasannya memiliki tugas-
tugas sebagai berikut:

[¥ menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;

[ menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern
dan sistem manajemen risiko;

melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan
efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber
daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan
lainnya;

[l memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif
tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;

[l membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan
laporan tersebut kepada pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;

memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan
proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
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[ memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan
intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah,
dan pembina BLU;

melakukan reviu laporan keuangan;

Pl melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid19 di Indonesia
pada 2 Maret 2020 . Sejak 9 Maret 2020 World Health Organization (WHO) secara
resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi. Hal tersebut langsung
berdampak ke berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Untuk lingkungan
perkantoran baik swasta maupun pemerintahan mengambil strategi dalam
menghadapi kondisi pandemi salah satunya dengan sistem bekerja dari rumah
yang lebih sering digunakan istilah work from home, pemerintah pun melakukan
revisi anggaran dan memberi ruang anggaran yang besar untuk penanganan

Covid-19.

Politeknik Kesehatan Medan yang merupakan Kampus Pendidikan Berbasis
Vokasi Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan
sesuai arahan Kementerian Kesehatan, untuk pelaksanaan perkuliahan
dilakukan juga dengan daring. Berbeda dengan BLU Rumah Sakit, artikel ini
menekankan pada BLU Perguruan Tinggi.

Di saat pandemi SPI BLU tetap tidak lepas dari tanggung jawab sebagai
pengawas internal. Tantangan bekerja dari rumah sudah seharusnya tidak
menjadi alasan untuk tidak menjalankan fungsinya. Bahkan pengawasan perlu
ditingkatkan, karena banyak prosedur yang standar perlu perubahan karena
adanya pandemi. Namun keberhasilan pelaksanaan pengawasan jarak jauh
(remote auditing) harus didukung faktor penentu keberhasilan remote audit adalah
kesiapan perangkat remote auditing itu sendiri,manusia dan perangkat
pendukungnya. Untuk mengetahui audit bekerja perlu dilakukan piloting dan

penyesuaian seperlunya.

Fokusnya pengawasan tidak saja pada anggaran namun juga apakah
pelaksanaan kegiatan sudah mempertimbangkan resiko-resiko tambahan
karena adanya pandemi. Bagaimana capaian kinerja tetap bisa optimal
walaupun dalam kondisi pandemi. Pengawasan tentu tidak hanya ditopangkan
pada SPI saja, namun setiap atasan berkewajiban untuk membagikan tugas
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kepada bawahan dan memastikan pekerjaan dilaksanakan dengan baik
walaupun pekerjaan dilaksanakan dari rumah.

Selain karena pandemi, di era industri 4.0 saat ini, perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) di lembaga pemerintahan mengarah pada
pemanfaatan yang telah memasuki dan menjadi sebuah keharusan di dalam
aktivitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hampir
semua proses bisnis dari organisasi pemerintahan menggunakan TIK dalam
kegiatannya, mulai dari perencanaan hingga tahapan implementasi. Salah satu
pemanfaatan TIK sekaligus sumber pengawasan di instansi penulis adalah
adanya aplikasi logbook yang fungsinya untuk absensi online dengan memasukkan
foto dan lokasi diri saat absen, juga wadah mengisi kegiatan harian yang disertai
bukti kerja dan harus divalidasi oleh atasan langsung.

Efek dari pandemi semakin memaksa penggunaan TIK, termasuk dalam
bidang pengawasan. Auditor dituntut mampu untuk memanfaatkan TIK dalam
penugasan audit tanpa mengurangi efektifitas pengawasan secara langsung.
Namun tentu ada tantangan dan permasalahan yang dihadapi ketika
pelaksanaan audit dengan TIK/ digitalisasi. Auditor dan Auditi harus sama-
sama memiliki kemampuan penggunaan TIK. Selain itu bagaimana
pelaksanaan audit jarak jauh dapat tetap memenuhi standar audit.

Dalam pelaksanaan audit jarak jauh dirasakan beberapa kelebihan yang utama
yaitu hemat waktu dan hemat anggaran. Namun ada pula kendala yang
dirasakan seperti, tidak semua auditi familiar dengan penggunaan TIK, selain itu
dokumen lebih mudah untuk dimodifikasi dan bisa hilang jika terjadi
kerusakan sistem atau hal serupa lainnya.

Sebagai penutup harapan penulis
walaupun pandemi berakhir sudah
saatnya penggunaan TIK semakin
dioptimalkan, SDM Auditor maupun
bukan auditor meningkatkan
kompetensi diri dibidang TIK
“karena memang sudah saatnya,
agar tidak tergilas perkembangan

zaman”, dan adanya sistem yang
terintegrasi dalam pengawasan.
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Peran APIP Mewujudkan
Reformasi Birokrasi melalui
Pengawasan 4.0

Pada awal Tahun 2020, kondisi dunia
berubah karena wabah coronavirus disease
2019 (Corona-19). Penyebaran wabah ini
mendunia dengan begitu cepat begitu
juga dengan tingkat sebarannya di
Indonesia.

Dampak yang diderita pun sangat signifikan sehingga membuat dunia akan
merugi hingga US$5,3 Triliun atau sekitar Rp75,4 Kuadriliun (Manajer IMF,
Kristalian Georgieva, 5/10/2021). Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai

sektor dan bidang kehidupan termasuk dengan Berubahnya pola hidup
Oleh

Gede Ary Surya Wardhana, S.E., M.Si.
Auditor Muda | Inspektorat Kabupaten Tabanan

masyarakat sehingga masyarakat dipaksa untuk mampu beradaptasi dengan

kebiasaan baru.
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Dampak tidak dapat terhindarkan meskipun Pemerintah Indonesia telah
berusaha mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
adalah penguatan pengawasan terkait penanganan pandemi covid-19 yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pasal 25 ayat (2) menyebutkan “Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan intern sesuai
kewenangannya dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program
PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteri selaku Bendahara
Umum Negara”.

Dalam kondisi ini APIP dituntut mengawal segala kebijakan keuangan dan
penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. APIP juga
dituntut mengubah pola pelaksanaan pengawasan akibat adaptasi kebiasaan
baru. Penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan karena
adanya teknologi informasi yang semakin canggih, maka setiap pemantauan
dan pengawasan dapat dilakukan secara realtime. Hal ini sejalan dengan inovasi
pemerintah yang mewajibkan birokrasi memasuki arus revolusi industri 4.0.

Menurut Kementerian Pendayagunaan =

Aparatur Negara dan Reformasi % 1. Perencanaan
Birokrasi Republik Indonesia, 2019,

Persaingan global saat ini masuk dalam 2. Perekrutan

ranah digital, termasuk pada sistem dan Seleksi

pemerintahan. Indon'e51'a, Juga. ikut G G e T
dalam arus revolusi industri 4.0 Kapasitas

tersebut. Setiap ASN dipaksa untuk

adaptif terhadap teknologi agar kinerja 4. Penilaian Kinerja
dan Penghargaan

pelayanan lebih cepat, akurat, dan
efisien. Digitalisasi birokrasi untuk 5. Promosi. Rotasi
. b ’

pelayanan yang optimal, adalah hal &R@ dan Karier
yang tak bisa disanggah. Human Capital

Management Strategy  yang digagas @ G'II;Zgng;ilgign

Pemerintah dalam mewujudkan
birokrasi 4.0 melingkupi:
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Sejalan dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia, Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia
mengatakan Indonesia telah
memasuki revolusi industri 4.0
sehingga birokrasi juga menuju fase
4.0. Perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan
pemerintahan berkaitan dengan
aspek kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan sumber daya
aparatur.

Dengan demikian peran APIP harus
bertransformasi menuju pengawasan
yang sesuai dengan semangat arus
revolusi industri 4.0. Digitalisasi
pengawasan sangat cocok dengan
kondisi saat ini melalui adaptasi
kebiasaan baru di masa pandemi
covid-19 bisa menjadi salah satu
solusi.

Sebagai APIP, Inspektorat Daerah
berperan sangat vital dalam
mewujudkan pengawasan yang
sesuai dengan semangat arus
revolusi industri 4.0, mulai dari
aspek fungsi dan tanggung jawab
manajemen serta pencapaian visi
dan misi Pemerintah Daerah.
Dengan adanya komitmen Visi dan
Misi Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan good governance maka
kinerja atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah menjadi
perhatian untuk dibenahi, salah
satunya melalui sistem pengawasan

yang efektif, dengan meningkatkan
peran dan fungsi dari APIP.
Pengawasan intern ini dilakukan
mulai dari proses audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, APIP melakukan
transformasi dalam menjalankan
tugasnya guna memberi nilai tambah
bagi Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Hal
ini sejalan dengan fungsi dan peran
APIP, yaitu melakukan pembinaan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan mendorong
peningkatan efektivitas manajemen
risiko (risk management), pengendalian
(control) dan tata kelola (governance)
organisasi sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Untuk mewujudkan kombinasi
antara pengawasan dan arus revolusi
industri 4.0 dibutuhkan sebuah
skema besar yang nantinya dijadikan
roadmap dalam tahapan pelaksanaan.
Roadmap ini tidak terlepas dari “6P”
di atas, dimana harus berbasis
perencanaan yang matang,
pelaksanaan yang optimal serta
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monitoring dan evaluasi yang trigger bagi pengawasan APIP yang
kontinu dengan hasil akhir saat ini masih terkesan
“Pengawasan 4.0”. Istilah konvensional.

pengawasan 4.0 dapat menjadi

Secara mendasar, perencanaan Roadmap Pengawasan 4.0 dapat
memperhitungkan beberapa tahapan seperti:

Penetapan target dan tujuan yang akan dicapai;

Perumusan analisis kesenjangan antara kondisi existing
dan tujuan yang akan dicapai;

Identifikasi peluang, hambatan, kekuatan dan
kelemahan serta pengidentifikasian dilakukan untuk
mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan; dan

penyusunan rencana atau serangkaian kegiatan untuk
mencapai tujuan, selanjutnya dilakukan proses
perencanaan meliputi pengembangaan berbagai
alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian

alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif

terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai
alternatif yang ada.
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Setelah Roadmap Pengawasan 4.0
tersusun, tahapan penting lainnya
adalah melakukan eksekusi berupa
penyebarluasan informasi, penyusunan
regulasi, penyiapan anggaran dan
peningkatan kompetensi. Dalam
penerapan Pengawasan 4.0, mencakup
lima tugas dan fungsi dasar yang
melekat pada APIP seperti:

Kegiatan peningkatan kapasitas

APIP, meliputi:

" Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif;

= Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan
Jasa (Probity Advice); dan

= Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

Kegiatan asistensi/

pendampingan, meliputi:

" Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
= Pengadaan Barang dan Jasa;
= QOperasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;

= Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah; dan

= Kegiatan Asistensi Lainnya.

Kegiatan reviu, meliputi:

" Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
= Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
= Perangkat Daerah;

" Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

ot s e s e D



Reviu laporan kinerja;
Reviu Penyerapan Anggaran;
Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan

Kegiatan Reviu Lainnya.

Kegiatan monitoring dan

evaluasi, meliputi:

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan;

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
Dana Desa;

Dana Bantuan Operasional Sekolah;
Aksi Pencegahan Korupsi;

Evaluasi SPIP;

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
Penanganan Laporan Gratifikasi;
Penanganan Whistle Blower System (WBS);
Penanganan Benturan Kepentingan;
Penilaian Internal Zona Integritas;
Verifikasi LHKPN/LHKASN;

Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi;

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; dan

Pelayanan Publik.

Kegiatan pemeriksaan,

meliputi:

Kinerja; dan

Dengan Tujuan Tertentu.
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Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
4.0 didukung dengan indikator
keberhasilan untuk mengukur
sejauh mana kegiatan Pengawasan
4.0 memberikan dampak positif bagi
Pemerintah Daerah. Indikator-
indikator tersebut kemudian
menjadi salah satu prasyarat
pemberian reward bagi Pemerintah
Daerah yang benar-benar intens
dalam pengembangan Pengawasan
4.0. Indikator-indikator dimaksud
dapat berupa percepatan pelayanan
pengawasan, efektif dan efisiensi,
akurat dan dapat diandalkan,
fleksibilitas kerja, serta berdampak
pada peningkatan akuntabilitas
Pemerintah Daerah.

Semangat pelaksanaan Pengawasan
4.0 menjadi perhatian seluruh
instansi baik itu
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Perhatian dimaksud dalam
artian Pengawasan 4.0 menjadi
rumah besar melalui sebuah aplikasi
yang kemudian dikelola dan telah
mengakomodir rincian-rincian
kegiatan pengawasan, sehingga pada
tataran pelaksana tidak menjadi
sebuah polemik yang terkesan
sebagai “Proyek Setengah Matang”
semata dan pada akhirnya tidak
berjalan optimal.

Pengawasan 4.0 pada dasarnya
berdampak pada tiga aspek yakni
Internet of Things (10T), artificial
intelligence (AI) dan manajemen big
data. Implementasi IoT antara lain:
media sosial, e-commerce, aplikasi

transportasi dan jasa-jasa lain
melalui online. Penerapan Al dalam
penggunaan chatbot pada customer
service, sedangkan penerapan
manajemen big data pada riset customer
behaviour oleh beberapa perusahaan
untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan. Pada
intinya, revolusi 4.0 bertujuan
meningkatkan efisiensi proses
sehingga sesuatu bisa dilaksanakan
lebih cepat, output lebih banyak, dan
tentu saja, lebih mudah.

Dengan adanya Pengawasan 4.0
dapat mengurangi stigma
panjangnya birokrasi yang dilakukan
dalam pengawasan dan juga dapat
mendukung paperless karena setiap
tahapan pelaksanaan dapat
dilakukan mobile based. Dengan pola
ini masalah disiplin dan manajemen
ASN pun dapat diatasi secara sistem.
Isu jam kerja masih dijadikan
sebagai salah satu indikator dalam
berkinerja. Sebagai contoh dimana
pegawai yang tidak pernah terlambat
dan selalu pulang tepat waktu tidak
menjadi jaminan berkinerja. Jam
kerja yang kaku memang penting
untuk unit kerja yang melakukan
pelayanan langsung seperti di rumah
sakit, kantor pelayanan administrasi
serta sentra-sentra pelayanan
lainnya. Meski demikian, untuk
kantor yang fungsinya sebagai back
office, jam kerja yang kaku bisa jadi
malah kontra produktif dengan
output yang diharapkan.
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Penerapan Pengawasan 4.0
sebaiknya diiringi dengan
peningkatan kompetensi APIP
melalui pelatihan, bimtek maupun
short course. Pada tahap ini,
Pemerintah Pusat dapat
mengolaborasikan beberapa
Kementerian maupun lembaga
terkait guna pelaksanaan
peningkatan kompetensi APIP.

Monitoring dan Evaluasi (Monev)
merupakan dua kegiatan terpadu
dalam rangka pengendalian suatu
program/kegiatan. Meskipun
merupakan satu kesatuan kegiatan,
monev memiliki fokus yang berbeda
satu sama lain. Monitoring terfokus
pada apa yang sedang dilaksanakan
dan dilakukan dengan cara menggali
untuk mendapatkan informasi
secara regular berdasarkan indikator
tertentu, dengan maksud
mengetahui apakah kegiatan yang
sedang berlangsung sesuai dengan
perencanaan dan prosedur yang
telah disepakati. Indikator
monitoring mencakup esensi
aktivitas dan target yang ditetapkan
pada perencanaan. Apabila
monitoring dilakukan dengan baik
maka akan bermanfaat dalam
memastikan pelaksanaan kegiatan
tetap pada jalurnya (sesuai
perencanaan). Juga memberikan
informasi kepada pengelola program
apabila terjadi hambatan dan
penyimpangan, serta sebagai
masukan dalam melakukan evaluasi.
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Evaluasi adalah tahapan yang
berkaitan dengan monitoring,
karena kegiatan evaluasi dapat
menggunakan data yang disediakan
melalui monitoring. Evaluasi
diarahkan untuk mengendalikan
dan mengontrol ketercapaian tujuan.
Evaluasi berhubungan dengan hasil
informasi tentang nilai serta
memberikan gambaran tentang
manfaat suatu kebijakan. Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui apakah
program itu mencapai sasaran yang
diharapkan atau tidak sehingga lebih
menekankan pada aspek hasil yang
dicapai.

Arus Revolusi Industri 4.0 membawa
angin perubahan di setiap bidang
pekerjaan. Adaptasi kebiasaan baru
membawa beberapa pengaruh dalam
sikap untuk bertransformasi. Salah
satunya adalah peran APIP dalam
mengawal efektivitas dan
akuntabilitas di tengah pandemi.
Penggunaan teknologi dapat menjadi
solusi terbaik dari penguatan
pengawasan sehingga dapat
berkontribusi dalam mewujudkan
reformasi birokrasi.

Pengawasan 4.0 menjadi inovasi baru
dalam mendukung Pemerintah
Daerah dalam bidang pengawasan.
Kuncinya adalah penerapan aplikasi
berbasis internet dengan
mengakomodasi manajemen big data
dan digitalisasi hingga ke lingkup
teknis.

Kompetensi menjadi kunci sukses
tidaknya penerapan Pengawasan 4.0.,
investasi human capital dapat
memberikan dampak percepatan
melalui pembentukan agen-agen
Pengawasan 4.0 yang dapat
menggetuk tularkan informasi

Pelaksanaan peningkatan
kompetensi juga dapat
menggunakan media sosial seperti
youtube dan juga kanal meeting
online sehingga memudahkan
informasi lebih cepat sampai kepada

pengguna.

terkait kegiatan tersebut.
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Sebelum melangkah lebih jauh, maka perlu

untuk merefresh kembali makna efektivitas dan
akuntabilitas, serta hubungan keduanya dan
implementasinya pada saat pengawasan intern.

Efektivitas lebih didefinisikan pada keberhasilan pencapaian

Pengawasan Intern di Era pa ndemi tujuan yang berkaitan dengan apakah output yang dihasilkan
“Mengawal EfektiVitaS dan mampu memberikan outcome yang direncanakan.

Akuntabilitas di Era Pandemi”

Untuk makna Akuntabilitas,
jika merujuk pada artikel

yang berjudul “The Chameleon
of Accountability: Forms and

™  Discourses” hasil karya
Amanda Sinclair, University
of Melbourne, singkatnya
yaitu kemampuan untuk
| mempertangungjelaskan,
artinya mampu
mempertanggungjawabkan
“f apa yang sudah dilaksanakan
g dengan bukti-bukti, misal
berupa Nota pembelian.
Selain itu, juga mampu
f untuk menjelaskan apa yang
sudah dilaksanakan, jadi
derajat dari akuntabilitas
lebih tinggi dari responsibility.

Oleh

-
Dicky Satria, S.E. e
CPNS Auditor Ahli Pertama | Inspektorat Kab. Wonogiri
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Pada era pandemi ini menuntut serba cepat/fast respon, mulai dari perencanaan

sampai pelaporan. Dengan turnover yang serba cepat, maka jika tidak dilakukan

pengawasan dengan cepat juga akan menjadi celah untuk moral hazard. Jika

melihat pada kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara, maka

hasilnya seperti pada grafik berikut ini:

TPK Berdasarkan Jenis Perkara
per 31 Maret 2021
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Sumber : KPK

pada grafik diatas dapat dilihat, peringkat pertama diduduki oleh perkara

penyuapan, kemudian diikuti oleh perkara pengadaan barang dan jasa dan yang

ketiga yaitu penyalahgunaan anggaran.

Pengawasan intern menurut IACM
pada level 3, salah satunya harus
melaksanakan pengawasan berbasis
risiko, sehingga dari audit universe
harus diarahkan pada program atau
kegiatan yang memiliki risiko
terbesar. Jadi efektivitas dan
akuntabilitas ini dilihat dari dua
sudut pandang, pertama dari sudut
pandang auditee, efektivitas dan
akuntabilitas mengenai program/
kegiatan yang berlangsung pada saat
pandemi ini apakah dapat berlanjar
lancar dan outcome yang diharapkan
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dapat tercapai (efektivitas) serta
secara administrasi pertanggung-
jawaban dan pemberian keterangan
dapat diberikan dengan baik
(akuntabilitas). Kedua yaitu dari
sudut pandang APIP, jadi bagaimana
melakukan pengawasan dengan
efektif dan akuntabel. Tentunya
pengawasan yang efektif harus
dimulai dari perencanaan
pengawasan yang berbasis risiko,
penentuan obyek pemeriksaan ini
harus berdasarkan pada program
atau kegiatan yang memiliki risiko

besar dan menjadi program prioritas
daerah, sehingga pengalokasian
sumber daya yang ada di Inspektorat
menjadi tepat sasaran dan tepat
guna. Akuntabel artinya laporan
hasil pengawasan yang telah dibuat
APIP harus didukung pada bukti
dukung yang baik, mulai dari tujuan
pengawasan, program kerja
pengawasan, kertas kerja
pengawasan, naskah hasil
pengawasan sampai pada laporan
hasil pengawasan harus in line.

Pada saat pandemi ini, seluruh
kegiatan dituntut serba cepat dari
berbagai segi, seringkali untuk
ketertiban administrasi diabaikan
dan dikesampingkan, padahal public
sector dituntut akuntabilitasnya
dalam setiap kegiatan. Inilah yang
menjadi pekerjaan rumah juga bagi
APIP untuk mengawal akuntabilitas

pada kegiatan yang berisiko tinggi.
Akuntabilitas dan efektivitas

merupakan hal yang sifatnya harus
selalu berbarengan walaupun pada
saat pelaksanaan semacam ada trade

off/ dilema.

Dilema yang terjadi misalnya ketika
petugas gudang untuk pengurus
barang penanganan covid harus
sigap dalam memberikan pelayanan
kepada petugas atau masyarakat yang
meminta bantuan, turnover
persediaan sangat tinggi dan
waktunya juga 24 (dua puluh empat)
jam harus standby ketika covid berada
pada peak season, penggunaan
persediaan harus efektif sehingga
petugas dituntut untuk cepat dan
cekatan dalam memberikan
pelayanan. Namun disisi lain
dilemanya pada saat itu juga harus
dipenuhinya dokumentasi dan
persyaratan administrasi supaya
barang yang sudah disalurkan bisa
dipertanggungjelaskan dengan baik
sesuai dengan konsep akuntabilitas.



Akuntabilitas dan efektivitas suatu
organisasi tidak bisa dilepaskan dari role
model pimpinan atau atasan. Role model
berarti luas, bisa diartikan komitmen
dan concern, sikap, keputusan, dan
mindset pimpinan, serta kemampuan
manajerial dalam mengontrol dan
memotivasi stafnya agar organisasi
berjalan sesuai rencana. Dalam Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
merujuk pada PP No 60 Tahun 2008,
salah satu unsur yang paling penting
yaitu lingkungan pengendalian,
terdapat sub unsur moral dan nilai etika.
Sub unsur ini menjadi paling penting
bagi penulis, karena sebaik apapun
sistem pengendalian dibuat dan
dirancang, maka akan runtuh atau
hancur ketika terjadi kolusi. Kolusi
terjadi karena tidak ada moral dan etika.

Selanjutnya yaitu masalah kepemimpinan, jika komitmen pimpinan pada
pengendalian rendah, maka yang terjadi juga rendahnya efektivitas SPI di
organisasi tersebut. Perlunya fone of the top dari seorang pimpinan sangat penting
bagi culture di organisasi, namun fone of the top saja tidak cukup jika tidak diikuti
dengan walk the talk, bahasa awamnya yaitu tidak hanya memerintah namun
pemimpin harus memberikan contoh dalam segi tindakan nyata.

Pimpinan disini tidak hanya top management, namun eselon dibawahnya, artinya
ada control atau pengendalian secara berjenjang. Jika hanya mengandalkan pada
pucuk pimpinan maka akan susah terjadi pengendalian yang efektif dan
akuntabel karena secara sistem tidak berfungsi.

Di era pandemi ini, tatanan kehidupan didorong ke arah digitalisasi,
mengurangi tatap muka, dan pengurangan penggunaan dokumen fisik. Namun
tatanan kehidupan yang serba digital ini harus dibangun secara bertahap dan
dengan kompetensi yang mumpuni. Hal ini berlaku bagi APIP maupun auditee,
auditor juga harus capable menggunakan dan mengolah data yang bersifat digital
dengan memanfaatkan aplikasi berbantuan komputer. Kita tahu bahwa hampir
semua pelaporan menggunakan sistem baik yang berbasis web maupun berbasis
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aplikasi, misalnya pelaporan keuangan di Desa sudah menggunakan Siskeudes
atau sistem keuangan desa hasil kerjasama antara BPKP dengan Kementerian
Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Akan tetapi masih muncul permasalahan baru dalam implementasinya, yaitu
berupa belum siapnya Sumber Daya Manusia yang menjadi perangkat desa.
Dalam beberapa kesempatan pada webinar tentang Siskeudes, rata-rata
permasalahan ada pada perangkat yang kurang kompatibel dengan penggunaan
teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam implementasi sebuah kebijakan,
perlu memandang sesuatu dengan kacamata Eagle View supaya seimbang dan
komprehensif, artinya selain menyiapkan sistem teknologi informasi, juga
harus mempersiapkan SDM perangkat desa yang kompatibel dengan perangkat
tersebut.

Sistem rekrutmen untuk perangkat desa selama ini masih kurang tepat dari segi
education background dengan posisi yang ditawarkan. Sistem rekrutmen ini
menjadi hal yang sangat krusial, karena jika salah maka akan menimbulkan
domino effect seperti yang terjadi sekarang ini banyak perangkat desa yang kurang
paham terhadap Siskeudes yang mengakibatkan pelaporan keuangan desa
menjadi kurang tepat waktu dan kurang andal. Ini harus menjadi perhatian
stakeholder terkait, karena rekrutmen perangkat yang benar dan tepat, dampak
positifnya bisa dirasakan kurang lebih 5 tahun lagi, perangkat desa sudah
kompatibel dan familiar dengan penggunaan teknologi informasi.

Membahas efisiensi dan efektivitas juga tidak bisa lepas dari audit kinerja,
Internal Audit Capability Model pada level 3 juga mensyaratkan bahwa APIP harus
melaksanakan audit kinerja yang meliputi 3E dan 1K, yaitu Ekonomis,
Efisiensi, dan Efektifitas serta Ketaatan pada peraturan yang berlaku. Namun
konsep value for money yang dipersyaratkan oleh audit kinerja ini kadang masih
dipahami keliru oleh Auditee bahkan oleh APIP itu sendiri. Penerapan
indikator parameter pengukuran kinerja yang tepat merupakan kunci dalam
melakukan audit kinerja.

Selain audit kinerja, berkembang juga probity audit, yang melakukan audit dari
perencanaan sampai pelaporan, namun pada praktiknya ada cut off ruang
lingkup, misal hanya audit pada saat pelaksanaannya saja atau pada
perencanaannya saja. Namun setidaknya probity audit lebih mendalam dan
lebih baik dari post audit, yang hanya melakukan audit pasca kegiatan atau
program selesai dilaksanakan. Ketika hanya melihat pasca suatu kegiatan sudah
dilakukan maka informasi dan bukti yang didapat tidak sebanyak dan
semendalam probity audit. Probity Audit ini sangat baik untuk menilai efisiensi
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dan efektivitas suatu kegiatan karena auditor terjun langsung mengawal
kegiatan yang sedang berlangsung.

Semakin banyak tools yang dimiliki oleh auditor dalam mengawal efisiensi dan
efektivitas harus diimbangi juga dari kompetensi auditor yang mumpuni.
Ketika kompetensi masih rendah maka fools yang banyak tersebut juga hanya
akan menjadi tools yang tidak bisa dipergunakan, ibaratnya tersedia banyak jenis
kendaraan untuk menuju Roma, namun tidak seorang pun bisa

mengendarainya, maka kendaraan tersebut tidak akan berguna walaupun

kendaraan tersebut sangat canggih. Pe n g awasan Ata S P rog ram
Pada akhirnya, dalam mengawal efektivitas dan akuntabilitas pada kegiatan di Pe nj am i nan Pe me ri n ta h
public sector ini terlebih pada era pandemi, diperlukan sense of crisis dan sense of D a I am R an g ka

Pemulihan Ekonomi Nasional

belonging dari semua pihak, artinya rasa peka terhadap kondisi yang sedang
berlangsung, bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan harus
didasarkan pada kebutuhan yang sangat mendesak dan prioritas serta dalam
menjalankan kegiatan walaupun memakai dana yang bersumber dari
APBN/APBD maka seolah - olah anggap bahwa itu memakai uang pribadi kita,
sehingga kita tidak akan boros dalam menggunakan anggaran tersebut serta
kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang benar- benar penting dan
mendesak.

Oleh
Rika Nurmala Putri Syarif

Inspektorat Il | Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
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Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (COVID-
19) yang melanda
membuat
perekonomian di
berbagai negara di
seluruh penjuru dunia
lumpuh diakibatkan
adanya pembatasan
kegiatan ekonomi, tak
terkecuali di
Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di awal
pandemi, tepatnya pada triwulan I dan triwulan II tahun 2020, pertumbuhan
ekonomi Indonesia mengalami kontraksi dan berada pada level 2,97% dan -
5,32%. Hal ini membuat Pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan yang
ditujukan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang
selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya
Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian
nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial
(social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha
dan masyarakat yang terdampak. Untuk itu, Pemerintah melakukan relaksasi
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta
melakukan penguatan kewenangan pada berbagai lembaga khususnya lembaga
yang bergerak dalam sektor keuangan.
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Omzet kedua sektor tersebut
menurun seiring dengan turunnya
permintaan dari konsumen yang
diakibatkan adanya pembatasan
aktivitas. Padahal, kedua sektor ini
menyumbang angka yang signifikan
bagi perekonomian Indonesia. Oleh
karena itu, diterbitkanlah Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara
Penjaminan Pemerintah Melalui
Badan Usaha Penjaminan yang
Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional serta Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 32/PMK.08/2021 tentang
Tata Cara Penjaminan Pemerintah
Untuk Pelaku Usaha Korporasi

AP
UMKM dan Korporasi }J) ‘

menjadi salah satu sektor
yang menjadi fokus
Pemerintah dalam rangka

n

Vi
L R
T

Pemulihan Ekonomi 4.

Nasional. Hal ini 3
dikarenakan UMKM dan
Korporasi menjadi salah -
satu sektor yang paling
terdampak oleh pandemi

ini.

Melalui Badan Usaha Penjaminan
yang Ditunjuk dalam rangka
Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional.

Tujuan dari diterbitkannya kedua
peraturan tersebut adalah untuk
melindungi, mempertahankan, dan
meningkatkan kemampuan
ekonomi para pelaku usaha UMKM
dan Korporasi dalam menjalankan
usahanya. Harapannya adalah
dengan adanya Penjaminan
Pemerintah dalam rangka Program
PEN ini, risiko kredit bagi pelaku
usaha UMKM dan Korporasi yang
diakibatkan pandemi COVID-19
dapat menurun sehingga dapat
mendorong penyaluran kredit modal
kerja dari perbankan kepada kedua
sektor tersebut.
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Dalam menjalankan program ini, Pemerintah menunjuk PT Jaminan Kredit
Indonesia (PT Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo)
sebagai Badan Usaha Penjaminan untuk Penjaminan UMKM serta Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (PT PII) untuk Penjaminan Korporasi. Selain itu, Pemerintah juga
memberikan berbagai macam dukungan agar program ini dapat berjalan sesuai

tujuan yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. 2. 3.

Pembayaran Pembayaran Loss Pemberian
Subsidi IJP dan Limit dan Back
IJP Loss Limit. Stop Loss Limit
kepada Badan

Usaha

Penjaminan.

Penyertaan
Modal Negara
(PMN) kepada
Badan Usaha
Penjaminan.

Dalam melaksanakan tugasnya mengelola program Penjaminan Pemerintah
dalam rangka PEN untuk pelaku usaha UMKM dan Korporasi, DJPPR
menggunakan Sistem Informasi Jaminan Korporasi dan UMKM (e-Jamku).
Aplikasi ini khusus dirancang untuk membantu DJPPR melakukan
monitoring pembayaran subsidi IJP untuk pelaku usaha UMKM dan
Korporasi. Menu yang terdapat dalam aplikasi ini meliputi data debitur, data
akad dan penjaminan, data tagihan, rekonsiliasi data tagihan, monitoring
jadwal pembayaran IJP, realisasi pembayaran IJP, serta PNBP IJP loss limit
untuk Penjaminan UMKM. Aplikasi ini pun menyediakan dashboard
monitoring untuk informasi pemberian Penjaminan Pemerintah dalam rangka
PEN secara nasional dan per provinsi.

Selain upaya untuk menjaga sektor UMKM dan Korporasi di tengah pandemi,
pemerintah juga berusaha mendorong sektor BUMN untuk tetap berperan
dalam Program PEN. BUMN yang memiliki peran besar dalam memajukan
perekonomian Indonesia juga tidak luput dari kerugian baik dari sisi kinerja
maupun dari sisi keuangan yang ditimbulkan akibat pandemi. Salah satu
dukungan pemerintah tersebut dilakukan melalui pemberian fasilitas
penjaminan pada BUMN yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk
Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional.
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Penjaminan Pemerintah diberikan kepada BUMN yang terdampak

pandemi ataupun mendapat penugasan dari Kementerian/Lembaga

lembaga sektor dalam rangka pemulihan ekonomi dalam hal

pemenuhan kewajiban finansial BUMN melalui pinjaman yang
dilakukan oleh BUMN atau penerbitan Obligasi/Sukuk. Selain dapat
menjamin BUMN secara langsung, Pemerintah juga dapat menunjuk

Badan Usaha Penjaminan, yaitu PT PII untuk dapat melakukan

penjaminan bersama. Adapun dukungan pemerintah dalam

penjaminan pada BUMN meliputi:

Menanggung pembayaran IJP untuk periode tertentu.

Meningkatkan kredibilitas Penjaminan Badan Usaha

Penjaminan.

Menjaga kecukupan modal Badan Usaha Penjaminan.

Memastikan penyelesaian piutang regres sesuai dengan

penyelesaian regres.

Terkait anggaran program
Penjaminan Pemerintah dalam
rangka PEN, di dalam PMK-71/2020
dan PMK-98/2020 sebagaimana
telah diubah dengan PMK-32/2021
ditetapkan bahwa program ini
menggunakan anggaran Bagian
Anggaran BUN (BUN). Rinciannya
adalah untuk pembayaran subsidi
IJP bagi pelaku usaha UMKM,
Korporasi dan BUMN
menggunakan anggaran BA BUN

999.07, pengelolaan Dana Cadangan
pada BA BUN 999.03, dan
kompensasi kepada PT Reasuransi
Indonesia Utama (PT RIU) dalam
melaksanakan tugas pengelolaan loss
limit UMKM dianggarkan pada BA
BUN 999.99. Dikarenakan
menggunakan anggaran BA BUN,
Itjen Kemenkeu diharuskan untuk
melakukan pengawasan atas
program ini.
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Peran Itjen Kemenkeu
dalam Pengawasan
Penjaminan

Visi Itjen Kemenkeu yang tercantum
di dalam Rencana Strategis (Renstra)
Itjen Kemenkeu tahun 2020-2024
adalah menjadi Trusted Advisor
dalam rangka Mendukung Visi
Kementerian Keuangan “Menjadi
Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian
Indonesia yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif, dan
Berkeadilan”. Trusted advisor di sini
berarti Auditor Itjen Kemenkeu
selalu mengupayakan dan
mempertahankan kepercayaan klien
pengawasan melalui strategic listening
untuk memahami kebutuhan klien
pengawasan, memberikan masukan
yang efektif, dan membangun
hubungan profesional dengan klien
pengawasan. Saat ini diharapkan
Auditor Itjen Kemenkeu bukan
hanya menjadi watchdog yang hanya
bertugas untuk melihat kesalahan
klien pengawasan. Oleh sebab itu,
Auditor Itjen Kemenkeu tidak hanya
melakukan penugasan pengawasan
saja, melainkan juga memberikan
pendampingan dalam pelaksanaan
program agar program tersebut dapat
terlaksana dengan baik dan sesuai
tujuan.

Untuk mendukung visi tersebut, saat
ini Itjen Kemenkeu tidak hanya
melakukan pengawasan saja
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melainkan juga meliputi
pendampingan dalam penyusunan
kebijakan. Termasuk dalam program
Penjaminan dalam rangka PEN ini,
Itjen Kemenkeu melakukan
pengawasan dan juga memberikan
masukan kepada DJPPR dalam
membuat kebijakan dan
menjalankan program Penjaminan
Pemerintah. Banyak masukan yang
telah diberikan oleh Itjen
Kemenkeu, diantaranya masukan
dalam penyusunan PMK-71/2020,
PMK-98/2020 beserta revisinya
(PMK-32/2021), PMK-211/2020,
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan
Badan Usaha Penjaminan, serta
perubahan - perubahan kebijakan
yang ada selama program berjalan
yang sebelumnya belum diatur baik
di dalam PMK maupun PKS.
Sementara itu, untuk pengawasan,
Itjen Kemenkeu melakukan reviu
atas Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan secara periodik melakukan
Monitoring dan Evaluasi (Monev)
atas Pembayaran Subsidi IJP baik
untuk Pelaku Usaha UMKM
maupun Korporasi. Monev tersebut
dilakukan secara daring
menggunakan data analytics. Itjen
Kemenkeu memetakan risiko yang
mungkin terjadi dan menyusun script
pengujian untuk menguji ketepatan

pembayaran subsidi IJP yang
dilakukan oleh DJPPR. Atas
anomali yang muncul dilakukan

Sinergi Pengawasan
yang Berkesinambungan

Program PC-PEN merupakan
sebuah program nasional yang
sangat penting bagi perekonomian
negara yang memerlukan sinergi
banyak pihak. Oleh karena itu,
dalam rangka melakukan
pengawasan atas Program PC-PEN
diperlukan sinergi dan kerja sama
yang baik antara Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) dan
penegak hukum. Itjen Kemenkeu
pun saat ini telah menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU)
pengawasan dengan berbagai pihak
antara lain Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Kepolisian Republik
Indonesia (Polri), dan juga Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
bertujuan agar terdapat kemudahan
pertukaran data dan informasi
dalam hal pengawasan program
PEN.

Untuk pengawasan atas Program

Penjaminan sendiri, Itjen

konfirmasi kepada DJPPR dan
Badan Usaha Penjamin.

Kemenkeu telah melakukan
koordinasi yang baik dengan BPKP.
Koordinasi dilakukan melalui rapat
virtual untuk memutuskan peran
dan ruang lingkup masing-masing
dalam melakukan pengawasan.
Harapannya adalah tidak adanya
pengawasan yang saling tumpang
tindih antara Itjen Kemenkeu
dengan BPKP serta pengawasan atas
Penjaminan Pemerintah dalam
rangka PEN ini menjadi lebih luas
dan komprehensif sehingga dapat
dipastikan program ini berjalan
secara efektif.
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Tantangan
Dalam Pengawasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam
melakukan pengawasan program
penjaminan pemerintah, Tim Itjen
Kemenkeu kerap menghadapi
tantangan dalam melakukan
pengawasan seperti komunikasi dan
koordinasi antara unit dalam
pelaksanaan program penjaminan
seperti antara pemilik program,
APIP, hingga aparat penegak
hukum. Pelaksanaan pengawasan
yang dilakukan secara virtual juga
menjadi hal yang baru bagi auditor

Itjen Kemenkeu sehingga auditor
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memerlukan waktu untuk
beradaptasi dan memetakan cara-
cara terbaik dalam melakukan
pengawasan. Selain itu auditor
dituntut untuk memiliki
pemahaman atas proses bisnis
program penjaminan secara
keseluruhan mengingat Itjen
Kemenkeu tidak hanya berperan
dalam pengawasan di akhir program,
tetapi meliputi penyiapan program
sejak awal, tata kelola hingga
implementasi program itu sendiri.

Penutup

Itjen Kemenkeu sebagai pengawas internal dari program
Penjaminan Pemerintah pada pelaku usaha UMKM,
Korporasi, dan BUMN telah melakukan berbagai
pengawasan dalam pengawalan seperti pendampingan
dalam perumusan kebijakan, penyusunan RCM, hingga
melakukan Monev secara berkala pada pelaksanaan
program. Dalam hasil pengawasan, Tim Itjen Kemenkeu
telah memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat
menjadi nilai tambah dalam peningkatan kualitas
program penjaminan yaitu dengan menerapkan
pengendalian baik secara manual maupun dari sisi
aplikasi e-Jamku yang digunakan dalam program.
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Pandemi Covid-19 Melanda
APIP Tetap Bangga
Melayani Bangsa

Oleh

Muhamat Yusup
Auditor Muda | Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
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Pengelolaan pemerintah
yang bersih, efektif, dan
terpercaya telah
dicanangkan menjadi
salah satu misi
Pemerintahan Presiden
Joko Widodo & Wakil

Presiden Ma’ruf Amin.

Misi ini mengandung maksud bahwa

aparatur pemerintah diharapkan
dapat bekerja dengan bersih dan
bebas dari korupsi, bekerja dengan
efektif dan efisien serta dapat hadir
melayani masyarakat. Misi yang
mulia ini haruslah didukung oleh
seluruh Kementerian, Lembaga dan
Pemerintah Daerah dengan
menerapkan tata kelola pemerintah
yang akuntabel sejak perencanaan
sampai dengan pertanggungjawaban.
Awal Tahun 2020 seluruh dunia
mengalami gelombang pandemi
covid-19, tentunya menjadi sebuah
kondisi yang harus disikapi oleh

seluruh elemen bangsa agar misi
pemerintah tersebut dapat tercapai.

Tantangan dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan
efektif ini masih besar. Berdasarkan
data bank dunia, menunjukkan
bahwa government effectiveness
Indonesia pada Tahun 2020 sebesar
0,37 masih dibawah negara tetangga
Malaysia sebesar 1,04 dan Singapura
sebesar 2,34. Selain itu berdasarkan
data Transparansi Internasional
Tahun 2020, Indeks persepsi korupsi
Indonesia 37 dan mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya
yang memperoleh nilai 40. Capaian
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ini juga masih dibawah Malaysia
dengan nilai 51 dan Singapura
dengan nilai 85. Kondisi ini
tentunya perlu ada perbaikan kinerja
pemerintahan yang signifikan dan
bukan sekedar peningkatan yang
biasa-biasa saja.

Presiden Joko Widodo pada rapat
internal tanggal 8 April 2021
menyampaikan beberapa penekanan
agar jalannya pemerintahan dapat
berjalan dengan lebih gesit. Kualitas,
efisiensi dan disiplin belanja daerah
terus didorong, adanya sinkronisasi

Harapan kepada APIP untuk
mengawal pemerintah dengan baik
dan akuntabel cukup besar. Peran
sebagai early warning system sangat
dinantikan penerapannya. Selain itu
APIP diharapkan dapat menjadi
trusted advisor baik pada aspek tata
kelola pemerintah, risiko dan
pengendalian intern. APIP yang
lebih agile, adaptif, antisipatif dan
responsif terutama pada kondisi
pandemi covid 19 tentunya dapat
berperan lebih maksimal.

APBN dan APBD serta kualitas
perencanaan yang adaptif terhadap
kondisi negara saat ini. Harapan
presiden ini salah satunya
diamanahkan kepada APIP untuk
mendampingi dari hulu belanja
negara dan daerah, mencarikan
solusi atas permasalahan yang
ditemui serta mengawal dari proses
perencanaan sehingga tidak hanya
mengulang-ulang hal yang sama
disaat kondisi bangsa dilanda
pandemi.

APIP pada kenyataanya dihadapkan pada kondisi yang belum ideal pada aspek
independensi dan objektivitas, kompetensi dan kemampuan SDM, aspek
anggaran yang mendukung peran APIP serta tidak kalah pentingnya yakni
penerapan standar yang belum diterapkan secara maksimal. Di sisi lain APIP
harus mampu membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi
covid-19 dan mengawal jalannya pemerintahan agar berjalan dengan bersih dan
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akuntabel. Pada beberapa daerah dijumpai pula atmosfer yang belum ideal
dalam melihat APIP sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Dengan adanya harapan dan kondisi diatas, maka yang menjadi permasalahan
adalah bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh APIP sehingga peran
sebagai consulting partner dan quality assurance yang efektif terutama pada masa
pandemi Covid-19 dapat ditempuh?

Pembahasan

Pandemi Covid-19 merubah
transformasi digital menjadi lebih
cepat. Beberapa aktivitas
pemerintahan yang semula dilakukan
secara tatap muka langsung, dengan
adanya pandemi diganti dengan
online. Penerapan Work From Home
(WFH) menjadi alternatif yang

ditempuh. ASN APIP juga harus
adaptif terhadap kondisi ini.

Bagaimana adaptasi yang dilakukan APIP baik sebagai
institusi dan aparatur yang berada didalamnya dalam
mengambil peran pengawasan dalam masa pandemi ini?

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan RB dengan Surat Edaran
Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2021 telah meluncurkan Employer
Branding ASN, yakni Bangga Melayani Bangsa. Branding ini diharapkan setiap
aparatur diharapkan bangga melayani bangsa dan negara melalui peran dan
fungsinya masing-masing. Dalam kontek pengawasan, ASN dan APIP
merupakan sebuah profesi yang membutuhkan pengabdian bagi bangsa dan
negara sehingga kinerja melayani masyarakat dan bukan minta dilayani
menjadi fokus utama. Peran ini diperkuat dengan adanya core values yang harus
diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah termasuk adalah
BerAKHLAK. Employer Branding dan core values menjadi strategi pemerintah
dalam mewujudkan world class government .
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Dalam konteks peran dan fungsi APIP mengawal
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, core values
BerAKHLAK ini dapat ditempuh dengan beberapa hal yakni:

1. Berorientasi Pelayanan

APIP diharapkan Memahami dan memenuhi kebutuhan
masyarakat, solutif dan dapat diandalkan. Beberapa praktik
yang dapat ditempuh yakni:

Membantu instansi pemerintah dalam memitigasi risiko
pengadaan barang dan jasa saat pandemi covid-19;

Melakukan pendampingan atas penyaluran Belanja Tidak
Terduga (BTT) guna penanganan covid-19;

Verifikasi atas pembayaran insentif tenaga Kesehatan;
Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi dan distribusi vaksin;

erifikasi penyaluran bantuan penanganan Covid-19.

2. Akuntabel

APIP diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan jujur,
bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Cara
yang tepat dalam hal ini adalah selalu mempedomani dan
menerapkan secara konsisten Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) yang telah ditetapkan dengan Peraturan AAIPI
Nomor PER-10/AAIPI/DPN/2021 tanggal 31 Juli 2021. Dengan
adanya standar yang diterapkan secara konsisten oleh Aparatur APIP,
maka produk dan layanan yang diberikan APIP dapat diyakini efisien
dan keefektivitasannya. Dalam meningkatkan independensinya APIP
diberi untuk berkoordinasi dengan Gubernur bagi Pemerintah
Kabupaten/ Kota atau kepada Kementerian dalam negeri bagi
Pemerintah Provinsi jika terjadi indikasi penyimpangan oleh kepala
daerah. KPK sudah sejak 3 tahun terakhir juga mendorong penguatan
APIP melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP) dengan
penguatan anggaran dan SDM APIP.
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3. Kompeten

Kondisi pandemi covid-19 tidak lantas menjadi halangan bagi APIP
untuk meningkatkan kompetensi diri serta menjawab tantangan yang
selalu berubah. Cara yang dapat ditempuh antara lain dengan
mengikuti e-learning yang disediakan oleh beberapa instansi misalnya
BPKP, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri
dan lain-lain. Dengan adanya e-learning ini kompetensi APIP tetap
dapat terus dijaga dengan waktu yang lebih fleksibel.

4. Harmonis

Kondisi pandemi menjadikan aparatur di APIP akan lebih sering
berkomunikasi dengan rekan sejawat baik dalam acara rapat
koordinasi, diskusi, pelaksanaan pengawasan lain secara daring yang
sebelumnya jarang dilakukan. Adanya perubahan saluran komunikasi
ini mengharuskan setiap aparatur untuk menghargai setiap orang
apapun latar belakangnya. Harmoni menjadikan tugas pengawasan
menjadi lebih selaras.

Dalam pelaksanaan tugas APIP diharapkan selalu memegang teguh
ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia, pemerintahan yang sah serta menjaga rahasia jabatan dan
negara.

6. Adaptif

APIP diharapkan dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi
perubahan dan berinovasi atas kondisi yang ada. beberapa hal yang
dapat ditempuh yakni:
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a. Melakukan evaluasi atas rencana pengawasan tahunan dan jika

diperlukan merevisi dan mengganti kegiatan pengawasan yang
tidak sesuai dengan kondisi pandemi dengan kegiatan yang
relevan program penanganan covid-19.

b. Menempuh pendekatan remote audit sebagai alternatif pengawasan
saat pandemi;

. Menggunakan teknologi informasi yang relevan dalam proses
pengawasan.

7. Kolaboratif

APIP diharapkan dapat berkolaborasi dengan instansi pusat dan
daerah dengan cara, di antaranya:

a. APIP Pemerintah Daerah, BPKP dan APIP Kementerian
berkolaborasi dalam rangka penyamaan persepsi pengawasan
intern pada kondisi kedaruratan, meningkatkan kualitas
pengawasan dan memperluas jangkauan pengawasan;

. Koordinasi APIP di Pemerintah Pusat dan Daerah, BPKP dan
BPK-RI dalam bentuk sharing data dan informasi, penggunaan
SDM APIP secara bersama melalui joint review/ audit serta
melakukan perencanaan pengawasan secara selaras.
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Pandemi Covid-19 memaksa semua instrumen bangsa untuk beradaptasi
dengan berbagai pendekatan dengan tetap mempertahankan eksistensi dan
tujuan pemerintah dalam melayani masyarakat. APIP sebagai aparat
pengawas internal dari pemerintah, punya peran dan andil yang besar guna
memastikan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
dapat tercapai. Kendala yang saat ini dialami APIP yakni independensi dan
objektivitas, kompetensi, anggaran serta penerapan standar. Namun disisi
lain ada harapan dan terobosan baru kepada APIP untuk mengawal
pemerintah dengan baik dan akuntabel cukup besar. Melalui core values
BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni,
loyal, adaptif dan kolaboratif) APIP optimis untuk selalu hadir disaat
bangsa, negara menghadapi pandemi Covid-19 dan selalu BANGGA
MELAYANI BANGSA.
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Di tengah pandemi yang
telah melandai di negeri
ini, tentu semua tidak
boleh lengah dan
waspada terhadap
ancaman lonjakan kasus
yang sewaktu-waktu
dapat terjadi.

|

|

Salah satu strategi dan upaya
pemerintah untuk secepatnya
memutus rantai penularan adalah
melakukan gerakan massal dan
sangat masif program vaksinasi
nasional. Vaksinasi harus tepat
sasaran dan tepat manfaat, karena
kebijakan program vaksinasi telah
menguras anggaran negara yang
tidak sedikit dan bertujuan
melindungi masyarakat akibat
penularan Covid-19 agar tidak terjadi
keparahan kasus dan menekan
angka kematian. WHO bahkan
menyebut vaksin covid-19 ini sebagai
world's largest and most diverse portfolio of
vaccine candidates. Program vaksinasi
Covid-19 ditargetkan menjangkau
181 lebih juta rakyat Indonesia
dengan total anggaran penanganan
Covid-19 dari tahun 2019 hingga
vaksinasi di tahun ini sebesar Rp
130,03 triliun yang terbagi menjadi
tiga jenis program.

Pertama, anggaran pengadaan dan
program vaksin Covid-19 sebesar
Rp58,18 triliun. Kedua, anggaran
testing dan tracing sebesar Rp9,91
triliun. Ketiga, anggaran perawatan
dan insentif tenaga kesehatan yakni
Rp61,94 triliun. Proporsi anggaran
vaksinasi adalah 45 persen dari total
anggaran untuk penanganan Covid-
19. Anggaran juga diperuntukan
bukan hanya pengadaan vaksin,
tetapi juga pengolahan informasi,
distribusi, dan pelaksanaan
vaksinasi serta menganggarkan
Rp1,96 triliun melalui Dana Alokasi
Umum (DAU) untuk insentif bagi
vaksinator, termasuk TNI/Polri,
bidan, dan tenaga perbantuan lain.
Besarnya anggaran harus diikuti
dengan kemampuan pemerintah
untuk memastikan program
vaksinasi tidak membawa dampak
ikutan seperti korupsi.

v
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Di tengah kondisi turbulensi saat ini
program vaksinasi membutuhkan
berbagai prasyarat antara lain
kapasitas dan kesiapan pemerintah
yang cukup, baik dari sisi
perencanaan, pelaksanaan, maupun
evaluasi, juga mutlak harus memadai
adalah ketersediaan vaksin itu
sendiri, apalagi pemerintah
Indonesia belum sepenuhnya
mampu menyediakan vaksin
produksi dalam negeri. Meski
berbagai jenis inovasi anak negeri
tengah didorong namun diprediksi
baru bisa efektif digunakan pada
tahun 2022. Dukungan sosial politik
yang memadai dari semua unsur
negara juga diperlukan untuk
menyukseskan program vaksin ini.
Vaksin pada hakekatnya merupakan
barang publik (public goods) dimana
penyediaan dilakukan oleh
pemerintah melalui APBN yang
tidak diperkenankan untuk
diperjualbelikan. Namun demikian,
karena kondisi pandemi maka
pemerintah membuka opsi yakni
vaksinasi Gotong Royong dengan
ketentuan bahwa jenis vaksin
COVID-19 untuk vaksinasi berbasis
program yang diperoleh dari hibah,
sumbangan, ataupun pemberian
baik dari masyarakat maupun negara
lain dimana telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 10
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Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Vaksinasi mandiri juga diharapkan
bisa membantu meringankan beban
APBN pemerintah pada pos
kesehatan. Saat ini, pemerintah
menganggarkan vaksin untuk lebih
dari 181 juta orang dengan
kebutuhan total mencapai 427 juta
dosis. Pelaksanaan vaksin mandiri
tersebut akan mengatur pembelian
vaksin oleh pengusaha perusahaan
atau industri untuk diberikan
kepada karyawannya secara gratis.
Pada prinsipnya opsi vaksin berbayar
ini bukan sebagai prioritas tapi perlu
disediakan asalkan perlakukan
berbeda dengan yang disediakan
pemerintah (vaksin program/gratis).
Selain itu regulasi tersebut juga
mengatur mengenai penanganan
Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi
Covid-19 yang membutuhkan
pengobatan dan perawatan di
fasilitas kesehatan sesuai dengan
indikasi medis dan protokol
pengobatan. Adapun aspek
pembiayaan, bagi peserta aktif
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
maka akan ditanggung melalui
mekanisme JKN dan dapat
dilakukan di seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan.

Kesemuanya dalam rangka mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka
mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan
vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan Hasil Survei Lembaga Survei
Indonesia atas Sikap Publik terhadap Vaksin dan Program Vaksin Pemerintah,
18 Juli 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Seberapa mengancam, jika ada,

virus Corona (Covid-19) terhadap hal-hal berikut ini? (%)

—_—
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mengancam mengancam mengancam mengancam
sama sekali
[}
M Kesehatan warga Indonesia Ekonomi Indonesia 18-Jul-21

Rilis Surnas Vaksin

Mayoritas, 95,8%, merasa Virus Corona (COVID-19) sangat/cukup COVID-19
mengancam eknomi , dan 92%, merasa virus Corona (COVID-19) juga
sangat/cukup mengancam kesehatan warga Indonesia.

— - -
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Pada aspek Program Vaksin dan Potensi Penyalahgunaan Anggaran diperoleh
hasil bahwa mayoritas, 73,8%, merasa sangat/cukup besar terjadi
penyalahgunaan anggaran negara untuk pengadaan vaksin Covid-19 sebagai
berikut :

Kemungkinan Penyalahgunaan Anggaran Pengdaan Vaksin

Menurut Ibu/Bpk, seberapa besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran negara
untuk pengadaan vaksin COVID-19 (%)

73,8%
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10 1.5
I 23
o ||
Sangat Besar Cukup Besar Cukup Kecil Sangat Kecil TT/T3
29
Mayoritas, 73,8% merasa sangat/cukup besar terjadi penyalahgunaan 18-Jul-21
anggaran negara untuk pengadaan vaksin COVID-19 Rilis Surnas Vaksin
COVID-19
Peran dan
Handicap APIP

alam menjalankan fungsi pengawasan, APIP dalam upaya percepatan
penanganan Covid-19 adalah melalui kegiatan monitoring dan koordinasi
penggunaan anggaran, kesesuaian penyaluran bantuan sosial dengan sasaran
penerima manfaat, pencegahan gratifikasi, pengawasan anggaran dan bantuan
sosial ke daerah serta melakukan pendampingan/ asistensi, reviu, evaluasi
hingga audit. Area-area berrisiko tinggi yang membutuhkan pengawasan
intensif adalah area perencanaan dan penganggaran untuk penanganan
bencana, pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat dan pengelolaan
jaring pengaman sosial. Beberapa potensi penyalahgunaan dan sejumlah
kerawanan adalah. Namun demikian secara realitas beban tugas yang sangat
tinggi terutama yang bersifat mandatory dan wajib dilaksanakan oleh APIP. Di
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sisi lain secara umum ketersediaan sumber daya (resources) SDM, anggaran,
sarana dan prasarana serta penataan kelembagaan belum memadai.

Berbagai penguatan APIP yang dirumuskan di tingkat pusat nyaris belum
sepenuhnya mampu diimplementasikan secara nyata dan konsisten di tingkat
pemerintah daerah. Dengan kata lain, ekspektasi terhadap APIP sangat tinggi
yang diiringi dengan prioritas negara dan amanat reformasi dalam rangka
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mengawal tata kelola
pemerintahan. Selain tuntutan profesionalitas, obyektivitas dan independensi
APIP guna meningkatkan mutu tugas-tugas pengawasan, APIP juga
dihadapkan oleh perubahan cara-cara dan metode pengawasan (audit) di era
pandemi yang selama ini dilakukan secara tatap muka, berupa meminta
keterangan, konfirmasi, telaah dokumen, pembahasan/diskusi, cek fisik dan
observasi lapangan. Bila dilakukan sedemikian rupa maka akan risiko terpapar
virus Covid-19 cukup tinggi dan dilakukan karantina. Di sisi lain, instrumen
pengawasan yang berbasis teknologi informasi (e-audit) belum sepenuhnya
mampu menjawab standar dan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien
serta menghasilkan kualitas hasil pelaporan.
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Serpihan surga yang
jatuh ke bumi itulah
ungkapan sanjungan
untuk menggambarkan
keindahan pulau

karampuang.

Mengawal Bantuan
Sosial Tunai Sampai
Ka rampuang Pulau seluas 6 kilometer persegi yang secara administrasi masuk kecamatan

mamuju kabupaten mamuju provinsi sulawesi barat. Karampuang yang berarti
rembulan dapat ditempuh dari kota Mamuju dengan menggunakan kapal
tradisional yang oleh masyarakat lokal disebut dengan “taxi” selama kurang
lebih 15 menit. Sebagai salah satu destinasi wisata andalan Sulawesi Barat,
berbagai fasilitas penunjang pariwisata dibenahi oleh pemerintah daerah.

Secara statistik,Karampuang adalah
desa swadaya (self help) yang dihuni oleh
sebanyak 818 kepala keluarga dengan
total penduduk 3.296 jiwa. Berdasarkan
publikasi Badan Pusat Statistik
Kabupaten Mamuju tahun 2021
sebanyak 167 atau 20,42% adalah
keluarga pra sejahtera, sebanyak 578
atau 70,66% adalah keluarga sejahtera
tipe I sisanya sebanyak 73 atau 8,92%
adalah keluarga sejahtera tipe I1.

Oleh

Suwatno
Auditor Madya | Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
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Sebagai desa pesisir sebagian besar
mata pencaharian penduduknya
adalah nelayan. Sisanya
menggantungkan pemenuhan
kebutuhan keluarganya dengan
berkebun, bercocok tanam, dan
beternak. Meskipun potensi
pariwisata sangat besar, namun
penduduk karampuang belum
sepenuhnya menjadikan pariwisata
sebagai mata pencaharian.

Seperti masyarakat di wilayah
Indonesia lainnya, adanya pandemi
covid-19 juga berdampak terhadap
kehidupan masyarakat karampuang.
Daya beli masyarakat yang menurun
selama covid-19 di wilayah Sulawesi
Barat dan dilakukannya
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) berpengaruh
pada perekonomian masyarakat
karampuang.

Perhatian pemerintah baik pusat
maupun daerah sangat besar kepada
masyarakat karampuang. Mulai
adanya alokasi bantuan langsung
tunai dana desa, program sosial
kementerian sosial, bantuan
usaha/keterampilan, pengembangan
pariwisata, ketahanan pangan dan
lain-lain bantuan dari pemerintah
daerah baik Provinsi Sulawesi Barat
maupun Kabupaten Mamuju. Untuk
program sosial yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Sosial juga dirasakan
oleh masyarakat karampuang
melalui Program Keluarga Harapan
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(PKH) dan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.

Adanya pandemi Covid-19,
pemerintah pun menambah dan
memperluas program sosial yang
selama ini sudah berjalan. Program
sosial tambahan tersebut sebagai
upaya membantu perekonomian
masyarakat terdampak covid-19.
Pemerintah melalui Kementerian
Sosial memberikan Bantuan Beras
melalui Bulog, Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) PPKM atau
Sembako PPKM atau e-Warung dan
Bantuan Sosial Tunai (BST) yang
disalurkan melalui PT Pos
Indonesia.

Munculnya Bantuan Sosial Tunai
(BST) dilatarbelakangi adanya
pandemi covid-19 yang
mempengaruhi semua aspek
kehidupan, salah satunya aspek
ekonomi. Penurunan pada sektor
industri yang signifikan,
berpengaruh pada kejadian
ikutannya seperti terjadinya
pemutusan hubungan kerja,
perusahaan dan usaha ekonomi yang
tutup, daya beli yang menurun dan
lain-lain. Ujungnya adalah
ketidakmampuan masyarakat
berdampak Covid-19 untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam rangka membantu mengatasi
dampak Covid-19, pemerintah
berupaya memulihkan kondisi
dengan memberikan insentif
melalui program sosial sebagai

stimulus bagi masyarakat. Melalui
Kementerian Sosial, pemerintah
merealisasikan berbagai program
sosial tersebut guna didistribusikan
ke seluruh lapisan masyarakat yang
terdampak pandemi baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Salah satu program perlindungan
sosial tersebut adalah Bantuan Sosial
Tunai (BST).

Pelaksanaan BST diatur dalam
Keputusan Menteri Sosial Nomor
54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan
Bantuan Sosial Sembako dan
Bantuan Sosial Tunai dalam
Penanganan Dampak Covid-19
dengan sumber dana berasal dari
APBN Kementerian Sosial. Program
BST disalurkan melalui PT Pos
Indonesia dengan alokasi penerima
manfaat kurang lebih 10 juta kepala
keluarga di seluruh Indonesia.
Besaran BST adalah Rp300.000,00
per bulan per kepala keluarga.

Program BST mulai direalisasikan
bulan April 2020. Secara nasional,
realisasi program BST tahun 2020
(April s.d Desember 2020) adalah
sebesar Rp21.886.573.500.000,00
dengan total penerima manfaat
sebanyak 72.955.245 keluarga.
Realisasi program BST untuk
wilayah Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2020 (April s.d Desember
2020) sudah dirasakan oleh sebanyak
592.475 keluarga penerima manfaat
atau sebesar Rpl77.742.500.000,00
sedangkan pada tingkat Kabupaten

Mamuju program BST tahun 2020
(April s.d Desember 2020) sudah
terealisasi sebesar
Rp37.317.000.000,00 dengan total
keluarga penerima manfaat
sebanyak 124.390 keluarga.

Program BST tahun 2021 awalnya
direncanakan untuk 4 bulan yaitu
bulan Januari s.d April 2021. Namun
dengan adanya PPKM, program BST
diperpanjang selama 2 bulan, yaitu
bulan Mei 2021 dan Juni 2021.

Realisasi program BST tahun 2021
(Januari s.d Juni 2021) secara
nasional telah tersalurkan sebesar
Rp11.120.280.900.000,00 dengan
total penerima manfaat sebanyak
37.067.603 keluarga. Realisasi
program BST tahun 2021 (Januari
s.d Juni 2021) di Provinsi Sulawesi
Barat telah tersalurkan sebesar
Rp65.915.700.000,00 dengan total
penerima manfaat sebanyak 219.719
keluarga sedangkan realisasi
program BST pada tingkat
Kabupaten Mamuju tahun 2021
(Januari s.d Juni 2021) telah
tersalurkan sebesar
Rp15.216.300.000,00 dengan total
penerima manfaat sebanyak 50.721
keluarga.

Untuk di desa Karampuang sendiri,
realisasi penyaluran program BST
sejak bulan April 2020 s.d Juni 2021
adalah sebesar Rp391.800.000,00
dengan total penerima manfaat
sebanyak 818 keluarga.
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Evaluasi dan
Monitoring Program BST

Kependudukan (NIK)/nomor Kartu Keluarga (KK), dan dapat
mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selain itu harus
dimanfaatkan untuk mengurangi beban hidup akibat dampak Covid-
19. Tim evaluasi melakukan analisis data dan konfirmasi langsung
kepada penerima manfaat.

Mengevaluasi ketepatan sasaran penting, karena akan tergambar

Penggunaan uang negara yang besar efektivitas program BST.

untuk program BST harus dibarengi

dengan pengawasan agar akuntabel Ketepatan waktu penyaluran BST

dan efektif. Badan Pengawasan
Salah satu yang dievaluasi tim adalah menilai ketepatan waktu

Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) mendapat amanat untuk penyaluran BST. Jadwal waktu penyaluran mengikuti rambu-rambu

melakukan evaluasi dan monitoring yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Apabila ditemukan

atas pelaksanaan program BST adanya ketidaktepatan atau keterlambatan waktu penyaluran BST

maka harus diidentifikasi penyebabnya. Penyaluran BST harus tepat

Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah program BST yang telah waktu karena menyangkut kebutuhan masyarakat terdampak covid-19

dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai yang juga tidak bisa ditunda.

sedangkan monitoring atau pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa

program BST yang sedang berjalan mengikuti prosedur dan atau
perencanaanya. Ketepatan jumlah BST

Secara khusus evaluasi program BST yang dilakukan oleh BPKP bertujuan Sesuai pedoman program BST, besaran yang diterima oleh keluarga
pula untuk mengidentifikasi kelemahan atas penyaluran BST dan memberikan penerima manfaat adalah sebesar Rp300.000,00 per bulan. Tim
saran perbaikan atas kelemahan yang teridentifikasi. Terdapat delapan poin evaluasi setelah melakukan analisis dokumen penyaluran dilanjutkan
penting yang harus disimpulkan oleh tim evaluasi program BST BPKP, yaitu dengan uji petik kepada keluarga penerima manfaat untuk dilakukan
sebagai berikut: konfirmasi/wawancara. Apabila ditemukan adanya ketidaktepatan atau
kekurangan jumlah BST yang diterima keluarga penerima manfaat,
Validitas data penyaluran BST tim evaluasi harus mengungkapkannya dengan mengidentifikasi
penyebabnya.

Untuk dapat menyimpulkan validitas data penyaluran BST tim
evaluasi melakukan pengecekan data By Name By Address (BNBA)
penerima BST dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) BST diserahkan ke penerima manfaat secara langsung

dan daftar usulan penerima BST dari pemerintah daerah. Atas data PT Pos Indonesia yang ditunjuk sebagai penyalur program BST harus

yang terindikasi tidak valid dilakukan konfirmasi dengan wawancara. menyalurkan dan atau diterima secara langsung oleh masing-masing

Ketepatan sasaran BST penerima manfaat yang terdaftar. Penyaluran BST oleh PT Pos

Indonesia tidak diperbolehkan untuk disalurkan atau diterima secara

Penerima program BST sesuai dengan ketentuan adalah harus kolektif dan atau diterima oleh orang yang tidak berhak. Tim evaluasi

merupakan keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan harus memastikan bahwa seluruh penerima manfaat program BST
nonpenerima program keluarga harapan dan nonpenerima program menerima secara langsung bantuannya.

sembako serta harus memuat nama, alamat, Nomor Induk
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@ Fraud dalam proses penyaluran BST

Proses penyaluran program BST memungkinkan terjadinya fraud, tim
evaluasi harus memastikan apakah terjadi atau tidak fraud dalam
penyaluran program BST. Apabila terjadi adanya indikasi fraud, maka
bisa dijadikan bahan awal untuk investigasi lebih lanjut.

Apabila ditemukan satu keluarga penerima manfaat menerima lebih
dari satu program BST maka dipastikan adanya data ganda. Tim
evaluasi menganalisis dan mengolah data penerima manfaat program
BST untuk memastikan tidak adanya data ganda keluarga penerima
manfaat.

E@ Ketepatan Administrasi BST

Administrasi yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran program
BST juga tidak kalah penting, untuk memastikan seluruh dokumen
yang harus dibuat selama proses penyaluran seperti misalkan surat
undangan untuk mengambil BST kepada penerima manfaat, membuat

berita acara penyaluran program BST dan seterusnya.

Untuk penugasan monitoring program BST yang dilakukan oleh BPKP dengan
ikut mengawal atau hadir saat proses penyaluran program BST berlangsung.
Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan penyaluran mengikuti pedoman
atau prosedur yang telah ditetapkan dalam proses penyaluran program BST.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan penugasan evaluasi
dan monitoring atas pelaksanaan program BST untuk memastikan efektivitas
dan akuntabilitasnya. Evaluasi program BST tahun 2021 dilakukan dengan uji
petik pada Kabupaten Mamuju sedangkan monitoring program BST tahun
2021 dilakukan untuk penyaluran BST di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Monitoring penyaluran BST dilakukan secara on the spot dan daring, termasuk
hadir secara langsung saat penyaluran program BST di desa Karampuang,
pulau cantik laksana serpihan surga yang jatuh ke bumi.
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Tema

TATA KELOLA,
MANAJEMEN RISIKO,
DAN PENGENDALIAN INTERN
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Seperti kita ketahui bersama, Pandemi Covid-19 yang telah

terjadi sejak awal tahun 2020, membawa dampak yang
cukup besar bagi Indonesia, bahkan dunia Internasional.

Pada 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi
Global karena semakin bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19,
sejumlah 118.000 kasus di 114 negara.

Sejak awal muncul sampai dengan saat ini, Pandemi Covid-19 memicu
Pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan tata kelola yang

Eksistensi Apip Inspektorat
Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan
Dan Pengawalan Penanganan Covid-19

efektif dan efisien di era disrupsi informasi ini. Sebuah konsep agile
governance sangat diperlukan dalam penanganan masalah ini, di mana
pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuanuntuk melakukan
efisiensi biaya, meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam
penciptaan tindakan-tindakan inovatif dan kompetitif, serta.
merumuskan kebijakan yang cerdas dan adaptif dalam
penanggulanganpandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan keadaan dan
dapat diterima oleh masyarakat.

Oleh

Maria Damayanti Handayani, SE, Ak, M.Acc
Auditor Muda | Inspektorat DIY
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Adanya kebijakan yang cerdas dan adaptif, mengharuskan pemerintah daerah
untuk segera mengambil langkah dalam penanganan pandemi covid-19 ini.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah cepat, tepat,
fokus, terpadu dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah. Pemerintah diharapkan melakukan percepatan pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan
alokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang digunakan secara
memadai untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka percepatan penanganan
covid-19 ini dengan mengutamakan penanganan kesehatan, penanganan
dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.

Arahan Presiden Jokowi terkait Kolaborasi dalam Menangani
Pandemi bahwa:

“Kerjasama antar lembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan
konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi. Saya yakin,
kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di
bidangkesehatan dan bidang lain juga semakin kokoh”.

“Pencegahan harus diutamakan. Tata kelola yang baik harus
didahulukan. Kalau ada yang masih membandel, ada niat untuk

korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras... Uang

Negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus dijaga”

Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat
sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balance. Saling bekerja
sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program
pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapat manfaat sebesar-
besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi”

(disampaikan dalam Pidato Kenegaraan
dalam rangka HUT ke-76 RI di Sidang
Tahunan MPR-RI dan Sidan gBersama
DPR RI dan DPD RI, Senin, 16/8/2021

dan rakornas pengawasan intern)
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Berkaitan dengan hal tersebut maka munculah tantangan dalam tata kelola
penanganan Covid-19 yaitu :

Kondisi Pra Bencana

* Kebijakan ==> perhatian pemerintah kaitannya dengan regulasi
dan adanya dukungan anggaran

* Kelembagaan ==> adanya Koordinasi program lintas sektoral
penanggulangan Covid-19: Perencanaan dan
Penganggaran.

+ Implementasi ==> melalui penyediaan sarana prasarana,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
sosialisasi/edukasi kepada masyarakat, dan
membuat early warning system.

Keadaan Darurat

* Ketepatan sasaran, waktu, kualitas dan kuantitas
dalam penanganan Covid-19.

* Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam
keadaan darurat.

Pasca Bencana

Akuntabilitas keuangan dan kinerja :

* kesesuaian realisasi kegiatan dengan usulan
kegiatan dan penganggaran

* Revisi/deviasi terdokumentasi

e Post Audit untuk final payment atau penyetoran
kembali ke kas negara sesuai hasil koreksi audit

» Penyelesaian tunggakan/utang

Pemerintah, dalam upayanya untuk mencegah penyebaran Covid-19
melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak
pada terhambatnya perekonomian. Hal ini kemudian memunculkan adanya
dampak turunnya aktivitas perekonomian, perubahan pola hidup, perubahan
tingkah laku, dan perubahan pendapatan baik dunia usaha maupun
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masyarakat. Dalam menghadapi kondisi ini Pemerintah mengeluarkan
beragam kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
dengan prioritas pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi
dan penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran agar akuntabel dan
bertanggungjawab maka sedianya melaksanakan berbagai upaya. Salah satu
upaya adalah membangun kapabilitas manajemen risiko dalam rangka
pencapaian good and clean governance. Menurut Institute of Internal Auditor, tiga
lapis pertahanan untuk mencapai manajemen risiko yang efektif adalah dengan
melaksanakan pengawasan melalui “Three Lines of Defence” dimana pendekatan
dilaksanakan dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di
seluruh jajaran dan proses bisnis organisasi yang sering dikenal sebagai
Enterprise Risk Management (ERM). Model 3LD membedakan antara fungsi-fungsi
bisnis sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko (owning risks/risk owner) terhadap
fungsi-fungsi yang menangani risiko (managing risks), dan antara fungsi-fungsi
yang mengawasi risiko (overseeing risks) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan
pemastian independen (independent assurance).

Kesemua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam platform
Enterprise Risk Management (ERM) baik untuk organisasi korporasi
perbankan atau sektor riil, maupun organisasi-organisasi pemerintahan.

Three Lines of Defence diuraikan sebagai berikut :

@l Pertahanan lapis pertama:

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau
fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-
hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak
organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk :

* Memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment)
yang kondusif di unit bisnis mereka.

* Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan
sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama
dalam mengejar pertumbuhan perusahaan.

e Mereka diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan
faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan
yang dilakukannya.
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*  Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di
unit bisnis mereka, dan juga adanya pemantauan dan transparansi
terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut.

B! Pertahanan lapis kedua:

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen
risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi manajemen risiko dan
kepatuhan yang sudah terstruktur misal: departemen atau unit
manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan
untuk:

« Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau
implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan.

e Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis
dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan
prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan
oleh perusahaan.

+ Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara
menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di
perusahaan

€l Pertahanan lapis ketiga:

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik auditor internal
maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens
dalam model 3LD ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan
yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini,
auditor internal diharapkan untuk:

e Melakukan reviu dan
evaluasi terhadap rancang
bangun dan implementasi
manajemen risiko secara
keseluruhan, dan

* Memastikan bahwa
pertahanan lapis pertama
dan lapis kedua berjalan
sesuai dengan yang "
diharapkan.
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Gambaran Three Lines of Defences
adalah sebagai berikut :

The lIA’s Three Lines Model

GOVERNING BODY

Accountability to stakeholders for organizational aversight

Governing body roles: integrity, leadership, and transparency

{1

INTERNAL AUDIT

Independent assurance

MANAGEMENT

Actions (including managing risk) fo
achieve organizational objectives

First line roles: Second line roles: Third line roles:
Provision of i Independent and
products/services i [ objeclive agsurance
to clients; challenge on and advice on all
risk-related matters matters related to
the achievement
of objectives

managing risk

KEY: /) Accountability, reporting |

Delegation, direction, &3 Alignment, communication

1
A 4 : ; »
resources, oversight coordination, collaboration

Sumber data: Institute of Internal Auditor, 2020

Mendasar pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan lembaga
pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melaksanakan
pembinaan dan pengawasan secara eflisien dan efektif serta koordinatif. Peran
auditor internal sebagai quality assurance sangat penting dalam membantu
komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan harapan APIP dapat mengawal
dan memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam menangani
pandemi Covid-19 di Indonesia. Maka dengan demikin APIP Inspektorat
diharapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan

efisien.
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, dalam Pasal 11 mengamanatkan

perwujudan peran APIP yang efektif yaitu:

memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah;

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan ini maka
menegaskan pentingnya penyesuaian
program kerja pengawasan APIP
dalam hal penanganan pandemi.
Banyak tantangan baru dalam
pengawasan ini. Mulai dari
memahami seluk beluk penanganan
hingga batasan bagi APIP untuk
terjun langsung ke lapangan karena
adanya physical distancing dan
penegakan protokol kesehatan.
Perubahan program kerja
pengawasan ini dalam rangka
mengawal efektivitas dan
akuntabilitas keuangan dalam
penanganan pandemi.

nspektorat selaku APIP Pemerintah
Daerah, diharapkan eksistensinya
dalam meningkatkan kinerja
pengawasan dan pengawalan
penanganan covid-19 baik melalui
audit, reviu, evaluasi,
pendampingan, asistensi dan

koordinasi. Sinergisitas dengan
perangkat daerah dan instansi lain
juga sangat diperlukan dalam rangka
percepatan penanganan Covid-19.
Fokus pengawasan dalam masa
pandemi Covid-19 adalah
penanganan kesehatan, penanganan
dampak ekonomi dan penyediaan
jaring pengamanan sosial/social safety

net.

v
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Pengawasan ini dilakukan terhadap dana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) yang berasal dari Dana Transfer, Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Keistimewaan,
serta Dana Sumbangan. APIP sebagai salah satu Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 dalam hal pengawasan dan pengendalian
melaksanakan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap Dana-dana
yang digunakan dalam penanganan covid-19. Beberapa cara dilakukan
sejak dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban. Inspektorat DIY selaku APIP melaksanakan
pengawalan atas dana-dana yang digunakan untuk penanganan Covid-
19. Inspektorat DIY tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) sehingga dalam setiap kegiatan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan
penuh tanggungjawab. APIP melaksanakan pengawalan dengan
mengikuti berbagai kegiatan :

- mengikuti pelaksanaan rapat kaitannya dengan rencana
kebutuhan pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga;

+ melaksanakan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan
refocusing kegiatan dalam kerangka penanganan covid-19;

» melaksanakan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan
pengelolaan dana BTT.

 melaporkan kegiatan pengawasan kaitannya dengan
penanganan covid-19 secara rutin ke Kemendagri;
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Betapa Lucunya Kesadaran Kami

(Suka duka menggelikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
melewati masa awal Pandemi Covid 19
di Inspektorat Kabupaten Pohuwato)

Oleh
Yulyan lbura, S.Sos., M.Si.

Auditor Madya | Inspektorat Kabupaten Pohuwato
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Siapa yang bisa menduga apa dan bagaimana Pandemi

Covid-19 secara pasti pada masa-masa awal kemunculannya
yang langsung viral dengan rating tertinggi untuk jangka

waktu yang tidak terkira.

Dia muncul mendadak dan bahkan
lebih cepat dan lebih menakutkan
daripada hantu. Semua orang
ketakutan, khawatir, bingung, dan
cemas terhadap apa yang sedang
dihadapi beserta segala resiko yang
menyertainya. Pemberitaannya yang
gencar dan juga simpang siur pada
berbagai media sosial semakin
melengkapi ancamannya.
Mencekam!

Secara manusiawi ketakutan kami
mendidih, Bagaimana menjalankan
tugas-tugas pengawasan sebagai
Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) sambil
menghadapi kepungan ancaman dan
tantangan terhadap kehidupan
sehari-hari sebagai individu, anggota

keluarga, dan masyarakat. Seiring
dengan keadaan yang nyaris tidak
menyisakan harapan itu, kebijakan
pemerintah yang tidak kalah
cepatnya segera menimpali keadaan.
Berbagai istilah dan akronim baru
bermunculan memenuhi setiap
narasi yang berjubel pada berbagai
media informasi dan komunikasi.
Beruntunglah kami sebagai Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP) yang telah tertempa
menghafal dan memahami berbagai
istilah dan akronim dalam

pelaksanaan tugas.
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Peta Administrasi
Kabupaten Pohuwato
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Dengan luas wilayah 4.244,31 km2 yang membentang Utara-Selatan, terdiri
atas 13 kecamatan yang mewadahi 3 kelurahan dan 101 desa (sebagaimana
tergambar pada Peta Administrasi Kabupaten Pohuwato di atas), membutuhkan
waktu tempuh yang cukup lama untuk menjangkau setiap titik aktivitas
perkantoran yang menjadi obyek pemeriksaan. Hal ini merupakan tantangan
tersendiri dengan kondisi SDM yang terbatas pada APIP Kabupaten Pohuwato,
seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel Kondisi APIP Kabupaten Pohuwato

1  Inspektur 1 Orang
2 Sekretaris 1 Orang
3 Kepala Sub Bagian 2 Orang
4  Inspektur Pembantu 3 Orang
5  Pejabat Fungsional Auditor 14 Orang
6 PPUPD 13 Orang
7  Staf 8 Orang
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Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2021 (PKPT) Nomor
700/SK/ITDA/17/X11/2020, jumlah obyek pemeriksaan sebagai berikut :

. Obyek Pemeriksaan Jumlah Jenis Kegiatan

1  Perangkat Daerah 44 Kegiatan
2 Kantor Camat 13 3 Kegiatan
3  Sekolah SD & SMP 137 3 Kegiatan
4  Desa 101 5 Kegiatan

Dalam situasi yang mencekam itu, Bupati Pohuwato menerbitkan Surat Edaran
Bupati Pohuwato Nomor 202/Sed/BKPP/808/I11/ tanggal 13 Maret 2020
tentang sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran
Covid-19 dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato. Substansi
dari surat edaran Bupati ini adalah pemberlakuan Work From Home (WFH) atau
Bekerja dari Rumah dan Work From Office (WFO) atau Bekerja dari Kantor. Surat
edaran Bupati tersebut merupakan angin segar yang mencairkan suasana
mencekam yang menerpa. Kami pun beradaptasi dengan pola kerja baru; Work
From Home (WFH) dan Work From Officce (WFO) yang dilakukan secara
bergantian.

Setelah pola kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) berjalan
beberapa waktu, dilaksanakan swab kolektif pada masing-masing instansi di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Ternyata di Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Pohuwato terdapat empat
orang yang dinyatakan positif terpapar Covid-19. Kondisi itu membuat suasana
semakin mencekam. Semua aparat dalam kantor saling mencurigai dan saling
mengawasi apabila ada yang melakukan kegiatan atau bepergian ke tempat lain
yang memiliki risiko tertular Covid-19. Semua aparat di kantor saling menjaga
dan membatasi diri bekerja di ruang kerja masing-masing.

Seburuk apapun keadaan, kebiasaan mengelola risiko dan menjaga tata Kelola
memantik kesadaran diri (self-awareness) kami untuk bisa tetap bertahan dan
tetap bertugas sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan protokol kesehatan yang
berlaku. Dari kesadaran diri (self-awareness) seperti itulah yang mulai
menyalakan kembali kesadaran sosial (social awareness) untuk memastikan bahwa
kami tetap hidup dan tetap bisa bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
(TUPOKSI) yang diemban dengan semangat yang lebih baik daripada masa-
masa sebelum pandemi Covid-19. Kami mulai semakin lebih peduli dan lebih
kompak menjalankan tugas sambil saling memastikan keselamatan jiwa
masing-masing meski terkadang sedikit berlebihan hingga menjadi lucu dan
menggelikan.
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Bila dirunut kasus kelucuan yang menggelikan dalam melaksanakan Tugas
Pokok dan Fungsi tersebut, antara lain tergambarkan pada adanya Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang menyetrika dokumen milik obyek
pemeriksaan, dengan asumsi virus Covid-19 yang mungkin melekat dan
terbawa pada dokumen tersebut bisa mati. Contoh lain, apabila ada aparat yang
baru saja melakukan perjalanan ke luar daerah atau menghadiri acara
keramaian, maka interaksi dengan aparat yang bersangkutan akan dihindari,
sambil berusaha mencari informasi apakah ada gejala terjangkit virus Covid-19
atau tidak. Setelah masa 14 hari terlampaui dan yang bersangkutan terbukti
tidak terjangkit, baru dianggap aman dan tidak dicurigai lagi.

Untuk lebih menjaga dan memastikan keamanan dan kenyamanan bekerja di
kantor, dilakukan juga penyemprotan disinfektan oleh petugas kesehatan yang
didatangkan khusus untuk itu. Nyaris tak ada ruang yang tersisa luput dari
serangan semprotannya.

i

Sumber: Dokumen Kantor Inspektorat Pohuwato

Pada masa awal pandemi Covid-19, bertepatan dengan jadwal pemeriksaan
rutin terhadap desa. Melihat kondisi desa yang masih kesulitan membuat soft
copy dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), maka desa yang menjadi
sampel pemeriksaan berdasarkan PKPT Berbasis Risiko tahun 2021, diizinkan
mengantar langsung dokumen ke Kantor Inspektorat Pohuwato.
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Aparat Desa membongkar dokumen untuk
disemprot disinfektan dan dijemur di halaman
Kantor Inspektorat Pohuwato lalu diserahkan
kepada APIP - Pohuwato.

Sumber: Dokumen Kantor Inspektorat Pohuwato

Setelah tiba di Kantor Inspektorat Pohuwato, Aparat Desa membongkar
dokumennya untuk disemprot disinfektan dan dijemur di halaman kantor.
Setelah dokumen kering dan dianggap steril, dokumen tersebut diserahkan
kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) - Pohuwato untuk
selanjutnya diperiksa sesuai dengan prosedur.

Aparat Desa menyerahkan dokumen kepada APIP
- Pohuwato setelah disemprot
disinfektan dan dijemur.

Sumber: Dokumen Kantor Inspektorat Pohuwato
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Selanjutnya setelah petugas kesehatan bekerja dan berhasil memastikan

keamanan dan kenyamanan bekerja di kantor, Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) pun siap bekerja dengan perasaan yang relatif lega dan

tenang.

Petugas Kesehatan dan APIP - Pohuwato
merasa lega dan siap bekerja dengan tenang
setelah penyemprotan disinfektan

dalam kantor.

Setelah dokumen diperiksa sesuai
dengan prosedur, Observasi atau
pengecekan fisik dilakukan melalui
video call dengan aparat desa dan
pihak-pihak terkait. Hasil
pemeriksaan disampaikan melalui
Pokok-Pokok hasil pemeriksaan
(P2HP) untuk diminta tanggapan
atas kesepakatan hasil pemeriksaan
yang dituangkan dalam berita acara
hasil pemeriksaan.

Persoalan lucu yang mengemuka
lainnya adalah masih banyaknya
Aparat Sipil Negara (ASN) yang
menolak divaksin. Alasannya ada-
ada saja. Ada yang karena takut dan
ada pula yang mengaitkannya
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Sumber: Dokumen Kantor Inspektorat Pohuwato

dengan kepercayaan agama. Padahal
kedua alasan tersebut telah lama
dirontokkan oleh realitas bahwa
sejak tahun 1798 metode vaksin
untuk memusnahkan virus (cacar),
telah dikembangkan oleh Edward
Jenner mengawali sejarah vaksinasi
dalam dunia medis di seluruh dunia.
Demikian pula untuk mengatasi
berbagai virus penyakit lainnya,
telah lama diterapkan berbagai
vaksinasi seperti vaksinasi polio,
vaksinasi tuberkulosis (BCG) dan
vaksinasi influenza dengan tingkat
keberhasilan yang berbeda-beda dan
tentu saja dengan kualitas yang
selalu ditingkatkan sesuai

perkembangan dan hasil riset
mutakhir.

Vaksinasi merupakan upaya manusia
untuk mencegah tertular dari
berbagai virus penyakit termasuk
Covid-19. Bahwa adagium
‘mencegah lebih baik daripada
mengobati’, telah menjadi
pengetahuan dan kepercayaan
umum yang dianut oleh seluruh
manusia modern pada berbagai
bangsa di dunia. Lebih dari itu,
segala upaya untuk menjaga diri dan
keluarga bagi setiap individu dalam
masyarakat tentu telah mendapat
penekanan dari berbagai agama yang
ada.

Adanya Aparat Sipil Negara (ASN)
yang menolak divaksin menjadi
masalah tersendiri, karena yang
bersangkutan bisa saja menjadi
faktor yang membuat aparat atau
pihak lainnya bisa tertular. Lebih
dari itu, Aparat Sipil Negara (ASN)
yang menolak divaksin bisa menjadi
preseden buruk bagi pemerintah
yang sedang menggencarkan
program vaksinasi kepada seluruh
lapisan masyarakat.

Beruntunglah kemudian Bupati
Pohuwato sebagaimana jajaran
pemerintahan di atasnya,
menerbitkan surat edaran nomor:
800/PEM-BPBD/2021 tentang
pelaksanaan vaksinasi dalam rangka
penanggulangan pandemi Covid-19
di Kabupaten Pohuwato, yang antara
lain menekankan bahwa pimpinan
perangkat daerah dan camat

mempersyaratkan bukti telah
divaksinasi Covid-19 kepada ASN
dalam pengurusan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat,
penerimaan tambahan penghasilan
(TPP), penerimaan penghasilan
tetap kepala desa dan aparat desa,
penerimaan tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan
honorarium bagi tenaga honorer,
sopir, cleaning service dan tenaga
kontrak pada akhir September yang
lalu. Akibatnya, antrian vaksinasi
pun di mana-mana menjadi panjang
dan animo masyarakat pun terpicu
untuk segera mendaftarkan diri guna
mendapatkan layanan vaksinasi.

Melihat fenomena vaksinasi yang
membludak ini, seorang Tukang
Bentor (sarana transportasi lokal)
yang mengantar penumpangnya ke
lokasi vaksinasi, tiba-tiba berceloteh;
‘semoga ini bukan pertanda bahwa
pengaruh materi ternyata masih
lebih kuat daripada apa yang disebut
kepercayaan atau keimanan dalam
dunia agama’.

Sekarang pandemi Covid-19 masih
ada. Mereka telah berhasil merubah
ketakutan kami menjadi
kewaspadaan, melengkapi simpati
kami dengan empati. Covid-19 pun
telah memberi kami peluang dan
ruang belajar dan beradaptasi, agar
selalu rajin cuci tangan tanpa
melupakan cuci kaki yang telah
dipelajari sejak kecil, serta bersabar
menunggunya menjadi jinak hingga
tak berdaya!
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Pemetaan Risiko Pemberian
Fasilitas Kepabeanan
Pada Importasi Vaksin Covid 19

Oleh
Mujiastono, S.E., M.Ak, AAP A., AAP B., CRMO
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Peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) semakin lama
semakin strategis dan bergerak
mengikuti kebutuhan zaman. APIP
diharapkan menjadi agen perubahan
yang dapat menciptakan nilai
tambah pada produk atau layanan
instansi pemerintah. APIP sebagai
pengawas intern pemerintah
merupakan salah satu unsur
manajemen pemerintah yang
penting dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good
governance) yang mengarah pada
pemerintahan/birokrasi yang bersih
(clean government) termasuk mengawal
akuntabilitas di masa pandemi covid-

19.

Di Indonesia dampak Pandemi
COVID-19 terus menunjukkan

peningkatan dari waktu ke waktu
dan telah menimbulkan korban jiwa,
serta kerugian material yang
semakin besar, sehingga
berimplikasi pada aspek sosial,
ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat. Disamping itu dampak
ke Perekonomian Negara sangat
signifikan diantaranya perlambatan
pertumbuhan ekonomi nasional,
penurunan penerimaan negara, dan
peningkatan belanja negara dan
pembiayaan. Tidak hanya itu,
Pandemi COVID-19 juga berdampak
pada memburuknya sistem
keuangan yang ditunjukkan dengan
penurunan berbagai aktivitas
ekonomi domestik (Asmara Dewi,

2021).
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Dengan semua implikasi/dampak
dari Pandemi COVID-19 tersebut,
maka negara dalam hal ini
Pemerintah perlu untuk segera dan
mendesak melakukan berbagai
upaya untuk melakukan
penyelamatan kesehatan dan
perekonomian nasional, dengan
fokus pada belanja untuk kesehatan,
jaring pengaman sosial (social safety
net), serta pemulihan perekonomian
termasuk untuk dunia usaha dan
masyarakat yang terdampak serta
yang berpotensi mengganggu
ketahanan dan stabilitas sektor
keuangan serta perekonomian
negara. Hal inilah yang menjadi
latar belakang terbitnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun tahun 2020
sebagai payung hukum, yang
kemudian ditetapkan dan disetujui

-
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oleh DPR menjadi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Asmara
Dewi, 2021).

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus
Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19, New Normal adalah
perubahan perilaku/penyesuaian
pola hidup agar tetap dapat
menjalankan aktivitas dengan
menerapkan protokol kesehatan
untuk mencegah penularan COVID-
19 diantaranya seperti: pembatasan

aktivitas sosial, penggunaan masker

yang masif/wajib, dan perubahan
pola kerja menjadi work from home.
Namun penerapan pola hidup New
Normal saja dipandang tidak cukup.
Menurut Firma Konsultan
Manajemen Mckinsey, disamping
transisi ke bentuk normal yang
disebut dengan New Normal, perlu
dibentuk kekebalan kelompok (herd
immunity).  Pada prinsipnya herd
immunity dimaknai sebagai ambang
batas dari kekebalan tubuh banyak
orang yang dapat menurunkan
jumlah kejadian infeksi dengan
sendirinya, yang dapat
dicapai/diperoleh melalui tindakan

vaksinasi. Ketika jumlah masyarakat
yang divaksinasi telah mencapai
proporsi tertentu dari suatu populasi,
maka peluang terjadinya infeksi di
populasi tersebut akan menurun.
Hal ini sejalan dengan
pandangan/pendapat dari PBB
melalui WHO, sehingga negara-
negara di dunia dan lembaga-
lembaga internasional kemudian
berfokus untuk menemukan vaksin
untuk COVID-19, membuatnya, dan
memperbanyaknya hingga dapat
didistribusikan keseluruh negara-
negara yang terdampak Pandemi
COVID-19 (Asmara Dewi, 2021).

Dalam setiap pelaksanaan program-program Pemerintah hal yang tidak boleh

dilupakan adalah terkait instrumen hukum yakni berupa peraturan

perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan

termasuk untuk Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

COVID-19.
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Tujuan

Pemerintah menyiapkan beberapa instrumen hukum sebagai landasan hukum
namun yang akan diulas dan dibahas lebih lanjut adalah mengenai penyiapan

dan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang sudah
... . . Berdasarkan pada permasalahan yang telah
direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan . A
. dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini
aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 . . .

bertujuan untuk mendesain model Risk Control

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka

Matri tepat tuk lak k
Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Pein%iri};;ngFas(ielpi :las uI?euabe:;Zr? flzrrlljatzz
Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka P

Cukai Serta Perpajakan atas I P d
Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Asmara Dewi, 2021). ual erta Ferpajakan atas fmpor fehgadaan

Vaksin Dalam Rangka Penanganan Covid-19

Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ditetapkan jangka waktu agar mampu memberikan nilai tambah pada
pengadaan Vaksin COVID-19 dilakukan untuk tahun 2020 sampai dengan proses bisnis DJBC.
tahun 2022 dan dapat diperpanjang bila diperlukan. Ruang lingkup

substansi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 meliputi:
Landasan

Teori

Pengadaan Vaksin COVID-19
Menurut Kloman (2000), kata "risk" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa
Italia kuno yaitu "riscare”. Risiko mempunyai definisi yang begitu beragam
dengan begitu banyak pengertian dan interpretasi, tergantung dari cara orang
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 0.4 g .
memandangnya. Risiko dapat dipandang sebagai:
Ruang
Lingkup

Peraturan

. Sesuatu yang merugikan
% terjadi (risk of loss)

Pendanaan Pengadaan Vaksin COVID-19
dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

b Suatu ketidakpastian (risk of
volatility)

Dukungan Dan Fasilitas Kementerian,

lembaga, dan Pemerintah Daerah Sesuatu yang menguntungkan

¢. tidak terjadi (risk of lost
opportunity).

Sumber: anggaran.kemenkeu.go.id

Risiko merupakan konsep
Dari sekian ruang lingkup tersebut, penulis akan fokus menjelaskan yang digunakan oleh

pengawasan Itjen Kemenkeu atas dukungan fasilitas kementerian keuangan auditor dan manajemen
yang dilaksanakan oleh DJBC yaitu pemberian fasilitas kepabeanan berupa untuk menyatakan
pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas importasi vaksin perhatian mereka tentang
dengan diterbitkannya peraturan PMK 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian dampak yang mungkin
Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Pengadaan terjadi atas lingkungan
Vaksin Dalam Rangka Penanganan Covid-19. yang penuh dengan
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ketidakpastian. Setiap peristiwa yang
terjadi dapat mempunyai dampak
yang material atau konsekuensi yang
signifikan bagi organisasi dan tujuan
organisasi. Akibat yang bersifat
negatif disebut dengan risiko (risk)
dan akibat yang bersifat positif
disebut dengan kesempatan

(opportunities). Identifikasi risiko
adalah proses menetapkan kejadian,
penyebab, maupun dampak risiko
yang berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran organisasi
(Lampiran KM K -
577/KMK.01/2019).

Tujuan merupakan tahapan yang sangat kritikal dalam proses manajemen

risiko yaitu merekam semua risiko baik yang sudah maupun belum

dikendalikan melalui pengendalian intern. Proses yang dilakukan dalam

tahap identifikasi risiko adalah:

H Menginventarisasi data kejadian/peristiwa komprehensif yang

mempengaruhi organisasi;

E Menentukan sumber-sumber risiko, antara lain hubungan bisnis dan

hukum, lingkungan ekonomi, perilaku manusia, kejadian alam,

lingkungan politik, isu teknologi, aktivitas manajemen dan aktivitas

individu;

Menentukan area yang terkena pengaruh risiko, antara lain aset dan

sumber daya, pendapatan, biaya, pegawai, masyarakat, kinerja, waktu

dan jadual aktivitas, lingkungan;

E Menentukan penyebab dan skenario risiko. MED

Potensi bahaya yang ditemukan pada
tahap identifikasi bahaya akan
dilakukan penilaian risiko guna
menentukan tingkat risiko (risk rating)
dari bahaya tersebut. Penilaian
risiko dilakukan dengan
berpedoman pada skala Australian
Standard/ New Zealand Standard for Risk
Management (AS/NZS 4360:2004, [4]).
Ada 2 parameter yang digunakan
dalam penilaian risiko, yaitu
probability dan severity.
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Skala penilaian risiko dan keterangannya

yang digunakan
sebagai berikut:

dapat dilihat tabel

Tabel 1. Skala “probability” pada standar AS/INZS 4360  Tabel 2. Skala “severity” pada standar AS/NZS 4360

Tingkat Deskripsi Keterangan Tingkat  Deskripsi Keterangan
) Wimost Certain ~ Dapat terjadi setiap saat 1 Insignificant Tidak terjadi cedera.
4 Likely Sering terjadi kerugian finansial sedildt
3 Posibble Dapat terjadi sekali-sekali 2 Minor Cedera ringan, kerugian
2 Unlikely Jarang terjadi finansial sedikit
1 Rare Hampir tidak pernah, 3 Moderate Cedera sedang. perlu
sangat jarang terjadi penanganan medis,
kerugian finansial besar
4 Major Cedera berat = 1 orang,
kerugian besar, gangguan
produksi
b Catastrophic Fatal = 1 orang. kerugian

sangat besar dan dampak
sangat luas, terhentinya
seluruh kegiatan

Tabel 3. Skala “risk matrix” pada standar AS/NZS 4360

Freluensi

Dampak Risiho

Risiko 3

= b3 L0 R TN

4

Tabel 4. Matriks Analisis Risiko Kementerian Keuangan

Aatribha Analins Rizsibo 1

Leval Dampnk

(]
L

Lyx%

Tidak

Level Kemmuzkinan

e Hampir Fmn
Terjnedi
Sering
Tarjad
Kadang
Terjadi
Jarsmg
Tarjudi
Hampir

Tidak terjadi
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Hasil dari risk assessment akan dijadikan dasar untuk melakukan risk control. Risk Berdasarkan skema tersebut,
control bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko dari suatu potensi penelitian dilakukan melalui tiga
bahaya yang ada. Bahaya yang masuk dalam kategori moderate risk, high risk dan tahapan yaitu:

extreme risk akan ditindaklanjuti dengan risk control. Pengendalian risiko
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. » Mengidentifikasi aktivitas-
aktivitas dan risiko-risiko yang
dihadapi dengan menelaah
peraturan-peraturan terkait

Matriks Risiko dan Pengendalian, berupa pemetaan risiko dan . e .
pemberian fasilitas importasi

pengendalian yang ada pada proses signifikan atas suatu proses bisnis. vaksin:

Tujuan penyusunan RCM untuk memastikan bahwa risiko pada setiap
Hasil identifikasi di tahap

pertama menjadi data untuk

proses signifikan telah diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi dengan
pengendalian yang memadai. Kemudian manfaat penyusunan RCM

adalah: menghasilkan model matriks

prioritas aktivitas di tahap kedua;

» Meningkatkan pemahaman akan proses signifikan yang ada, Melakukan wawancara dan

beserta aplikasi dan infrastruktur yang mendukung; konfirmasi kepada pihak-pihak

yang menjalankan aktivitas

e Meningkatkan pemahaman akan risiko dan pengendalian yang pemberian fasilitas importasi

ada di dalam tiap proses signifikan vaksin dari setiap risiko;

» Pelaksanaan audit yang lebih efektif dan efisien « Melakukan observasi dan analisis

data

Metode

Penelitian

Hasil

dan Pembahasan

1. Identifikasi aktifitas
Berdasarkan hasil pengujian melalui pendalaman

9. Identifikasi risiko dan peraturan PMK 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian
penilaian aktivitas Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan
atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka
b. mc- Penanganan Covid-19, wawancara, observasi dan
analisis data ditentukan 13 risiko tertinggi kegiatan
Analisis Analisis Pepel.ltuan. I.natris pemberian fasilitas kepabeanan atas importasi vaksin
dampak kecenderungan prml:lt{:isvli'glsko & dengan urutan sebagai berikut:

)
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Risk level
after control

Risk level
after control

RO1 Norma hukum yang rapat pembahasan Sangat 2. pejabat bea dan cukai
dituangkan tidak sesuai penyusunan RPMK Rendah hemberikan
dengan UU Kepabeanan dengan unit—.unit terkait persetujuan pengeluaran
geng§n b111kt1 'U;dangan barang atau penolakan
an Notulensi Rapat
. RO4 Jumlah dan Jenis 1. Penelitian dokumen Sangat
RO02 Norma hukum yang 1. Penelitian oleh Sangat 5 barang tidak sesuai oleh PFPD. Rendah
dituangkan tidak sesuai Kepala Kantor Bea dan Rendah dokumen ] }
dengan UU Cukai pemberitahuan 2. Pejabat bea dan.cukal
ey 2. Surat Permohonan di me?lakukan pemeriksaan
tidak memenuhi . . fisik dan berlaku semua
persyaratan pembebasan s;an (11?; dlll{lpload B ketentuan yang
12 TS I J§$eralll§e;0;:; Cukai e mr
disetujui A - barang larangan dan
atau Sistem Indonesia pembatasan
National Single Window
atau softcopy
3. rincian jumlah dan RO05 Jaminan tidak sebesar Penelitian dokumen Sangat
Jenis barang yang BM dan PDRI oleh PFPD. Rendah
dimintakan fasilitas
kepabeanan
R06 Denda administrasi a. monitoring dan Sangat
4, izin dari instansi belum dikenakan evaluasi terhadap Rendah
teknis t(.erkait, dalam hal kepada importir pemberian fasilitas
barang impor kepabeanan dan/ atau
inerupaka(rll bjll‘atl‘lg cukai serta perpajakan;
arangan dan/ atau
pembatasan. Zan/ atalfk
4, fotokopi Nomor se;vf/):lr(rtlz:v:lzfs "
Induk Berusaha (NIB)
atau NPWP
5. surat penugasan atau RO7 Importir yang a. Moni.toring dan Sangat
penunjukan dari me‘n.yalahgur.lakan evaluam. terha(.i:?p Rendah
Kementerian fasilitas masih pemberian fasilitas
Kesehatan: melaksanakan importasi kellza!c)eanan dan/ atau
cukai
6. rekomendasi untuk .
. e b. Pemeriksaaan
dapat diberikan fasilitas
kepabeanan dan/ atau s
cukai serta perpajakan c. Pemblokiran akses
dari Kementerian kepabeanan selama satu
Kesehatan. tahun
I.mengajukan
RS f:rilpg: llgifl?mBeirang ngr;EZ? Ezzrzl;{rfpci(rai Sedang H R0O8  Importasi dilakukan Penelitian Dokumen Sangat
setelah masa tanggap SKMK Rendah

Pemberitahuan yang
lengkap
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yang wajib dilampiri
dengan dokumen
pelengkap pabean dan
jaminan.

darurat yang
diumumkan oleh BNPB
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Risk level
after control

Dokumen PIB
terlambat diserahkan
sesuai batas waktu
ketentuan Rush Hundling

a. Monitoring dan Sangat
evaluasi terhadap Rendah
pemberian

fasilitas kepabeanan
dan/ atau cukai

b. Pemeriksaaan
sewaktu-waktu

c. Pemblokiran akses
kepabeanan selama satu
tahun

Menurut tabel tersebut dapat dijelaskan

masing-masing risiko sebagai berikut:

Norma hukum yang dituangkan tidak sesuai dengan UU

Kepabeanan. Risiko ini memiliki skoring 5 (sangat rendah) dengan

penjelasan bahwa telah dilaksanakannya rapat pembahasan penyusunan

RPMK dengan unit-unit terkait. Atribut pengendalian berupa undangan
Rapat, Daftar Hadir dan Notulensi Rapat. Berdasarkan bukti-bukti
pengendalian yang ada, level kemungkinan ditentukan pada level
hampir tidak terjadi (skala 1) dan level dampak moderat (skala 3);

Permohonan tidak memenuhi persyaratan pembebasan bea masuk

namun disetujui (R 02). Risiko ini memiliki skoring 5 (sangat rendah)

dengan pengendalian yang ada berupa Penelitian oleh Kepala Kantor

Bea dan Cukai dengan atribut pengendalian berupa Surat Permohonan

di scan dan diupload pada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau

Sistem Indonesia National Single Window atau softcopy, rincian jumlah dan

Jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan, izin dari instansi

teknis terkait, dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/
atau pembatasan, fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau NPWP,
surat penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan;

rekomendasi untuk dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai

serta perpajakan dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan bukti-bukti

pengendalian yang ada, level kemungkinan ditentukan pada level

kadang terjadi (skala 3) dan level dampak moderat (skala 3);
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Pengeluaran Barang tanpa Dokumen Pemberitahuan yang
lengkap (R03). Risiko ini memiliki skoring 14 (sedang) dengan
penjelasan bahwa terdapat pengendalian berupa adanya pengecekan dan
penelitian oleh pejabat bea dan cukai atas dokumen pemberitahuan dan
dokumen pelengkapnya dengan atribut berupa Jaminan, PIB, AWB,
Invoice.

Jumlah dan Jenis barang tidak sesuai dokumen pemberitahuan
(R04). Risiko ini memiliki skoring 5 (sangat rendah) dengan
pengendalian yang ada berupa Penelitian dokumen oleh PFPD dan
pemeriksaan fisik oleh Pejabat bea dan cukai. Atribut pengendalian
adalah laporan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
Berdasarkan bukti-bukti pengendalian yang ada, level kemungkinan
ditentukan pada level kadang terjadi (skala 3) dan level dampak moderat
(skala 3).

Jaminan tidak sebesar BM dan PDRI (R05). Risiko ini memiliki
skoring 5 (sangat rendah) dengan pengendalian yang ada berupa
Penelitian dokumen oleh PFPD. Atribut pengendalian adalah laporan
hasil penelitian dokumen. Berdasarkan bukti-bukti pengendalian yang
ada, level kemungkinan ditentukan pada level kadang terjadi (skala 3)
dan level dampak moderat (skala 3).

Denda administrasi belum dikenakan kepada importir (R06).
Risiko ini memiliki skoring 5 (sangat rendah) dengan pengendalian yang
ada berupa monitoring dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas
kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan; dan/ atau pemeriksaaan
sewaktu-waktu oleh Petugas Bea Cukai. Atribut pengendalian adalah
laporan hasil monitoring dan pemeriksaan sewaktu-waktu. Berdasarkan
bukti-bukti pengendalian yang ada, level kemungkinan ditentukan pada
level kadang terjadi (skala 3) dan level dampak moderat (skala 3).

Importir yang menyalahgunakan fasilitas masih melaksanakan
importasi (R07). Risiko ini memiliki skoring 5 (sangat rendah) dengan
pengendalian yang ada berupa monitoring dan evaluasi terhadap
pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan; dan/
atau pemeriksaaan sewaktu-waktu oleh Petugas Bea Cukai. Atribut
pengendalian adalah laporan hasil monitoring dan pemeriksaan
sewaktu-waktu. Berdasarkan bukti-bukti pengendalian yang ada, level
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kemungkinan ditentukan pada level kadang terjadi (skala 3) dan level
dampak moderat (skala 3).

E Importasi dilakukan setelah masa tanggap darurat yang
diumumkan oleh BNPB (R08). Risiko ini memiliki skoring 5 (sangat
rendah) dengan pengendalian yang ada berupa penelitian dokumen
SKMK Importasi vaksin oleh Petugas BC. Atribut pengendalian adalah
dokumen SKMK. Berdasarkan bukti-bukti pengendalian yang ada, level
kemungkinan ditentukan pada level kadang terjadi (skala 3) dan level
dampak moderat (skala 3).

n Dokumen PIB terlambat diserahkan sesuai batas waktu ketentuan
Rush Handling (R09). Risiko ini memiliki skoring 5 (sangat rendah)
dengan pengendalian yang ada berupa monitoring dan evaluasi terhadap
pemberian fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan,
pemeriksaaan sewaktu-waktu oleh Petugas Bea Cukai. Atribut
pengendalian adalah laporan hasil monitoring dan pemeriksaan
sewaktu-waktu dan pemblokiran akses kepabeanan selama satu tahun.
Berdasarkan bukti-bukti pengendalian yang ada, level kemungkinan
ditentukan pada level kadang terjadi (skala 3) dan level dampak moderat
(skala 3).

Kesimpulan
dan Saran

Penelitian ini murni untuk pengetahuan dan tidak tujukan sebagai nasihat
profesional maupun mendiskreditkan lembaga pemerintah manapun. Dari
hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Model/design
penilaian risiko dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengukur tingkat
risiko berdasarkan Dampak (impact) dan Kecenderungan (likelihood) yang
dijabarkan dalam suatu matriks risiko, untuk menggambarkan tingkat risiko
pada proses bisnis Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta
Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Covid-
19.

Dari hasil matrik tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Model/design
penilaian risiko dalam dilaksanakan dengan mengukur tingkat risiko
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berdasarkan Dampak (impact) dan Kecenderungan (likelihood) yang dijabarkan
dalam suatu matriks risiko sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di lingkungan
Kementerian Keuangan, untuk menggambarkan tingkat risiko dibuat
berdasarkan risiko per jenis aktivitas pada kegiatan pemberian fasilitas
kepabeanan dan PDRI pada importasi Vaksin. Hasil penilaian risiko
berdasarkan risiko aktivitas dapat diketahui risiko tertinggi adalah Pengeluaran
Barang tanpa Dokumen Pemberitahuan yang lengkap (R03). Risiko ini
memiliki level risiko sedang, karena selama ini proses pengawasan
menggunakan rush handling masih sering tidak sesuai ketentuan

Dari hasil kesimpulan dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

e Unit terkait dapat mendukung penyempurnaan penerapan Risk

Assessment dalam pelaksanaan perbaikan proses bisnis;

Pelaksanaan pemetaan risiko tidak harus dilakukan secara menyeluruh
tetapi dilakukan secara skala prioritas berdasarkan tingkat risiko dari
masing-masing kegiatan;

Untuk peneliti selanjutnya, melakukan pengujian kembali atas model
dan instrumen-instrumen yang digunakan, karena model yang
diajukan masih relatif baru;

Penelitian terhadap existing control untuk menemukan mitigasi
terbaik atas risiko yang ada.

ot s e s e D
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Pengawasan Pengadaan Barang Dan Jasa
Berbasis Manajemen Risiko Dengan
Bantuan Teknologi Dalam

Pemulihan Ekonomi Nasional
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METODOLOGI
AUDIT
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Marwoto, SE, Ak., MM, CA., CPA
Inspektur Pembantu Wilayah IV | Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
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Sejak pademi Covid-19 awal 2020,
pemerintah Indonesia memberlakukan
kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Pembatasan tersebut membawa pengaruh
sektor ekonomi. Kegiatan masyarakat
dibatasi yang berdampak pada perputaran
ekonomi berhenti. Pemerintah turun tangan
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah
nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi

Ancaman yang Membahayakam

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional, dan diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2020.

Program Pemulihan ekonomi ini bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha yang
terdampak pandemi Covid-19. Bentuk kegiatannya adalah pengadaan barang
dan jasa yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi.

Keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh
proses pengadaan barang dan jasa. Yaitu dalam hal ; Pertama, penetapan
penyedia barang yang usahanya terpengaruh Covid-19; Kedua, penetapan
ketepatan jenis barang yang diperlukan dalam pemulihan kegiatan ekonomi;
dan Ketiga, penetapan penerima manfaat atas pengadaan barang pemerintah

Isu strategis terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam rangka
penanganan dampak Covid-19 adalah tingginya risiko terjadinya kecurangan
(fraud), dan juga terkait dengan tidak efektifnya pengadaan barang dan jasa
dalam menunjang tujuan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat risiko
auditor tertular Covid-19 pada saat menjalankan penugasan.

Dengan adanya program dan kegiatan tersebut, Inspektorat mempunyai tugas
untuk mengawal agar proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara
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ekonomis, efisien dan bebas dari fraud. Dan memberi jaminan bahwa kegiatan
pengadaan barang dan jasa berdampak pada pemulihan ekonomi. Oleh karena
itu, Inspektorat perlu merumuskan kebijakan pengawasan yang tepat dalam
pengawasan pemulihan ekonomi. Dan menetapkan strategi untuk memberikan
jaminan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa telah mendukung
pencapaian tujuan pemulihan ekonomi nasional. Serta melindungi auditor dari
penularan Covid-19 saat melaksanakan pengawasan. Sumber daya manusia di
Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sangat terbatas. Untuk mengawasi seluruh
kegiatan tentu tidak mampu dan tidak efektif. Inspektorat Kabupaten
Banyuwangi mendorong agar pemilik risiko program dan kegiatan mampu
mengelola risiko dengan baik, dan mampu mengendalikan risiko secara efektif
sampai dengan tingkat yang bisa diterima.

Pada tahap awal Inspektorat memastikan bahwa budaya sadar risiko telah
terbangun. Berikutnya memastikan bahwa tahapan proses manajemen risiko
telah dilaksanakan, melalui kegiatan asistensi, pendampingan, monitoring,
dan evaluasi. Dan yang terakhir memastikan bahwa proses pengendalian atas
risiko telah efektif, melalui evaluasi dan audit. Proses pengawasan tersebut
dikenal dengan Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Risiko.

Tujuan penulisan artikel ini adalah memberi masukan terkait peningkatan
efektifitas pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat
Kabupaten Banyuwangi dengan menerapkan Pengawasan Intern Berbasis
Manajemen Risiko.

Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 sangat
berpengaruh pada kelangsungan kegiatan pelaku usaha. Pada saat ini banyak
pelaku usaha yang tidak beroperasi akibat dari pandemi Covid-19. Penyedia
barang menghentikan operasi karena tidak ada pesanan dari pembeli.
Demikian juga terdapat penyedia jasa yang tidak beroperasi karena tidak ada
pelanggan yang memanfaatkan jasanya.

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah menyediakan
dana untuk membeli produk dari pelaku usaha. Dengan harapan pelaku usaha
yang terdampak Covid-19 tersebut bisa menghidupkan kembali usahanya.
Pemerintah juga membantu pelaku usaha berupa fasilitas penunjang untuk
menjalankan usahanya.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa risiko yang berpotensi timbul antara
lain kesalahan penetapan penyedia, kesalahan penetapan penerima manfaat,
pelanggaran aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa, kelambatan
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, hasil pelaksanaan kegiatan tidak
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bermanfaat, dan hasil pelaksanaan kegiatan tidak mendukung pencapaian Untuk mengawal pencapaian tersebut peran inspektorat sangat penting.
tujuan program. Inspektorat hadir untuk memberikan penjaminan agar program pemerintah

Atas hal-hal tersebut, Inspektorat harus mampu menjalankan perannya tercapai tujuannya, dengan harapan :

mengawal dan melakukan deteksi dini kejadian risiko. Namun kondisi
Inspektorat belum berperan maksimal dalam memberikan penjaminan atas
pencapaian tujuan program pemerintah

Kondisi tersebut antara lain disebabkan sumber daya yang dimiliki inspektorat m u
sangat terbatas, terutama sumber daya manusia. Sementara penugasan
mandatory yang dibebankan pada Inspektorat lebih dari 60% dari total

penugasan dalam satu tahun. Sehingga sumber daya untuk mengawal Inspektorat mampu Inspektorat mampu Inspektorat mampu

e s e S o melakukan deteksi memberikan melaksanakan

dini atas kejadian penjaminan atas pengawasan secara

Program Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan mampu mendorong risiko kegiatan dan pencapaian tujuan efektif di masa

pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 untuk tetap bertahan program, dan segera program pemerintah pembatasan sosial

menjalankan usahanya. Kehadiran pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan saran dengan bantuan

membantu bertahan hidup, namun lebih tinggi lagi yaitu dapat membantu perbaikan teknologi informasi.

meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Untuk mendukung pencapaian hal tersebut, proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional harus dilaksanakan
secara ekonomis, efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai aturan.

Disamping peran
Penyedia barang yang ditunjuk inspektorat, perlu
memenuhi syarat dan dukungan dan keterlibatan
ketentuan yang berlaku. Dan dari penanggung jawab
memenuhi kriteria pelaku : program dan kegiatan.
usaha terdampak Covid-19. Pelaksana kegiatan
Penerima manfaat barang diharapkan mampu
pemerintah terbantu usahanya, @ ' mengelola risiko kegiatan
sehingga dapat tetap o] yang menjadi
menjalankan usaha, dan ’ tanggungjawabnya.
bahkan meningkatkan N> g Demikian juga pengelola
aktivitas usahanya. Pelaku 117 program diharapkan
usaha menerima manfaat g [ mampu mengelola risiko
barang dalam waktu yang > : progam agar tujuan
tepat, yaitu pada saat barang tercapai.
benar-benar dibutuhkan.

WMIFI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesiaw



116

Sesuai dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi nomor tahun 2021
tentang Kebijakan Pengawasan
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, Arah
kebijakan pengawasan meliputi :

transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat
penjaminan kualitas, konsultasi, dan kegiatan pencegahan

korupsi

penyelarasan sasaran program pengawasan intern dengan

Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pengawalan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen
risiko, dan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi

Pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat; dan

Pengawasan berkelanjutan berbasis teknologi informasi melalui

continuous audit dan continuous monitoring
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Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirinci dalam
sasaran pengawasan meliputi keuangan dan aset daerah, layanan publik dan
kepegawaian, kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah, penugasan pengawasan yang bersifat
mandatory, dan sasaran lainnya sesuai perkembangan tingkat risiko
program/kegiatan

Untuk menjalankan kebijakan pengawasan tersebut, memerlukan sumber daya
yang cukup, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, informasi yang
akurat, dan sistem yang terintegrasi. Strategi yang bisa dipilih adalah dengan
menerapkan pengawasan berbasis risiko. Tidak semua kegiatan diawasi, namun
hanya yang beresiko tinggi yang dilakukan pengawasan oleh inspektorat.

Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Risiko bisa berjalan efektif apabila
didukung oleh seluruh stakeholders , sarana pendukung memadai, dan kesiapan
sumber daya di inspektorat.

Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Penerapan Pengawasan
Intern Berbasis Manajemen Risiko

Untuk menetapkan strategi Pengawasan Intern Berbasis Manajemen
Risiko yang akan digunakan, perlu dilakukan analisis kondisi internal
dan eksternal. Kondisi internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten
Banyuwangi serta strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) | Urgensi Implementasi Pengawasan Intern
Berbasis Manajemen Risiko

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum
optimal. Berdasarkan evaluasi kinerja oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun
2020, capaian nilai SAKIP nya adalah 83,86. , Kinerja
Pemerintah Kabupaten masih bisa ditingkatkan. Strategi yang
bisa dilakukan adalah mendorong perangkat daerah untuk
meraih dan menggali peluang yang masih bisa dicapai. Hal ini
bisa dikaitkan dengan risiko positif masing-masing perangkat
daerah.

Kebijakan Manajemen Risiko

Telah tersedia Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi. Perbup tersebut telah dilengkapi dengan
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(2)

lampiran berupa Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, dan
Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.

Hasil Penilaian Manajemen Risiko

Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terhadap
penerapan Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah dan
tingkat kegiatan, bahwa tingkat kematangan rata-rata masih
rendah. Sebagian Perangkat Daerah telah mengimplementasikan
dengan tingkat kematangan level 3. Namun sebagian besar
perangkat daerah masih menjalankan manajemen risiko hanya
sebatas kewajiban dengan cara pemenuhan dokumen.

Strategi penanganannya adalah mengorong seluruh pemilik
risiko untuk mengimplementasikan manajemen risiko sesuai
ketentuan, dengan memberi bimbingan, pendampingan,
monitoring dan memberikan reward and punishment . Pemberian
reward dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja. Hal ini
perlu disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Harapan dan Keinginan Pimpinan

Sebagian besar pimpinan perangkat daerah telah memahami dan
peduli terhadap manajemen risiko. Namun sebagian yang lain
masih apatis terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Hal ini
merupakan tantangan bagi Inspektorat untuk melakukan
sosialisasi yang lebih intensif.

Strategi penanganan yang bisa dilakukan adalah memberikan
pengertian kepada pimpinan yang belum peduli atas pentingnya
manajemen risiko dalam pencapaian tujuan. Serta lebih
mengenalkan manfaat manajemen risiko dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, dengan cara memberi contoh dan
mendemonstrasikan pelaksanaannya.

Kesiapan Inspektorat untuk mengimplementasikan
Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Risiko

Keberadaan Pedoman Penilaian
Maturitas Manajemen Risiko

Pedoman penilaian maturitas manajemen risiko telah ada. Yaitu
lampiran III Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020. Namun
demikian belum seluruh pemilik risiko memahami proses
penilaian maturitas manajemen risiko.
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Kesiapan SDM Inspektorat

Seluruh auditor di Inspektorat telah mengikuti workshop dan
bimbingan teknis terkait Pengawasan Intern Berbasis
Manajemen Risiko. Namun belum seluruh auditor memahami
dengan benar proses Pengawasan Intern Berbasis Manajemen
Risiko tersebut.

Strategi yang dilakukan adalah menetapkan standar pemahaman
auditor atas implementasi proses Pengawasan Intern Berbasis
Manajemen Risko. Kemudian pengujian kompetensi sebelum
auditor melakukan penugasan pengawasan.

Strategi untuk merespon
hasil penilaian Manajemen Risiko

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi belum memiliki strategi
untuk merespon hasil penilaian Manajemen Risiko. Auditor
hanya menilai proses tahapan, tingkat risiko, dan tingkat
Kematangan Manajemen Risiko.

Strategi yang dilakukan adalah menyusun pedoman respon risiko
auditor atas hasil penilaian proses dan tingkat kematangan. Dan
melakukan sosialisasi pedoman respon risiko kepada seluruh
auditor.

Keberadaan pedoman perencanaan
audit tahunan berbasis risiko

Pedoman Perencanaan Tahunan Berbasis Risiko telah dimiliki
oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan telah dituangkan
dalam surat keputusan inspektur. Pedoman ini perlu dilakukan
perubahan, karena pelaksanaan perencanaan tahunan ada
kaitannya dengan kegiatan pihak luar inspektorat, yaitu proses
manajemen risiko di perangkat daerah.

Strategi yang dilakukan adalah koordinasi dengan bagian Hukum
dalam menyusun draft Peraturan Bupati.

Kemampuan auditor melakukan penugasan individu

berbasis Manajemen Risiko

Belum seluruh auditor di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan individu
berbasis manajemen risiko.
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Strategi yang dilakukan adalah melakukan peningkatan kualitas
auditor dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi.

Keberadaan pedoman pelaksanaan penugasan
assurance berbasis risiko

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah memiliki pedoman
pelaksanaan penugasan assurance berbasis risiko, namun perlu
dilakukan perubahan terkait respon atas risiko.

Strategi yang dilakukan adalah berkoordinasi dan advokasi
kepada Bagian Hukum untuk menyusun perubahan pedoman
pelaksanaan penugasan assurance berbasis risiko.

Keberadaan pedoman pelaksanaan penugasan

consulting berbasis risik

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah memiliki pedoman
pelaksanaan penugasan consulting berbasis risiko, namun perlu
dilakukan perubahan terkait respon atas risiko.

Strategi yang dilakukan adalah berkoordinasi dan advokasi
kepada Bagian Hukum untuk menyusun perubahan pedoman
pelaksanaan penugasan consulting berbasis risiko.

Kemampuan auditor melaksanakan pedoman
assurance berbasis risiko

Belum seluruh auditor di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
memiliki kemampuan untuk melakukan pedoman assurance
berbasis risiko.

Strategi yang dilakukan adalah melakukan peningkatan kualitas
auditor dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi.

Kemampuan auditor melaksanakan pedoman
consulting berbasis risiko

Belum seluruh auditor di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
memiliki kemampuan untuk melaksanakan consulting berbasis
risiko.

Strategi yang dilakukan adalah melakukan peningkatan kualitas
auditor dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi.
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Dukungan dana, sarana, dan data based dalam rangka
implementasi audit berbasis Manajemen Risiko

Dukungan sumber dana pengawasan cukup memadai. Namun
sarana audit dan data base belum terintegrasi dengan sistem di
inspektorat.

Strategi yang dilakukan adalah koordinasi dan advokasi dengan
Dinas Kominfo dan Persandian untuk mengintegrasikan seluruh
data kegiatan dengan sistem di Inspektorat.

Untuk mengimplementasikan Pengawasan Intern
Berbasis Manajemen Risiko, sangat tergantung pada
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko yang ada di
Kabupaten Banyuwangi. Inspektorat mendorong agar

Evaluasi atas proses manajemen risiko diterapkan dan melekat
Peluang dan

dalam setiap kegiatan.
Hambatan pee

Identifikasi kekuatan, A

kelemahan, peluang, dan

ancaman dalam

penerapan manajemen

risiko di pemerintah [ 4
daerah dan perangkat

daerah adalah sebagai > V
= o a a

berikut :

c-—0—.

Kekuatan (strength)

m Adanya komitmen pimpinan daerah untuk selalu menjadikan Kabupaten
Banyuwangi sebagai daerah terbaik di Indonesia.

m Kewenangan Inspektorat yang cukup luas untuk melakukan intervensi ke
seluruh perangkat daerah dalam hal melakukan pengawasan intern yang
dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
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m Sarana dan prasarana sistem aplikasi terpadu tingkat kabupaten yang m Intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkolaborasi

cukup memadai dengan inspektorat dalam melakukan kegiatan pencegahan korupsi.
m Sarana aplikasi untuk mengimplementasikan manajemen risiko telah m Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan peningkatan
tersedia. layanan publik

Ancaman (Threats)

m Sering adanya intervensi dalam setiap pengambilan kebijakan di

Kelemahan (Weakness)

m Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di perangkat daerah belum inspektorat.

cukup memadai untuk mengimplementasikan manajemen risiko.

m Minimnya Anggaran kegiatan pengawasan yang dialokasikan untuk
inspektorat

Berdasarkan hasil identifikasi

m Pengawasan internal berbasis risiko belum efektif
faktor pendorong dan

Rumusan
Strategi penghambat tersebut, maka

m Persyaratan untuk menerapkan Pengawasan Intern Berbasis Manajemen T TeToETET M dapat dilakukan beberapa
Risiko belum seluruhnya terpenuhi LTI strategi sebagai berikut :

—' -,
T

m Kelembagaan dan kewenangan Inspektorat secara struktural masih Rumusan Strategi
berada di bawah kendali Kepala Daerah Strategi Uraian Kegiatan
Strategi (SO) Memanfaatkan komitmen pimpinan daerah dan

Peluang (opportunities) memanfaatkan Teknologi Informasi untuk

mewujudkan maturitas manajemen risiko level tinggi

m Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern dan
mewajibkan setiap perangkat daerah menjalankan manajemen risiko peningkatan/perbaikan manajemen risiko
dan pengendalian intern. pemerintahan daerah melalui Pengawasan Intern

Berbasis Manajemen Risiko. Menjadikan manajemen

m Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2020 tentang risiko kedalam unsur penilaian raport perangkat
Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah
Banyuwangi

Strategi (ST) Memanfaatkan komitmen pimpinan daerah dan
menegakan aturan kepegawaian terkait mutasi

m Peraturan Bupati tentang Penilaian Raport Perangkat Daerah, untuk pegawai dan menghilangkan intervensi sehingga
mendorong setiap perangkat daerah meningkatkan kinerjanya. auditor pada unit audit intern tidak tertekan akibat

dukungan penegakan aturan dan bersinggungan
dengan kepentingan lainnya
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Strategi Uraian Kegiatan

Strategi (WO) Mendorong pemenuhan kualitas SDM dengan

melakukan kolaborasi/kerjasama antar lembaga di
bidang pengawasan melalui pemenuhan anggaran,
perbaikan kelembagaan dan memberikan kewenangan
sepenuhnya kepada Inspektorat

Strategi (WT) Mendorong peningkatan kompetensi SDM untuk

dapat memberikan nilai tambah kepada pemerintah
daerah melalui assurance dan consulting yang dapat
digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan
pimpinan daerah

Berdasarkan rumusan strategi pengawasan dengan metode SWOT

tersebut maka strategi yang akan menjawab permasalahan lingkungan

strategis Inspektorat Kabupaten Banyuwangi adalah strategi SO

sehingga penetapan strategi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

H Strategi yang dipilih adalah kombinasi SO yaitu
memanfaatkan kekuatan yang ada sekaligus peluang yang

tersedia

u Kegiatan yang dilakukan

Mendorong seluruh perangkat daerah melaksanakan
Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, dan
memasukkannya ke dalam unsur penilaian raport perangkat
daerah

Mendorong integrasi sistem yang ada di Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dengan sistem pengawasan di
Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Mendorong pelaksanaan pengawasan internal oleh
Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Manajemen
Risiko pemerintah daerah dan perangkat daerah, dengan
bantuan teknologi informasi.
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Rencana aksi

Melakukan advokasi eksternal

Advokasi dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan
inspektorat. Yaitu Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat
Daerah, Pemilik Risiko, dan Pengawasan Inspektorat.

Materi yang perlu diadvokasikan terkait kewajiban untuk
menjalankan Manajemen risiko dan Pengendalian Intern
pada seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian risiko, dan
menginformasikan seluruh kegiatan pengendalian risiko
kepada Inspektorat. Di samping itu juga diadvokasikan terkait
peran dan layanan inspektorat yang telah berubah dan
bertambah luas, dari peran auditor menjadi penjamin, serta
layanan penugasan konsultansi terkait tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern.

Mendorong penguatan internal inspektorat

Penguatan internal inspektorat yang perlu dilakukan antara
lain perbaikan tata kelola pengawasan intern, penguatan
kualitas auditor, dan penguatan sistem pengawasan berbasis
elektronik.

Perbaikan tata kelola pengawasan dilakukan dengan
melakukan reviu atas aturan dan kebijakan yang sudah ada,
apakah telah sesuai dengan perubahan arah dan kebijakan saat
ini. Juga dilakukan kajian atas pedoman perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan, guna melakukan revisi,
melengkapi, dan melakukan inovasi.

Penguatan kualitas auditor dilakukan dengan melakukan
standarisasi kualifikasi auditor, melakukan pemetaan, dan
kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan untuk
menghilangkan gap kualitas. Penguatan kualitas dilakukan
secara terus menerus sesuai dengan perkembangan kebutuhan
auditor.

Penguatan sistem pengawasan berbasis elektronik dilakukan
untuk mendukung pelaksanaan Continuous Audit and Continuous
Monitoring (CACM)
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Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
mengimplementasikan Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Risiko dan
berbantuan Teknologi Informasi merupakan salah satu strategi yang dipakai
Inspektorat untuk melakukan pengawasan proses pengadaan barang dan

jasa. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut perlu dilakukan

beberapa tindakan kepada stakeholders eksternal dan stakeholders internal, T e r u s B e r g e r a k
di Situasi Mendesak

serta penyesuaian aturan.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penanganan Pandemi Coron Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penanganan Pandemi Coron Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Kepala LKPP Nomor 32 tahun 2020 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Oleh
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Rini Risnawati

. . . . Auditor | Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 12 Tahun 2020 tentang Implementasi Manajemen

Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) Tahun 2014;

) 4
WMIFI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia




Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) tetap
berupaya untuk terus
bergerak melaksanakan

tugas dengan penuh

tanggung jawab dan
integritas terutama pada
kondisi pandemi seperti ini.

Melalui peran APIP yang mengharuskan untuk terus bergerak untuk
mendukung dan mengoptimalkan peran dalam upaya menjaga akuntabilitas
pembangunan. Sesuai amanah Presiden untuk mewujudkan nawa cita presiden
RI sehingga memprioritaskan pembangunan nasional melalui pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang
memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.

Mayoritas pembangunan PSN berupa pembangunan infrastruktur, sehingga
memerlukan waktu pengerjaan lebih dari dua belas bulan atau satu tahun
anggaran (kontrak jamak). Seiring proses pelaksanaan pekerjaan atas proyek
strategis dijumpai perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi biaya
pelaksanaan pekerjaan, sehingga berdampak pada perubahan harga dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat pada perubahan harga
satuan kontrak tidak sesuai lagi dengan harga pada saat pelaksanaan pekerjaan.
Oleh karena itu diperlukan audit penyesuaian harga.

Dalam pelaksanaan audit penyesuaian harga, auditor harus memperhatikan
tiga (3) aspek penilaian yaitu aspek kontraktual, aspek teknis, dan aspek
keuangan. Selain itu perlu diperhatikan Addendum kontrak dalam
melaksanakan audit penyesuaian harga karena akan mempengaruhi
perhitungan penyesuaian harga, antara lain addendum terkait pekerjaan tambah
atau kurang, perubahan desain, keterlambatan yang disebabkan oleh pihak
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pengguna barang/jasa, masalah yang timbul di luar kendali penyedia
barang/jasa, dan keadaan kahar. Hasil audit penyesuaian harga dapat
digunakan oleh Unit Penanggungjawab atau Pelaksana Program/Kegiatan
sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam
penyelesaian penyesuaian harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di tengah isu pemanasan global yang marak diperbincangkan, umat manusia
dihadapkan dengan kondisi yang makin tak menguntungkan dengan
mewabahnya virus corona-19, penyakit yang menjangkiti seluruh negeri.
Pandemi memberi warna baru dalam tatanan hidup manusia. New normal
membuat kita harus mengubah kebiasaan hidup dimulai dengan gerakan 3M
(memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) sekarang
bertambah menjadi gerakan 5M yaitu gerakan 3M ditambah poin menghindari
kerumunan dan mengurangi mobilitas. Demikian halnya dengan segala
keterbatasan yang ada, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tetap
berupaya untuk terus bergerak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung
jawab dan integritas.

Sesuai dengan amanah Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 merupakan perwujudan visi,
misi dan agenda (Nawa Cita) Presiden Republik Indonesia dengan
menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 yang memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai
kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim
serta kelautan. Amanah tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Terdapat
dua puluh empat (24) program yang dijabarkan dalam dua ratus dua puluh lima
(225) PSN yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek Strategis
Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam prakteknya
pelaksanaan PSN ini harus disegerakan, namun akuntabilitas tetap harus
diutamakan.

Melalui peran APIP yang mengharuskan untuk terus bergerak mendukung
dan mengoptimalkan peran dalam upaya menjaga akuntabilitas pembangunan.
APIP berusaha senantiasa hadir dan memberi manfaat pada negeri dalam
upaya pengamanan keuangan negara, melalui kegiatan audit penyesuaian harga
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dikarenakan adanya fluktuasi ekonomi yang berdampak pada perubahan harga
satuan komponen pekerjaan pada saat pelaksanaan pembangunan proyek.

Dalam pembangunan PSN yang mayoritas berupa pembangunan infrastruktur,
sehingga memerlukan waktu pengerjaan lebih dari dua belas bulan atau satu
tahun anggaran (kontrak jamak). Seiring proses pelaksanaan pekerjaan atas
proyek-proyek strategis tersebut, dijumpai perubahan kondisi ekonomi yang
mempengaruhi biaya pelaksanaan pekerjaan, sehingga berdampak pada
perubahan harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat
pada perubahan harga satuan kontrak tidak sesuai lagi dengan harga pada saat
pelaksanaan pekerjaan.

Sesuai dengan amanat Pemerintah yang mengatur penyesuaian harga
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disempurnakan dengan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tata cara terkait penyesuaian harga harus
tertuang dalam dokumen pengadaan.
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Dalam Peraturan LKPP Nomor 12
Tahun 2021 menyebutkan bahwa
penyesuaian harga dilakukan dalam
rangka menghitung penyesuaian
harga untuk kontrak pekerjaan
tahun jamak yang masa pelaksanaan
pekerjaannya lebih dari delapan
belas (18) bulan. Dasar pelaksanaan
audit penyesuaian harga harus
tertuang dalam dokumen
pengadaan, baik pada syarat-syarat
umum kontrak maupun syarat-syarat
khusus kontrak, sehingga apabila
dalam dokumen kontrak tidak
mencantumkan pasal terkait
penyesuaian harga maka kontrak
tersebut tidak dapat dilakukan
penyesuaian harga, kecuali terdapat
kondisi khusus. Kondisi khusus
tersebut misalnya terjadi inflasi atau
kenaikan harga barang secara umum

.,

akibat kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) yang sangat
mempengaruhi harga barang/jasa.
Perubahan nilai kontrak juga dapat
disebabkan perubahan rancangan
(design), perubahan lingkup kontrak
berupa pekerjaan tambah atau
kurang, dan atau karena adanya
perubahan kebijakan Pemerintah.
Penghitungan penyesuaian harga
dilakukan atas harga satuan dalam
kontrak pengadaan barang/jasa
karena adanya perubahan unsur-
unsur biaya pembentuk harga
satuan. Penghitungan penyesuaian
harga dilakukan berdasarkan
ketentuan dan tata cara yang
tercantum dalam dokumen kontrak
pengadaan barang/jasa beserta
addendum-nya.
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Menurut Peraturan Kepala BPKP
Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Kegiatan
Bidang Investigasi, yang dimaksud
dengan audit penyesuaian harga atau
yang lebih dikenal dengan eskalasi
biaya adalah proses pengumpulan
dan pengujian bukti-bukti terkait
dengan permintaan penyesuaian
harga pada suatu kegiatan untuk
memperoleh simpulan sebagai
bahan pertimbangan bagi unit
penanggung jawab atau pelaksana
program/kegiatan untuk mengambil
keputusan penyesuaian harga. Audit
penyesuaian harga dilakukan secara
objektif dan independen
berdasarkan permintaan
penanggungjawab program/kegiatan,
Pimpinan Instansi Pemerintah
Pusat atau Daerah, BUMN/BUMD,
Pemberi Pinjaman atau Hibah Luar
Negeri, perintah Pengadilan/dalam
proses mediasi atau hasil putusan
mediasi oleh lembaga arbitrase,
maupun berdasarkan hasil
pengembangan penugasan atau
informasi pihak terkait.

Penyesuaian harga tidak
diberlakukan terhadap kontrak
tahun tunggal dan kontrak lumpsum
serta pekerjaan dengan harga satuan
timpang yaitu harga satuan
penawaran yang melebihi 110%
(seratus sepuluh persen) dari harga
satuan dalam Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) dan dinyatakan
sebagai harga satuan timpang

AAIPI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

berdasarkan hasil klarifikasi,
pekerjaan yang bersifat general item,
provisional sum, pelaksanaan di luar
jam kerja harian. Selain itu, untuk
komponen keuntungan dan overhead
sebagaimana tercantum dalam
dokumen penawaran tidak
memperoleh penyesuaian harga.

Dalam pelaksanaan audit
penyesuaian harga, auditor harus
memperhatikan tiga (3) aspek
penilaian yaitu aspek kontraktual,
aspek teknis, dan aspek keuangan.
Aspek kontraktual berkaitan dengan
pengaturan mengenai penghitungan
dan tata cara pengajuan penyesuaian
harga sebagaimana tercantum dalam
dokumen pengadaan dan kontrak.
Aspek teknis berkaitan dengan
penerapan perhitungan penyesuaian
harga berdasarkan tata cara yang
diatur dalam dokumen pengadaan
dan kontrak. Aspek keuangan
berkaitan dengan keharusan
ketersediaan anggaran sebagai
dampak besaran nilai uang yang
terjadi atas penerapan penghitungan
penyesuaian harga dan kesepakatan
terhadap hasil audit oleh unit
penanggung jawab atau pelaksana
kegiatan dan para pihak.
Penghitungan penyesuaian harga
satuan komponen kontrak meliputi
tenaga kerja, bahan konstruksi,
energi dan peralatan terhadap nilai
kontrak saat penawaran. Mengacu
pada Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa, penyesuaian harga
diberlakukan mulai bulan ketiga
belas (13), sehingga harus dipastikan
bahwa saat realisasi pelaksanaan
pekerjaan selama dua belas (12)
bulan pertama sejak tanggal Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak
mendapatkan penyesuaian harga,
dengan memperhatikan realisasi dan
jadwal pelaksanaan pekerjaan
sampai dengan bulan kedua belas

(12). Untuk mendukung hal tersebut,
tim audit harus meyakini bahwa
volume pekerjaan yang menjadi
dasar penghitungan penyesuaian
harga adalah volume pekerjaan
sebagaimana tertuang dalam kontrak
atau addendum kontrak yang
tercantum dalam Monthly Certificate
(MC) atau Monthly Report (laporan
bulanan) yang digunakan sebagai
dasar pembayaran.

B

Addendum kontrak harus diperhatikan dalam melaksanakan audit penyesuaian
harga karena akan mempengaruhi perhitungan penyesuaian harga, antara lain
addendum terkait pekerjaan tambah atau kurang, perubahan desain,
keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa, masalah
yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa, dan keadaan kahar. Dalam
hal ini, yang dimaksud dengan keadaan kahar menurut Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu
peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan
gangguan industri lainnya. Selain itu, perubahan jadwal dalam addendum
kontrak harus didukung oleh alasan yang layak dan sah.

Terkait jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya
addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ketiga belas
(13) sejak addendum kontrak ditandatangani. Untuk komponen pekerjaan yang
tidak ada koefisien komponen pekerjaannya maka item pekerjaan tersebut tidak
dapat diperhitungkan dalam penyesuaian harga. Dalam hal indeks harga atas
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item pekerjaan yang dilakukan penyesuaian harga harus dipastikan bahwa
penerapan indeks diberlakukan secara konsisten pada masing-masing bulan.

Audit penyesuaian harga dapat dilakukan untuk pekerjaan yang tidak sedang
dalam proses hukum, sehingga apabila dalam proses pelaksanaan audit
diperoleh informasi atau ditemukan adanya penyimpangan yang berindikasi
tindak pidana korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara
maka proses audit tidak dapat dilanjutkan, serta disarankan untuk dilakukan
audit investigatif (PPKBI, 2017).

Dalam pelaksanaan audit, auditor harus mematuhi ruang lingkup yang
meliputi penilaian atas kesesuaian dasar hukum penyesuaian harga, ketepatan

[ ]
rumus penghitungan penyesuaian harga, ketepatan penggunaan indeks, s enli M en g e I (o I a
ketepatan jenis dan besaran koefisien item pekerjaan, ketepatan harga satuan Ke g i a t an Au d it

awal, dan ketepatan penempatan volume pekerjaan untuk periode penyesuaian . o
harga yang diajukan. Namun ruang lingkup audit penyesuaian harga tidak dl Masa Pa ndeml
termasuk penilaian atas ketaatan proses pengadaan barang/jasa, kewajaran
harga satuan kontrak, dan realisasi volume pekerjaan.

Hasil audit penyesuaian harga dapat digunakan oleh Unit Penanggungjawab
atau Pelaksana Program/Kegiatan sebagai salah satu bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian penyesuaian harga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh

Restuwaty Indra Wahyuni

Auditor Pertama | Inspektorat Badan Riset dan Inovasi Nasional
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Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) banyak

mengubah tata cara kehidupan dan pola kerja secara
drastis. Perubahan tersebut membentuk tren baru salah

satunya yaitu work from home (WFH).

Tren baru dapat berdampak pada peran APIP sebagai

pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah

pusat dan/atau pemerintah daerah, sehingga APIP harus
cermat dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk
tetap menjaga produktivitas kerja. Untuk memudahkan
APIP dalam bekerja dan menjaga kualitas pengawasan
pada masa pandemi seperti ini, diperlukan penggunaan
teknologi informasi (TI) yang maksimal sebagai bagian
dari prosedur audit yaitu dengan menggunakan
pendekatan remote audit. Remote audit merupakan alternatif
terbaik pada perubahan kondisi saat ini. Perubahan
kondisi dengan periode yang singkat dan pemanfaatan TI
yang maksimal membuat APIP harus memiliki keahlian
dan kreatifitas seni dalam proses audit. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni adalah keahlian
membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi
kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya) atau
diartikan sebagai karya yang diciptakan dengan keahlian
yang luar biasa. Pernyataan dalam laporan keuangan
masuk dalam salah satu contoh seni auditor. Dalam
artikel ini penulis ingin menunjukan tempat pemahaman
seni pada pengawasan.
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Metode
Penerapan

Audit

Sebelum masuk dalam pengolahan data
diperlukan perencanaan metode audit
yang matang. Metode konvensional yang
sering digunakan dalam penerapan audit
adalah waterfall. Waterfall merupakan proses
audit secara terstruktur yang digunakan
sampai saat ini atau dikenal juga sebagai
tradisional auditing. Di dalam waterfall
model ini terdapat perencanaan audit,
tugas audit, konfirmasi dan penutup audit
serta monitoring tindak lanjut temuan.
Tugas audit terdiri dari 3 bagian yaitu
Pemeriksaan dokumen, Pemeriksaan fisik
dan Analisisa data.

Rencana Audit ]

4

o —

Tugas Audit
L 2 L

Vet
2

]

Konfirmasi & Penutupan
Audit

L 4

=

Monitoring & Tindak Lanjut
Temuan

Gambar 1. Proses Waterfall Audit
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Pembatasan skala besar yang berdampak pada keterbatasan pertemuan
langsung atau tatap muka akan membuat proses audit terhambat. Namun
dibalik hambatan tersebut auditor harus tetap memberikan value pada
organisasi. Untuk itu diperlukan seni dalam metode audit agar pekerjaan dapat
diselesaikan secara efektif dan efisien pada masa pandemi yaitu dengan
menggunakan metode agile. Metode agile merupakan proses adaptasi yang cepat,
tangkas, dan lincah terhadap perubahan lingkungan yang tidak pasti dan
berubah-ubah.

Dikutip dari Argile 101 Coach Takeshi’s menyatakan proses agile tidak
menciptakan trial and error. Untuk itu dibuat suatu kerangka kerja yang dapat
meminimalisir error. Kerangka kerja yang paling popular adalah scrum, adapun
kerangka kerja scrum sebagai berikut:

E¥ Membuat list tujuan.

m Prioritaskan tujuan, pilih tujuan yang paling berpengaruh dalam
menyelesaikan masalah dan lihat urgensi pilihan tersebut.

Pendekatan berbasis tim, membagi pekerjaan menjadi beberapa
ke beberapa orang yang akan menyempurnakan tujuanmu.

FN Buat estimasi waktu.

Berbagai usaha dan keahlian APIP dalam menyederhanakan hal-hal rumit

kegiatan pengawasan merupakan seni dalam proses audit untuk APIP. Menurut
Mukhamadjonov A., et Al Tahun 2017 dalam artikel agile software development,
keahlian auditor dapat diadaptasi dari 4 mindset agile yaitu:

Individual dan interaksi atau komunikasi dengan auditee.

Audit dengan dokumen yang ada tanpa menunggu dokumen
diberikan seluruhnya oleh auditee.

Kolaborasi dengan auditee dibandingkan negosiasi permasalahan.

Merespon perubahan dibandingkan dengan mengikuti rencana
yang sudah ditetapkan.

Berbeda dengan metode waterfall yang dilakukan secara teratur, Konsep agile
pada internal audit akan beradaptasi secara cepat dan berfokus pada keinginan
auditee serta menambah wawasan bagi auditor dalam mengatasi perubahan di
lapangan. Namun perlu diingat kedua metode tersebut harus tetap memiliki
persamaan yaitu perencanaan dan jadwal yang matang.
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Audit tools
untuk
interogasi data

Memasuki era revolusi 4.0
semakin banyak penyelesaian
pekerjaan yang menggunakan
teknologi informasi (TI)
terutama di masa pandemi
seperti ini akan menjadi
momentum yang tepat bagi
APIP dalam memaksimalkan
penggunaan TI. Banyaknya
aplikasi TI yang
bermunculan untuk
membantu tugas auditor di
bidang pengawasan membuat
pekerjaan auditor menjadi
lebih mudah khususnya
untuk melakukan remote

audit. Remote audit merupakan metode audit jarak jauh yang memanfaatkan
teknologi digital dengan menggunakan aplikasi untuk mendapatkan data dan
menjalankan prosedur audit. Selain aplikasi berbasis online untuk mengambil
data, auditor juga perlu melakukan interogasi data. Menjadi hal dasar bagi
auditor dalam menginterogasi suatu data untuk mencari anomali dan
menganalisa masalah dalam suatu satuan kerja. Interogasi data adalah
pengujian suatu data yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan
keabsahan dan integritas data. Penggunaan aplikasi offline yang biasanya
digunakan untuk pengolahan data yaitu menggunakan Ms. Excel. Aplikasi
tersebut sangat populer untuk audit dalam melakukan interogasi data dan
relatif mudah untuk dipelajari. Namun tidak sedikit auditor menggunakan MS.
Excel untuk perekapan data ataupun menghitung dalam jumlah kecil.
Keberadaan data untuk kepentingan audit perlu dilakukan pembahasan yang
lebih dalam karena pada saat ini berbagai jenis catatan atas transaksi atau
aktivitas organisasi tersimpan dalam suatu perangkat pengolahan.

v
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Dikutip dari web Microsoft, beberapa
keuntungan menggunakan power query yang

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan interogasi data dari

kumpulan data dalam jumlah besar, sebagai berikut: dapat diadaptasi untuk pengolahan data audit

sebagai berikut:

| Menggunakan tampilan grafik;

Menggunakan penjelasan statistik;

Menggunakan pivot table untuk mengelompokkan data

dalam jumlah besar; dan/atau

pengolahan data.

Selain interogasi data, auditor perlu
melakukan analisa keseluruhan
untuk mendapatkan suatu
permasalahan. Dalam menganalisa
suatu data dibutuhkan tambahan
data lainnya dari Auditee maupun
data yang sudah ada pada aplikasi
pemerintah. Penyatuan data tersebut
yang nantinya akan dianalisa oleh
auditor. Saat proses integrasi data
dibutuhkan keahlian auditor untuk
membuat query yang diambil dari
berbagai jenis data yang dibuat
dalam data Ms. Excel yang akan
menampilan dashboard dan visual
data. Power query adalah ad-ins untuk
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Menggunakan formula atau rumus pada Ms. Excel dalam

mengambil data, mengubah data dan
data yang sudah diolah dapat diubah
kedalam bentuk worksheet dan/atau
data model Ms. Excel. Power query
dapat digunakan sebagai data analis.
Misalnya pemeriksaan yang
melakukan pengujian kesenjangan
data (gap detection), apabila
menggunakan perangkat audit native,
akan tersedia tombol perintah
khusus yang dapat digunakan.
Sedangkan apabila menggunakan
power query, maka perlu melakukan
serangkaian perintah agar tujuan
pengujian tersebut tercapai (Febrian,
2019).

Import atau menyambungkan data dari berbagai
o

=7
A} macam sumber data eksternal.

Membentuk data, seperti menghapus kolom,

mengubah tipe data, atau menggabungkan tabel.

" Memuat data sebagai dasar pembuatan

I
]

kertas kerja.

Seiring dengan pemakaian power query diharapkan dapat mendorong
pola kerja baru, kemajuan inovasi dan menggaet talenta baru SDM di
lingkungan APIP yang tidak hanya terbatas pada SDM yang berlatar
belakang pendidikan IT namun juga auditor yang menyukai IT
sehingga pengolahan data dalam pengawasan lebih cepat dan sesuai
dengan yang diinginkan auditor. Semua perkembangan dan kemajuan
keahlian auditor dalam penggunaan power query akan berdampak pada
seluruh lingkup kerja dan akan mempengaruhi pelaksanaan good
governance. Perlu diingat Ms. Excel dan Power query hanyalah sebuah
tools untuk memudahkan pekerjaan auditor, sedangkan analisis audit
tetap memerlukan kompetensi dan pengalaman auditor, kedua hal
tersebut perlu sinergi satu sama lain. Auditor juga harus memiliki pola
pikir kreatif dan bersikap adaptif terhadap berbagi cara pengolahan
data. Karena tools pengolahan data akan selalu bergerak cepat dalam
menemukan solusi untuk memudahkan proses kerja auditor menjadi
lebih simpel. Sejatinya keahlian, cara yang digunakan, dan problem

solving seorang auditor dalam melakukan pengawasan adalah sebuah

seni audit. Namun semua itu kembali pada masing-masing individu
auditor itu sendiri.

v
s NN



Pengawasan Pembayaran Subsidi
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Program bantuan iuran JKN
menjadi salah satu bagian dari
Program Penanganan COVID-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PC-PEN) yang diatur secara rinci di
dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78/PMK.02/2020 (PMK-
78/2020). Peraturan Menteri
Keuangan tersebut dilatarbelakangi
dengan terbitnya Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas
Perpres 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan. Perpres
tersebut diterbitkan guna
memperbaiki struktur iuran melalui
peningkatan premi peserta JKN
dengan tujuan menjaga
keberlangsungan BPJS Kesehatan
sebagai pengelola dana program
Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS). Melalui
Perpres 64 Tahun 2020, pemerintah
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menaikkan premi JKN untuk
peserta penerima manfaat kelas I11
yang awalnya Rp25.500,00 menjadi
Rp42.000,00, melalui skema subsidi.
Di tahun 2020, peserta segmen
Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan
Peserta yang Didaftarkan
Pemerintah Daerah (PD Pemda)
diberikan subsidi bantuan iuran
sebesar Rp16.500,00 oleh
Pemerintah Pusat, sedangkan di
tahun 2021 sebesar Rp4.200,00 oleh
Pemerintah Pusat ditambah
Rp2.800,00 oleh Pemerintah
Daerah.

Merujuk pada PMK-78/2020
anggaran untuk pembayaran subsidi
bantuan iuran menggunakan
anggaran BA BUN 999.08 dengan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
pada Direktorat Sistem
Perbendaharaan DJPb (Dit. SP

DJPDb). KPA melakukan pembayaran
subsidi bantuan iuran berdasarkan
tagihan yang diajukan oleh BPJS
Kesehatan setiap bulannya. Oleh
karena itu, untuk melakukan
pengawasan atas anggaran BA BUN,
Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan (Itjen Kemenkeu)
melakukan pengawasan atas
pemberian subsidi bantuan iuran
ini. Hal ini juga telah diatur pada
pasal 15 PMK-78/2020, di mana Itjen
Kemenkeu diamanatkan untuk
melaksanakan reviu atas pemberian
subsidi bantuan iuran yang
dilakukan secara berkala setiap
triwulanan.

Untuk kebutuhan asuransi atas
pembayaran tagihan bantuan iuran
tersebut, Tim Reviu di Kemenkeu
melihat kembali apakah tagihan
yang disusun oleh BPJS Kesehatan
sudah tepatArtinya, tidak terdapat
penagihan bantuan iuran atas
peserta yang tidak seharusnya
mendapat bantuan iuran menurut
PMK-78/2020. Hasil reviu Itjen
Kemenkeu akan disampaikan
kepada Dit. SP DJPb sebagai bahan
pertimbangan dalam perhitungan
selisih lebih atau selisih kurang atas
pembayaran dana bantuan iuran
kepada BPJS Kesehatan.

Sebagaimana telah dilaporkan
dalam Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara
(LKBUN), di tahun 2020

pemerintah pusat telah

merealisasikan bantuan iuran JKN
kepada peserta PBPU, BP, dan PD
Pemda kelas III tersebut sebesar
Rp4.118.240.745.500,00 dari total
anggaran sebesar
Rp4.118.336.624.000,00 (99,99%)
untuk 249.596.159 orang peserta
JKN pada periode tagihan premi
Semester II 2020 atau periode bulan
Juli - Desember 2020. Sementara itu,
pada tahun 2021 dianggarkan
sebesar Rp2.428.303.039.000,00
untuk pembayaran subsidi bantuan
iuran bulan Januari - Desember
2021. Secara rata-rata, setiap
triwulan terdapat sekitar 124 juta
peserta penerima bantuan iuran.
Dengan jumlah penerima bantuan
yang banyak di setiap triwulannya,
maka penggunaan continuous audit
untuk kegiatan pengawasan tersebut
adalah pilihan yang rasional.

Continuous audit adalah metode yang
digunakan untuk melakukan
pengujian atas pengendalian dan
pelaksanaan penilaian risiko secara
otomatis dengan frekuensi yang
tinggi. Continuous audit berfokus pada
pengujian atas prevalensi risiko dan
efektivitas kontrol. Kerangka kerja
dan prosedur yang rinci, serta
didukung dengan penerapan
teknologi yang relevan, adalah kunci
bagi penerapan continuous audit.
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Terdapat beberapa metodologi yang dapat dijadikan panduan untuk

pelaksanaan kegiatan assurance berbasis data analytics atau continuous audit,

namun secara umum pendekatan yang dapat diaplikasikan secara praktikal

untuk continuous audit memiliki tahapan sebagai berikut:

Gambar 1. Framework Pengawasan Berbasis Continuous Audit
Sumber data: Data Dummy BPJS Kesehatan

Identifikasi area pengawasan prioritas dan ketersediaan data. Pada
tahapan ini, diidentifikasi area bisnis yang menjadi prioritas untuk
dilakukan pengawasan berdasarkan hasil analisis risiko area pengawasan.

Identifikasi kriteria audit. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan Risk-
Control Matrix (RCM) sebagai panduan untuk pelaksanaan kegiatan
pengawasan menggunakan continuous audit. Matriks tersebut berisi
identifikasi risiko yang akan dilakukan pengujian, pengendalian-
pengendalian kunci untuk memitigasi risiko tersebut, tujuan pengujian,
dan atribut pengujian yang merupakan panduan (guidance) bagi
penyusunan script pengujian di tahap berikutnya.

Penentuan frekuensi kegiatan pengawasan. Continuous audit secara
sederhana merupakan otomasi kegiatan pengujian untuk dilaksanakan
secara berkala. Pada tahap perencanaan, ditentukan frekuensi
pelaksanaan pengujian menggunakan continuous audit ketika script
pengujian telah disusun dan dievaluasi. Frekuensi pengujian bergantung
pada pertimbangan cost dan benefit.
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Penyusunan script dan evaluasi. Pada tahapan ini, dukungan teknologi
sangat diperlukan. Pemahaman tim audit atas beragam metode dan tools
analisis data yang bersifat state-of-the-art menjadi hal yang penting untuk
menjamin kesuksesan pelaksanaan continuous audit. Penyusunan script
dilaksanakan atas atribut pengujian dalam RCM yang telah disusun pada
tahap identifikasi kriteria audit. Evaluasi diperlukan untuk menjamin
script pengujian telah disusun secara akurat dalam mengevaluasi
prevalensi risiko dan efektifitas pengendalian. Evaluasi dilakukan dengan
melibatkan klien pengawasan untuk memperoleh masukan dan
konfirmasi atas output atau hasil dari script pengujian yang telah disusun.

Pelaksanaan pengujian. Pada tahapan ini, dilaksanakan proses
pengawasan dengan mengimplementasikan script pengujian yang
sebelumnya telah disusun. Untuk dapat mengeksekusi tahap ini, maka
perlu dipastikan bahwa data elektronik yang dibutuhkan telah tersedia
lingkungan pengujian. Pelaksanaan pengujian berbasis continuous audit
dapat dilaksanakan secara remote, begitu pula ketika proses pelaksanaan
konfirmasi hasil pengujian kepada klien pengawasan.

Pelaporan hasil pengujian. Setelah pelaksanaan kegiatan pengawasan
berbasis continuous audit, hasil harus disajikan kepada manajemen secara
tepat waktu dengan mencakup hasil pengawasan dan insight atas prevalensi
risiko dan efektifitas pengendalian, serta konsekuensi yang terkait dengan
temuan hasil pengawasan.

Penilaian risiko baru untuk ditambahkan dalam register. Apabila terdapat
perkembangan dalam implementasi kebijakan, risiko-risiko baru
kemungkinan akan timbul (emerge), sehingga perlu dilakukan pembaruan
atas risiko-risiko yang telah di-register dan sebelumnya telah diuji secara
rutin melalui continuous audit. Proses penyusunan script perlu dilakukan
untuk mengadopsi adanya risiko baru yang timbul tersebut. Tahapan
inilah yang kemudian menunjukkan bahwa proses pengawasan
menggunakan continuous audit merupakan kegiatan yang sifatnya
berkesinambungan, namun dapat dieksekusi secara lebih efisien karena
adanya otomasi pelaksanaan kegiatan pengujian.
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Langkah
Awal

Memahami Proses Bisnis
dan Merumuskan Risiko

Mengawali penugasan
asurans, tim melakukan survei
pendahuluan dengan
mengadakan pertemuan
dengan BPJS Kesehatan dan
Dit. SP DJPb untuk menggali
informasi terkait proses bisnis
penyusunan tagihan bantuan
iuran dan pengelolaan
kepesertaan oleh BPJS
Kesehatan.

Pertemuan Tim sepenuhnya dilaksanakan secara daring, karena adanya
pandemi COVID-19. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, pada akhirnya Tim
dapat menyusun RCM terkait proses bisnis penyusunan dan pembayaran
tagihan bantuan iuran JKN. Beberapa risiko yang telah dirumuskan oleh Tim
untuk kemudian dilakukan pengujian melalui prosedur reviu menggunakan
data analytics antara lain:

Terdapat penerima bantuan iuran yang memiliki tunggakan premi.
Berdasarkan PMK 78/2020, bantuan iuran JKN diberikan kepada
peserta PBPU, BP, dan PD Pemda dengan status Peserta Aktif, yaitu
peserta yang telah melunasi premi (tidak memiliki tunggakan).

Terdapat peserta yang ditagihkan lebih dari satu kali untuk
memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan. Artinya, terdapat data

tagihan dengan nomor kepesertaan (PSNOKA) dan periode

penagihan yang sama.
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Terdapat penerima bantuan iuran dengan segmentasi kepesertaan

maupun kelas manfaat pelayanan yang tidak sesuai dengan regulasi.
Hal ini dikarenakan PMK-78/2020 membatasi bahwa penerima
bantuan iuran adalah peserta JKN dengan PBPU, BP, dan PD Pemda

penerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II1.

Terdapat peserta penerima iuran bantuan yang memiliki status
kepesertaan ganda pada basis data kepesertaan BPJS. Status
kepesertaan ganda tersebut dapat berakibat pada penagihan ganda
atas bantuan iuran, maupun pembayaran bantuan iuran kepada
peserta JKN yang bukan merupakan sasaran penerima bantuan

iuran.

Terdapat penagihan atas bantuan iuran yang telah dibayarkan pada
periode sebelumnya. Risiko ini berakibat pada pembayaran ganda atas
peserta tersebut.

Terdapat penagihan pada bulan sebelum dimulainya pemberian
bantuan iuran. Bantuan Iuran JKN dimulai untuk periode bulan Juli
2020, sehingga penagihan bantuan iuran atas periode sebelum Juli
2020 merupakan penagihan yang tidak valid.

Terdapat peserta yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan
tarif premi yang berlaku. Risiko ini dapat mengakibatkan tidak
efektifnya program Bantuan Iuran JKN yang dilaksanakan oleh
pemerintah, karena masih terdapat peserta penerima bantuan iuran
yang membayarkan premi tidak sesuai dengan yang seharusnya
dibayarkan disebabkan adanya kesalahan pembentukan tagihan oleh
BPJS Kesehatan.

v
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Tujuh risiko di atas berkaitan langsung dengan besaran bantuan iuran yang
ditagihkan kepada Kementerian Keuangan. Selain risiko-risiko yang berkaitan
langsung dengan besaran bantuan iuran yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan
kepada Pemerintah tersebut, beberapa risiko administratif juga dilakukan
pengujian oleh Tim untuk perbaikan tata kelola data kepesertaan di BPJS
Kesehatan. Misalnya penerima bantuan iuran yang tidak memiliki NIK
sehingga tidak dapat diverifikasi status kependudukannya maupun peserta yang
memiliki usia tidak wajar.

Setelah Tim menyepakati risiko-risiko yang telah dirumuskan tersebut bersama
dengan BPJS Kesehatan dan Dit. SP DJPb, Tim meminta bantuan BPJS
Kesehatan untuk menyiapkan environment pengujian bagi Tim. Di dalam
environment tersebut tersedia backup dari basis data kepesertaan dan basis data
pelunasan iuran (premium collection). Selanjutnya, Tim menjalankan script
pengujian yang telah disusun berdasarkan risiko-risiko yang telah disepakati
pada environment tersebut. Script pengujian berisi query SQL yang disusun untuk

menjalankan pengujian dengan berpedoman pada atribut pengujian yang telah
dirumuskan dalam RCM.

Pengembangan
Kapasitas Tim

Proses penyiapan environment
pengujian oleh BPJS Kesehatan
memerlukan waktu yang cukup lama
karena volume data yang sangat
besar. Dalam rentang waktu
menunggu proses pengaliran data
tersebut, Tim berinisiatif untuk
mengadakan kegiatan Pelatihan

Kantor Sendiri (PKS) di internal
Tim dengan materi penyusunan script
pengujian menggunakan SQL.
Tujuannya tentu saja agar seluruh
personil dalam tim termasuk ketua
tim dan pengendali teknis telah
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memiliki basis pengetahuan yang

setara tentang teknis bagaimana
pengawasan menggunakan data
analytics. Materi PKS bersifat hands
on karena subjek yang dipelajari
sangat teknis.

Melalui sesi sharing pengetahuan,
peserta PKS merasakan adanya
demokratisasi ilmu di dalam sebuah
tim. Skill data analytics tidak
seharusnya hanya terpusat di satu
orang saja. Pemusatan skill pada figur-
figur kunci hanya akan membawa
konsekuensi bahwa ketika orang
tersebut pergi, ia pergi bersama
seluruh pengetahuan yang ia miliki.
Tim melihat bahwa akselerasi
pembelajaran atas skill baru, dalam
hal ini data analytics, akan sangat
efektif ketika Tim dihadapkan pada
sebuah case baru yang
membutuhkan implementasi skill
tersebut. Alih-alih melalui pelatihan
tanpa penerapan secara langsung di
project-project asurans, peningkatan
kompetensi dengan metode tersebut
dinilai lebih baik .

Struktur data BPJS jauh lebih rumit
dari perkiraan Tim. Informasi
mengenai segmentasi dan kelas
kepesertaan BPJS merupakan
transaksi yang sangat dinamis. Hal
tersebut menunjukkan akan selalu
ada peserta yang berpindah
segmentasi dan kelas manfaatnya
sehingga BPJS Kesehatan
menerapkan konsep past-present-future
dalam pengelolaan basis datanya.
Catatan rekam jejak status
kepesertaan tersimpan di tabel past,
status kepesertaan yang masih
berlaku tersimpan di tabel present,
dan perubahan segmentasi atau kelas
yang masih belum berlaku namun
sudah diusulkan untuk diganti
disimpan dalam tabel future.

Mekanisme tersebut terhitung cukup
sederhana untuk dijabarkan
pengujiannya ke dalam script
pengujian. Namun, Tim harus
berhadapan dengan inkonsistensi
struktur data karena adanya variasi-
variasi proses bisnis yang disebabkan
oleh inovasi pelayanan di BPJS
Kesehatan. Kasus inkonsistensi
tersebut banyak ditemui untuk
peserta penerima bantuan iuran
dengan segmentasi PD Pemda.
Contohnya, ketika peserta yang
didaftarkan PD Pemda ingin
melakukan perubahan segmentasi,
maka BPJS Kesehatan menyediakan
jalur khusus agar perubahan
segmentasi tersebut dapat langsung
berlaku saat itu juga. Meskipun data
kepesertaan dari sisi segmentasi
maupun kelas belum diupdate. Hal
ini sempat menimbulkan dispute
antara Tim dengan BPJS Kesehatan.

Contoh berikutnya adalah sistem
open-payment yang diterapkan oleh
BPJS Kesehatan bagi Pemda untuk
membayarkan premi peserta yang
didaftarkan secara kolektif. Open-
payment artinya Pemda diberi
keleluasaan untuk membayarkan
iuran premi pesertanya tanpa
dibatasi berapa besaran premi yang
harus dibayarkan sehingga
adakalanya Pemda membayar
kurang ataupun lebih dari yang
seharusnya dibayarkan. Konsekuensi
lainnya, status pelunasan premi yang
dibayarkan oleh pemda tidak dapat
diatribusikan ke masing-masing
individu peserta yang dibayarkan
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oleh Pemda.

Dalam pelaksanaan reviu yang
dilakukan secara daring, beberapa
kali anomali yang Tim temukan
gugur berdasarkan hasil konfirmasi
kepada BPJS Kesehatan. Contohnya,
ketika Tim menemukan adanya
indikasi peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI) Kemenkeu yang juga
terdaftar sebagai PBI Kementerian
Kesehatan (Kemenkes). PBI
Kemenkes merupakan segmentasi
yang berbeda dengan PBI
Kemenkeu di mana PBI Kemenkes
ditujukan kepada masyarakat miskin
dan pendataannya dilakukan oleh
Kementerian Sosial (Kemensos).
Saat melakukan konfirmasi, Tim
belum memperoleh data PBI
Kemenkes untuk mendukung
anomali tersebut sehingga anomali
menjadi gugur. Hal ini menjadi
pembelajaran bagi Tim, sehingga
pada reviu selanjutnya Tim
menambahkan langkah kerja berupa
konfirmasi data kepada Kemenkes
guna memastikan tidak terdapat
pembayaran ganda subsidi bantuan

iuran.

Di akhir bulan Mei 2021, saat
periode reviu triwulan I 2021, Tim
dihadapkan kembali dengan
tantangan baru, yaitu munculnya
kasus kebocoran data kepesertaan
BPJS Kesehatan dengan perkiraan
populasi data sekitar 279 juta peserta.
Kasus ini sangat menarik perhatian
publik dan segera dilakukan
investigasi oleh Kepolisian RI
bersama dengan Badan Siber dan

WMIFI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

Sandi Negara (BSSN). Kasus
tersebut berimbas kepada
berhentinya persiapan environment
data tagihan BPJS Kesehatan untuk
pelaksanaan reviu, karena akses data
BPJS Kesehatan kepada pihak luar
ditutup sementara.

Untuk mengakselerasi proses
penyediaan data kebutuhan reviu,
Tim berinisiatif mengusulkan
kepada BPJS Kesehatan agar
disusun kembali kesepakatan baru
melalui Berita Acara dengan
beberapa poin security yang lebih
ketat dan dengan harapan
kerahasiaan data BPJS Kesehatan
tetap terjamin. Setelah melalui
beberapa kali proses pembahasan,
pada akhirnya terbit Berita Acara
Kesepakatan dan Pedoman Tata
Laksana Proses Reviu Bantuan
Iuran yang disepakati BPJS
Kesehatan, Dit. SP DJPb selaku
KPA, dan Itjen Kemenkeu.

Berkaca dari hasil reviu Itjen
Kemenkeu pada tahun 2020 terkait
pembayaran ganda bantuan iuran
dari Kemenkes dan Kemenkeu,
langkah koordinasi dengan
Kemenkes menjadi prioritas bagi
Tim untuk segera dilaksanakan.
Selain itu, terdapat temuan BPK atas
pembayaran subsidi bantuan iuran
kepada peserta yang sudah
meninggal. Oleh karena itu, pada
periode reviu triwulan I 2021, Tim
menginisiasi untuk melakukan
pemadanan data dengan Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan (PPJK

Kemenkes) dan Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen
Dukcapil Kemendagri). Koordinasi
diawali dengan penyampaian surat
formal kepada PPJK Kemenkes dan
Ditjen Dukcapil Kemendagri yang
dilanjutkan dengan rapat-rapat
koordinasi baik secara formal
maupun informal.

Dari hasil pemadanan data dengan
PPJK Kemenkes dan Ditjen
Dukcapil Kemendagri, diketahui
masih terdapat peserta penerima
subsidi bantuan yang dibayarkan
secara berganda oleh PPJK
Kemenkes dan Dit. SP DJPb, serta
peserta yang sudah meninggal
namun masih diberikan subsidi
bantuan iuran. Oleh sebab itu, Tim
memutuskan untuk melakukan
pemadanan data secara rutin dengan
PPJK Kemenkes dan Ditjen
Dukcapil Kemendagri yang
disepakati secara formal melalui
Berita Acara Kesepakatan antara
Itjen Kemenkeu dengan Ditjen
Dukcapil Kemendagri, serta Itjen
Kemenkeu dengan PPIJK
Kemenkes. Pemadanan data ini
sekaligus menjadi jawaban atas isu

seputar validitas data BPJS yang

sempat menjadi concern Komite
Audit Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin pelaporan yang
berkelanjutan, maka disusun pula
dashboard yang berisikan visualisasi
atas hasil run script yang dilakukan
secara periodik. Dashboard tersebut
dapat menjadi tools bagi eksekutif
atau pimpinan serta Tim untuk
menindaklanjuti informasi hasil
pengawasan melalui penugasan
pengawasan secara lebih rinci,
maupun perluasan ruang lingkup
pengawasan menggunakan
continuous audit.

Tim mengembangkan dashboard
menggunakan tools bernama
Tableau, yang dipilih karena dapat
menyajikan data secara interaktif
sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Secara umum, desain dashboard
disusun dalam lima halaman antar
muka dengan mempertimbangkan
alur kenyamanan pengguna dalam
memahami konteks pelaksanaan
reviu. Dashboard juga didesain secara
interaktif untuk menampilkan data
(filtering) dalam berbagai
konteks/sudut pandang sehingga
mampu memberikan insight secara
luas sesuai kebutuhan para
stakeholders.
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Namun demikian, dari sisi user interface, konten pada masing-masing halaman
antar muka dijaga untuk tetap konsisten dan minimalis agar pengalaman visual
pengguna dashboard semakin optimal. Secara konten yang disajikan, masing-
masing halaman dashboard dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Lingkup Pelaksanaan Reviu

Pada halaman ini disajikan beberapa komponen grafis untuk membantu
para pengguna dashboard dalam memahami lingkup pengawasan reviu
atas pemberian subsidi bantuan iuran BPJS Kesehatan, yang terdiri dari
total temuan, total temuan yang telah dikompensasi, grafik realisasi
bantuan iuran per bulan, sebaran kelompok jenis peserta penerima
bantuan iuran, dan peta sebaran bantuan iuran pada masing-masing
provinsi di Indonesia. Detail bantuan iuran seperti besaran bantuan dan
premi dapat dimunculkan secara jelas hanya dengan melakukan hover

pointer pada provinsi pada peta sebaran.

Hasil Pengawaran Inspoktorat Jenderal
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Gambar 2 Dashboard Ruang Lingkup Reviu
Sumber data: Data Dummy BPJS Kesehatan
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2.| Ringkasan Hasil Pengawasan

Ringkasan hasil pengawasan disajikan dalam bentuk data-data agregat
untuk memberikan insight secara langsung kepada pimpinan. Pada
halaman ini disajikan total temuan (jumlah peserta), total nominal
temuan, grafik nominal temuan per bulan, dan grafik nominal temuan
per risiko. Fitur data filtering dapat dilakukan dengan melakukan klik
maupun block untuk mengetahui data sesuai dengan preferensi yang
dibutuhkan.
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Gambar 3 Dashboard Ringkasan Hasil Pengawasan
Sumber data: Data Dummy BPJS Kesehatan

3.| Detail Uraian Hasil Pengawasan

Selain menampilkan data hasil pengawasan secara agregat, dashboard juga
menyediakan halaman detail hasil pengawasan yang berisi peta sebaran
hasil pengawasan, penjelasan masing-masing risiko, jenis peserta yang
menjadi temuan dan top 10 provinsi dengan hasil pengawasan terbesar.
Item penjelasan risiko dibuat secara pop up untuk memberikan fokus dan
experience yang lebih nyaman dalam membaca peta serta grafik.
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Gambar 3 Dashboard Detail Hasil Pengawasan
Sumber data: Data Dummy BPJS Kesehatan
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4. Uraian Hasil Pengawasan atas Risiko Administratif

Pada dashboard ini, ditampilkan dua besaran risiko administratif, yaitu
penerima bantuan iuran tanpa NIK dan peserta dengan usia tidak wajar.
Data ditampilkan dengan menampilkan jumlah temuan dan penjelasan
berupa tabel, grafik tren, serta rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu,
juga terdapat demografi usia penerima bantuan iuran sebagai
perbandingan dengan data temuan.

dan Berkeadilan”. Di dalam visi
tersebut, auditor Itjen Kemenkeu
disebutkan menjadi trusted advisor
bukan hanya menjadi watchdog, yang
berarti Itjen Kemenkeu selalu
mengupayakan dan mempertahankan
kepercayaan klien pengawasan

subsidi bantuan iuran ini, terdapat
dua rekomendasi utama yang
diberikan oleh Itjen Kemenkeu
kepada Dit. SP DJPb selaku KPA
dan juga kepada BPJS Kesehatan.
Rekomendasi pertama berupa
koreksi tambah/koreksi kurang atas

melalui strategic listening untuk  pembayaran subsidi bantuan iuran.
RISIKO ADMINISTRATIF =

REVIU BANTUAN IURAN BPJS KESEHATAN Tahun 2020 2021 Rirghasan Risiko Administratil

MHasil Pangawasan Inspektorat Janderal

memahami kebutuhan klien Kekurangan atau kelebihan

pengawasan, memberikan masukan pembayaran tersebut akan
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pengawasan. Oleh sebab itu, Auditor berikutnya kepada BPJS Kesehatan.
PESERTA DENGAN USIA TIDAK WAJAR 45 rows Itjen Kemenkeu berupaya untuk  Rekomendasi ini bertujuan untuk

1. Memaslikan dan melokishan pesholean dirta geserta yang terdafiar
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Rekomendasi utama selanjutnya adalah peningkatan pengendalian oleh
BPJS. Rekomendasi ini diberikan untuk meminimalisir kesalahan

Gambar 4 Dashboard Risiko Administratif
Sumber data: Data Dummy BPJS Kesehatan

pengajuan tagihan subsidi bantuan iuran yang diajukan oleh BPJS
Kesehatan. Beberapa rekomendasi yang dilakukan oleh Itjen Kemenkeu

kepada BPJS Kesehatan dalam rangka peningkatan pengendalian adalah
Pengawasan yang
Memberikan Nilai Tambah

sebagai berikut:

Penyediaan tabel saldo pembayaran bagi peserta yang melakukan

pembayaran premi tagihan lebih dari satu bulan pembayaran.
Di dalam Rencana Strategis

(Renstra) Itjen Kemenkeu tahun
2020-2024, dijelaskan bahwa

visi Itjen Kemenkeu adalah

Kajian sistem pembayaran open-payment yang dilakukan oleh Pemda.

menjadi Trusted Advisor dalam
rangka Mendukung Visi Revisi regulasi internal BPJS Kesehatan.
Kementerian Keuangan
“Menjadi Pengelola Keuangan

Negara untuk Mewujudkan Kedua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, baik oleh Dit. SP DJPb,

Perekonomian Indonesia yang maupun oleh BPJS Kesehatan. Dengan diterapkannya rekomendasi

Produktif, Kompetitif, Inklusif,

tersebut, Tim melihat telah terdapat peningkatan dalam hal pengendalian

v
U,
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yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, baik pengendalian secara manual,
maupun secara aplikasi.

Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak tantangan dan permasalahan yang
dihadapi oleh auditor Itjen Kemenkeu dalam melakukan pengawasan atas
pengelolaan keuangan negara. Permasalahan komunikasi,
ketidaklengkapan data dan dokumen pengawasan, serta banyaknya
penugasan di saat yang bersamaan menjadi permasalahan utama. Namun,
seiring berjalannya waktu semua permasalahan dan tantangan yang ada
dapat diatasi. Bahkan tantangan dan permasalahan tersebut memunculkan
metode-metode baru dalam pengawasan yang bahkan lebih baik dan lebih
modern, seperti data analytics. Ke depannya, data analytics ini akan semakin

Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas
terhadap Program Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
dengan Strategi Pengawasan “Park The Bus”

sering digunakan, tidak hanya untuk penugasan reviu atas pembayaran
subsidi bantuan iuran kepada BPJS saja, melainkan juga digunakan untuk
penugasan-penugasan lainnya.

Oleh
Adhitya Firlana, S.M.

Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
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Berdasarkan data United Nation Statshub, per 12 November 2021, telah terjadi
252.097.350 kasus infeksi di seluruh dunia, dengan total korban jiwa mencapai
5.082.729 jiwa. Data rinci kasus covid-19 dan kematian di seluruh dunia sebagai

Pada tanggal 2 Maret 2020,
berikut:

untuk pertama kalinya

R

1 by Country/Region (Top 20) Deaths by Country/Region {Top 20

pemerintah mengumumkan
dua kasus pasien positif
Covid-19 di Indonesia, 11
Maret 2020 WHO
mengumumkan bahwa
COVID-19 sebagai pandemi
global.

Gambar 1

Data Kasus Covid-19 dan

Kematian Akibat Covid-19 per 12 November 2021
Sumber: covid-19-data.unstatshub.org

Kecepatan menularnya virus ini memaksa
pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan
pembatasan sosial dan interaksi antar manusia,
lock down menjadi kebijakan umum di seluruh

Sementara itu, per 12
November 2021
berdasarkan data,

dunia. Hal ini tidak hanya berdampak Indonesia telah
mencatatkan 4.250.157

terhadap kesehatan dan keselamatan
masyarakat dunia namun juga menimbulkan
dampak tsunami ekonomi yang menyapu
seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia.

kasus, dengan jumlah
korban jiwa mencapai
143.628 jiwa.
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Dari sisi ekonomi, berdasarkan data World Economic Outlook (WEQ) International
Monetary Fund (IMF) per Juli 2021, pada tahun 2020 Covid-19 telah
menyebabkan pelemahan ekonomi dunia yang cukup dalam sehingga berada
pada kisaran minus 3,5 persen, sedangkan pada tahun 2021 diprediksi akan
bertumbuh 6,0% dan pada tahun 2022 diprediksi tumbuh 4,9%. Prediksi
pertumbuhan ekonomi dunia berdasarkan data WEO IMF per Juli 2021 secara
rinci sebagai berikut:

PROJECTIONS

[real GO, annusl percent change] 2020 2021 2022
Advanced Economies
United States -3.5 7.0 4.9
Eurc Area 5.5 4.6 4.3
Germany -4.8 38 4.1
France -8.0 58 4.2
Italy -8.9 4.9 4.2
Spain =10.8 6.2 5.8
dapan -4.7 28 3.0
United Kingdom -7.48 7.0 4.8
Canada -53 6.3 4.5
Other Advanced Econemies 2.0 4.9 3.6
Emerging Market and Developing Economies -2:1 4.3 5.2
Emerging and Develeping Asia -0.9 7.5 6.4
China 23 81 5.2
India -7.3 95 B.S
ASEAN.5 3.4 43 6.3
Emerging and Developing Europe -2.0 4.9 kN
Russia -3.0 4.4 31
Latin America and the Caribbean -7.0 5.8 32
Brazil 4,1 53 1.9
Mexica 83 6.3 4.2
Middle East and Central Asia -6 4.0 3.7
Saudi Arabia 4.1 2.4 4.8
Sub-Saharan Africa -1.8 34 4.1
Nigeria -1.8 25 28
South Africa -7.0 4.0 22
Memorandum Gambar 2
Emerging Market and Middle-income Economies  -2,3 65 5.2 R
Low-Inceme Developing Countries 0.2 39 55 Sumber: Latest WEO IMF.org

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak Covid-19 berdasarkan data Asia
and Pacific Regional Economic Outlook IMF, mengalami kontraksi ekonomi
sekitar minus 2,1%, angka ini meskipun lebih baik dibandingkan negara Asean
lainnya yang mengalami kontraksi sekitar minus 3,3%, tentunya tetap menjadi
alarm bagi perekonomian nasional.
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Strategi “Park The Bus”
sebagai Solusi Pengawasan
Program PC-PEN

Strategi “Park The Bus” populer diterapkan oleh pelatih sepakbola
berkebangsaan Portugal Jose Mourinho, yang sukses melatih beberapa klub
eropa macam FC Porto, Chelsea FC, dan Inter Milan. Strategi ini merujuk
kepada strategi Mourinho yang memasang hampir sebelas pemain termasuk
striker untuk bertahan dan menunggu kesempatan emas untuk melakukan
serangan balik cepat dan kemudian mencetak gol penentu untuk meraih
kemenangan. Strategi ini kerap dianggap sebagai antithesis permainan
sepakbola indah macam tiki-taka ala Barcelona atau Total Football ala
Belanda, namun menurut Jose Mourinho tujuan bermain sepakbola adalah
untuk meraih kemenangan apapun caranya.

Strategi ini layaknya tepat untuk diterapkan dalam pengawasan program
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang
sangat penting dalam penanggulangan pandemi di Indonesia.
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Berdasarkan data Kemenkeu, pada tahun 2020 pemerintah menggelontorkan
anggaran sebesar Rp695,2 Triliun atau sekitar USD51,3 Miliar untuk
menanggulangi dampak Covid-19 dan untuk pemulihan ekonomi nasional.
Alokasi tersebut terbagi menjadi 6 kebijakan sektoral yakni Sektor Kesehatan,
Sektor Perlindungan Sosial (perlinsos), Sektor Kementerian Negara dan
Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), Sektor UMKM, Kebijakan
Pembiayaan Korporasi, dan Kebijakan Insentif Usaha. Sementara itu, total
realisasi Program PC-PEN 2020 berdasarkan LKPP Tahun 2020 (audited)
sebesar Rp575,85 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

Sektoral

Kesehatan Perlinsos K/L Pemda

O

Anggaran: Anggaran:

Anggaran:

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

Dukungan UMKM

&8

Anggaran:

Pembiayaan Korporasi

g

Anggaran:

Insentif Usaha

D

Anggaran:

Realisasi: Realisasi: Realisasi:

Gambar 3 Anggaran dan Realisasi Program PC-PEN 2021
Sumber: LKPP Tahun 2020 (Audited)
Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai dasar
pelaksanaan program PC-PEN, diantaranya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang
kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, Perpres Nomor 54
Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, PP Nomor 23 Tahun 2020 dan
PP Nomor 43 Tahun 2020 hingga beberapa Peraturan Menteri Keuangan.
Dalam rangka memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam penanganan
Covid-19, diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang
mengamanatkan agar Pemda memprioritaskan penggunaan APBD untuk
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
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Pada tahun 2021 Anggaran PEN ditetapkan sebesar Rp699,43 triliun, namun
mengalami penyesuaian di bulan Agustus 2021 menjadi sebesar Rp744,75
triliun. Anggaran tersebut akan ditujukan untuk beberapa bidang yang mampu
mewakili kelompok penggerak ekonomi sekaligus memastikan dapat
membantu lapisan masyarakat baik di kelas menengah maupun di kelas bawah,

sebagai berikut:
Dukungan Perlindungan Insentif Program
:e;?:;tsa ? UMK‘:‘?l:n Sosial Usaha Prioritas
s Korporasi Rp186,64 T Rp62,83 T RpN7,94 T

Rp162,40 T

Diagnostik
{Testing &
Tracing)

v
perawatan dan

santunan

Insentif
Perpajakan
Kesehatan

Program PC-PEN ini mau tidak mau
harus berhasil, tidak boleh ada
penyimpangan sedikitpun atas uang
rakyat yang digelontorkan dalam
masa sulit ini, ya kita harus
mencetak gol dan meraih
kemenangan.

Mata penonton (baca: rakyat)
semuanya tertuju kepada program
PC-PEN, harapan terjadinya gol dan
kemenangan sangat membuncah,

Penurunan tarif
PPh Badan

Gambar 4 Anggaran Program PEN 2021
Sumber: Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020

seperti layaknya liverpudlian yang
menunggu 30 tahun untuk trophy
Premier League.

Keberhasilan strategi “parkir bus”
bukan hanya pada kedisiplinan
dalam bertahan, tapi juga proses
transisi dari bertahan ke menyerang,
kejelian dalam mencari ruang dan
waktu yang tepat untuk mencetak gol
penentu kemenangan.
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Strategi pengawasan dimaksud dapat dituangkan dalam formasi 4-3-2-1 “park the

bus” sebagai berikut:

SINERGI PROGRAM

KEBIJAKAN PROGRAM

! REKOMENDASI

Kementerian/Lembaga teknis dan
Pemda masing-masing berperan
sebagai Striker dan penyerang sayap,
tim PC PEN pusat berperan sebagai
sebagai playmaker. Unit kepatuhan
Internal dan APIP berperan sebagai
duet gelandang bertahan, BPKP dan
BPK sebagai Pemain Bertahan, dan
APH sebagai penjaga gawang. Peran
K/L Pemda, UKI, dan APIP dalam
konsep three lines of defence diibaratkan
tiga garis Striker, Penyerang Sayap,
dan Pemain Tengah (gelandang).

Peran kementerian/lembaga teknis
dan Pemda tidak hanya dalam
melakukan eksekusi program PC-
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Gambar 5 Strategi Pengawasan “Park The Bus”
Sumber: Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020

PEN di lapangan tetapi
(baca:serangan) juga melakukan
pengawasan melekat atas kinerja dan
efektivitas pelaksanaan, monitoring,
dan evaluasi program (baca:
bertahan).

Peran Tim PC PEN pusat sebagai
sebagai playmaker, sangat penting
dalam mengkoordinasikan
penyerangan dan transisi dari
bertahan ke menyerang. Hal ini
sangat penting agar program K/L
dan Pemda dapat sinergi dan tidak
terjadi tumpang tindih program
dan/atau kegiatan. Peran Tim PC
PEN pusat juga penting untuk

memperhatikan rekomendasi dari
Aparat Pengawas Fungsional (APF)
baik Inspektorat, BPKP, dan BPK
serta masukan dari Aparat Penegak
Hukum (APH).

Perbedaan peran Unit Kepatuhan
Internal (UKI) dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) dalam
perannya sebagai gelandang
bertahan yaitu UKI harus garang
seperti Gennaro Gattuso, dan APIP
lebih flamboyan macam Andrea
Pirlo. Sinergi keduanya dibutuhkan
dalam menjaga pertahanan dan
ritme permainan.

Peran APIP dalam formasi ini
menurut penulis adalah sebagai
gelandang bertahan pekerja keras,
yang tidak hanya harus bisa berlari
di seluruh area lapangan tapi juga
sesekali menyokong serangan dan
memberikan umpan matang untuk
striker mencetak gol. Bagi APIP
kegiatan merebut bola dicerminkan
dengan kegiatan assurance yang
dilakukan, yaitu monitoring,
evaluasi, reviu, dan audit, sedangkan

kegiatan menyokong serangan dapat
digambarkan dari rekomendasi
perbaikan yang diberikan oleh APIP.

APIP harus dapat membantu Klien
Pengawasannya dalam
mengidentifikasi risiko-risiko yang
mungkin muncul menghambat atau
menggagalkan tujuan program yang
telah dibuat, serta mengidentifikasi
kelemahan dari sistem pengendalian
internal yang ada.

APIP juga harus pandai-pandai
memanfaatkan teknologi informasi
yang tersedia, kebutuhan APIP
dalam melakukan remote audit yang
agile adalah sebuah tantangan yang
harus dijawab, APIP harus mampu
melakukan data analytics terhadap big
data yang tersedia. Jangan sampai
metode audit konvensional yang
digunakan selama ini malah menjadi
salah satu penyebar penyakit di saat
pandemi ini. APIP harus hadir dari
mulai proses perencanaan program
sampai dengan pertanggungjawaban

program.
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Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam kegiatan pengawasan program

PC-PEN secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

o ©

Pertanggungjawaban

Consulting: Evaluasi, Reviu, Reviu
Penyusunan Renstra Pemantauan, dan Laporan Keuangan
& Renja K/L Pengawasan lainnya: Evaluasi SAKIP
Penyusunan Audit kepatuhan,
Manajemen Risiko Audit Kinerja 3E, Pendampingan
Investigasi. Pemeriksaan BPK

Reviu:
RKA K/L Consulting:
Manajemen Risiko

Helpdesk PBJ

Asistensi Probis

Gambar 6 Pengawasan APIP terhadap Program PC-PEN

Kegiatan pengawasan atau pengawalan APIP terhadap program PC-PEN
diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai, setidaknya atas beberapa
hal sebagai berikut:

. Anggaran yang direncanakan memadai untuk mengatasi kesulitan
masyarakat;

Anggaran yang telah disediakan telah direalisasikan sesuai dengan
peruntukannya;

Manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak secara
tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas;

Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam masa pandemi COVID-19;

Seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan
sesuai ketentuan;

selain itu, APIP diharapkan dapat mengidentifikasi pelanggaran dan
penyalahgunaan anggaran dan/atau wewenang yang terjadi selama proses
pelaksanaan program PC-PEN.
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Peran BPK dan BPKP sangat krusial untuk memastikan bahwa ada
penyimpangan yang terjadi, namun tidak terdeteksi oleh three lines of defence yang
ada. BPK dan BPKP diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap
efektivitas program PC-PEN dan rekomendasi perbaikan yang lebih
komprehensif/menyeluruh antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
daerah.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan
Komisi Pemberantasan Korupsi, saat ini tidak hanya diperankan sebagai
pemadam kebakaran, tapi juga difungsikan untuk pencegahan terjadinya tindak
pidana baik melalui pendampingan maupun melalui sosialisasi dan konsultasi.

Serapat-rapatnya strategi pengawasan “park the bus”, tentunya akan sia-sia jika
masih terdapat moral hazard dari para pelaksana program PC-PEN di lapangan.
Sinergi antara pelaksana program, APIP, BPKP, BPK, dan APH tentunya
diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjaga amanat
Presiden Joko Widodo bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, akuntabel, dan mampu
mencegah terjadinya risiko moral hazard. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika
komunikasi antara pelaksana program (K/L dan Pemda) dengan APF terjalin
dengan baik, sehingga K/L dan pemda menjadi lebih percaya diri dalam
menjalankan kegiatan karena merasa ada yang mengawasi dan mengawal secara
baik, bukan malah merasa takut dan sulit dalam mengeksekusi program di
lapangan.

b )
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Combined Assurance
Masa Depan Unit Pengawas Internal?

Oleh
Guindra Pramudi Nugraha, SE, Ak., CA, MPubPol.

Auditor | Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
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Relevansi pengawas internal pemerintah terus diuji

di tengah gempuran otomasi yang menghiasi berita

hari ini. Argumen bahwa teknologi menjadi faktor

kunci yang harus dikuasai seiring dengan

peningkatan kompetensi pengawas internal, tidak

terbantahkan.

Teknologi diyakini hadir sebagai
enabler komunikasi dan koordinasi
antar pengawas internal dalam
mengawal efektivitas dan
akuntabilitas proses bisnis klien.

Pandemi Covid-19 telah membuat
koordinasi dan komunikasi lintas
sektoral jauh lebih intens dengan
kemudahan bertukar gagasan di
layar maya, tanpa kenal batas
kabarnya. Salah satu contoh
koordinasi lintas sektoral dalam
kerangka pengawasan atas
Pemulihan Ekonomi Nasional
diupayakan melalui Memorandum of
Understanding antara Inspektorat
Jenderal Kemenkeu (Itjen
Kemenkeu) dengan BPKP. Tidak

hanya itu saja, koordinasi Itjen
Kemenkeu dengan para external
assurance provider lain juga dilakukan
untuk memotret risiko yang lebih
komprehensif sebut saja pada
instansi asuransi dan jaminan sosial.
Bagi praktisi internal audit,
fenomena tersebut seringkali diberi
label combined assurance, sebuah
konsep dalam kerangka komunikasi
dan koordinasi yang dibawa oleh The
Institue of Internal Auditors untuk
menjelaskan kolaborasi bersama
pihak internal dan eksternal dalam
menyajikan suatu keyakinan
komprehensif yang ditujukan kepada
manajemen.
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Combined assurance juga hadir sebagai
sebagai respon dalam menghadapi
tuntutan cost-efficiency dan minimizing
redundancy. Hal tersebut relevan
dengan dinamika anggaran yang
kini diprioritaskan pada penerima
manfaat langsung untuk bangkit dari
krisis kesehatan serta pemulihan
ekonomi. Dengan demikian

dan minimizing redundancy bukannya
tanpa tantangan. Dalam diskusi
bersama para pihak penyedia jasa
assurance eksternal termasuk pengawas
internal lain, isu mengenai
kerahasiaan data, filter data, leadership,
dan pola komunikasi masih menjadi
faktor penghambat combined assurance
untuk meraih manfaat optimal.

anggaran organisasi pengawas Tulisan ini akan membahas

internal mengalami efisiensi atau . . ) -
mengenai combined assurance dilihat

refocussing. Apakah seluruh pengawas dari kerangka coordination maturity

internal perlu mengembangkan

benefit curve. Kedua, membumikan

kerangka combined assurance? Hal : .
konsep combined assurance pada unit

tersebut masih menjadi diskusi pengawas internal, dan terakhir

hangat mengingat beragamnya masukan perbaikan kapabilitas

kapabilitas pengawas internal di coordination maturity bagi unit internal

Indonesia. Kebutuhan pengawas audit
internal akan kecepatan dan

kelengkapan informasi, cost-efficiency

Coordination
Maturity Benefit
Curve

Konsep combined assurance perlu dipahami secara holistik sebagai suatu proses
koordinasi berkelanjutan. Untuk mencapai status combined assurance organisasi
internal audit perlu melalui tahapan-tahapan yang digambarkan pada
coordination maturity benefit curve. Kurva tersebut menggambarkan level koordinasi
mulai dari yang paling sederhana - conformance, ke enhanced, lalu optimized, dan
terakhir, combined assurance - menunjukkan kompleksitas koordinasi dengan
tingkat kematangan tertinggi sehingga mampu memberikan manfaat optimal
bagi institusi internal audit.

Meringkas dari Gowell (2018), masing-masing level dari coordination maturity
benefit curve memiliki karakteristik yang dapat dibedakan dari level lainnya.
Conformance, sesuai dengan namanya menggambarkan proses komunikasi dan
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koordinasi yang dilakukan sesuai standar 2050 IIA. Internal audit berdialog
dengan penyedia asurans lain dan mempertimbangkan untuk memanfaatkan
beberapa hasil asurans dari mereka. Namun, penentuan level isu dan kegiatan
pelaporan masih dilakukan secara terpisah. Pada level berikutnya, enhaced
ditandai dengan knowledge sharing yang mencakup namun tidak terbatas pada
temuan, isu, penilaian risiko dan profil risiko. Walaupun produksi laporan
masih terpisah pada masing-masing entitas atau pemilik risiko, enhanced
memberikan informasi mengenai kegiatan asurans yang dilakukan oleh unit
pengawas lain sehingga mengurangi kemungkinan tumpang tindih
pengawasan. Setingkat di atas enhanced adalah optimized, komunikasi dan
koordinasi ditandai dengan adanya pernyataan tujuan bersama. Hal tersebut
memfasilitasi pemanfaatan peta risiko, pengendalian, penggunaan kertas kerja
secara bersama, serta jadwal pengawasan terkoordinir, akhirnya konsolidasi
laporan pengawasan dapat tercapai. Terakhir, combined assurance menjelaskan
proses konsolidasi atas seluruh aktivitas asurans termasuk laporan hasil
pengawasan yang dilakukan terhadap suatu entitas menjadi satu proses
berkelanjutan dengan disertai pemahaman atas risiko entitas secara
komprehensif.

Communications & Coordination Combined Assurance

Combining Consolidating

Audit committee and
& ive

I Shared knowledge
process and support

a® e mevenEs Shared or comman
‘Single combined = Assiranee map witl technology across the
consoligatad assurance units
assurance plan and
schedule Consolidated view of
control system
Consolldated adequacy
reporting of nding
and fssues Consolidated
reporting of risks and
orofile

Formal agreement

between unitsto  Rollout of expanded
develop combined  model to additianal
assurance model assurance units

Conformance i Combined Assurance

Gambar 1 Coordination Maturity Benefit Curve
Sumber: Gowell, 2018
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Membumikan konsep

combined assurance
pada unit pengawas internal

Sebagai konsep yang dapat dikatakan kontemporer (semakin mengemuka
tahun 2015, namun berdasarkan PwC (2019), konsep combined assurance telah
tercantum dalam King III Report - Afrika Selatan, yang dipublikasikan 1
September 2009 ), combined assurance masih terus melalui proses diseminasi
untuk dapat di ’bumi’ kan. Pemahaman bahwa combined assurance merupakan
suatu langkah harmonisasi antara manajemen (asurans melalui kerangka risiko
dan pengendalian), penyedia jasa asurans internal (dukungan manajemen
risiko, pengendalian internal dan fungsi kepatuhan) dan penyedia jasa asurans
eksternal (asurans independen mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian) masih butuh serangkaian pemahaman.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh TeamMate Global Survey 2018, hanya
26% responden yang menjawab familiar dan paham dengan konsep combined
assurance, sementara 39% menjawab pernah mendengar konsep tersebut namun
tidak familiar dengan combined assurance. Hasil CBOK 2015 Global Internal Audit
Practitioner Survey menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik, 59% responden
mereka mengetahui combined assurance. Masih pada survei tersebut, rata-rata
global untuk tataran implementasi combined assurance hanya di angka 40%,
implementasi paling rendah di Amerika Utara (25%) dan tertinggi di Asia
Selatan dan Sub-Sahara Afrika (50%) (ITA 2015). Padahal International Standards
for The Professional Practice of Internal Auditing (2017) 2050 - Coordination and Reliance
telah menginisasi jalan menuju combined assurance dengan menyatakan bahwa
Chief Audit Executive harus “berbagi informasi, mengkoordinasikan aktifitas, dan
mempertimbangkan laporan penyedia jasa asurans dan konsultasi
internal/eksternal untuk memastikan lingkup yang memadai dan
meminimalkan duplikasi”.

Melihat karakteristik combined assurance dan refleksi ke dalam praktik internal
audit serta telaah terbatas menggunakan karakteristik pada coordination maturity
benefit curve, saat ini masih sulit untuk menemukan pengawas internal
pemerintah yang benar-benar memiliki kapasitas untuk melakukan combined
assurance. MoU Itjen Kemenkeu dengan berbagai unit pengawas lain di luar
Kementerian Keuangan contohnya, tidak serta merta menunjukkan bahwa
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Itjen Kemenkeu telah menjalankan combined assurance. Namun, analisis lebih
lanjut tentu dibutuhkan untuk sampai kepada kesimpulan tersebut. Setidaknya,
jilka mengacu pada kriteria coordination maturity benefit curve di atas, para
counterparts yang terlibat belum melakukan konsolidasi profil risiko.

Pertanyaan berikutnya apakah unit pengawas internal harus dirahkan untuk
mengadopsi combined assurance sebagaimana dialog yang berkembang di
kalangan profesi? Untuk menjawab hal tersebut tentu konteks perlu
dikedepankan. Wolters Kluwer sebagai institusi pengembang aplikasi sistem
manajemen audit di beberapa unit internal audit menyatakan bahwa model
combined assurance tidak untuk dimiliki oleh seluruh organisasi dan fungsi
internal audit. Walaupun nilai tambah yang ditawarkan sangat besar jika
organisasi menerapkan model tersebut, combined assurance bukanlah suatu titik
ideal yang harus dicapai oleh setiap unit pengawas internal.

Secara lebih teknis, IIA membantu manajemen untuk mengidentifikasi
apakah organisasi membutuhkan combined assurance melalui empat
pertanyaan kritis berikut ini:

Apakah penyedia jasa asurans lain yang berhubungan dengan
organisasi memiliki kualitas pekerjaan dan objektivitas hasil yang
mendukung pelaksanaan combined assurance?

Apakah penyedia jasa asurans lain yang berhubungan dengan
organisasi memiliki keinginan dan ketertarikan secara sungguh-
sungguh untuk berpartisipasi sebagai mitra dalam pelaksanaan
combined assurance?

Apakah pemangku kepentingan utama dalam organisasi - komite
audit dan para pejabat tertinggi - memahami dan mendukung
pendekatan combined assurance?

Apakah pengawas internal mau dan mampu berubah dari
pendekatan audit tradisional ke pendekatan yang lebih partisipatif?

Jawaban dari keempat pertanyaan tersebut dapat berimplikasi signifikan

terhadap perubahan perencanaan audit serta penggabungan temuan dan

opini dari penyedia jasa asurans lain ke dalam laporan konsolidasi.
Apabila ada satu saja dari keempat pertanyaan di atas dijawab ‘tidak’,
maka koordinasi level enhanced atau optimized lebih cocok dengan
kebutuhan organisasi dibandingkan combined assurance.
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Pertimbangan

¢

Ke depan, identifikasi posisi unit
pengawas internal dalam area
komunikasi dan koordinasi tetap
perlu dilakukan. Pertama, IIA
menyarankan bahwa unit
pengawasan dapat melakukan
analisis menggunakan panduan
berupa coordination level worksheet
untuk mengidentifikasi posisi saat
ini, arah tujuan jangka menengah,
peluang-peluang yang dimiliki, dan
manfaat yang diharapkan dari
koordinasi yang dijalankan.
Kemudian pemanfaatan assurance map
untuk melihat lingkup asurans saat
ini dan rencana perluasannya.
Terakhir, jika ingin meningkatkan
level maturitas koordinasi, maka
change management yang disertai
dengan action plan sangat Kkrusial.
Kedua, embrio menuju combined
assurance telah dijalankan oleh
beberapa unit pengawas internal
melalui joint audit. Proyek tersebut
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telah menginisiasi hadirnya joint
analysis, joint collection, joint investigation,
dan joint operation. Hasil aktivitas
tersebut dapat dijadikan evaluasi
untuk meninjau kemungkinan
peningkatan ke tahap koordinasi
berikutnya dengan juga
menganalisis level of trust yang
dibangun dari pihak-pihak yang
saling berkoordinasi. Ketiga, bagi
organisasi yang ingin
mengembangkan combined assurance,
TeamMate Global Survey 2018
menunjukkan bahwa dukungan dari
komite audit berkontribusi terhadap
50% keberhasilan, sementara
dukungan pimpinan tertinggi dan
unit asurans lain berkontribusi
sebesar 33% dan 17%. Jika hasil
survei tersebut dapat kita yakini,
maka edukasi komite audit terhadap
combined assurance tentunya menjadi
prioritas yang tak boleh ketinggalan.

Kesimpulan

Tulisan ini membahas apakah setiap pengawas internal perlu
mengembangkan combined assurance? Jawabannya tentu perlu dikaitkan
dengan konteks kebutuhan organisasi. Sebagai alternatif, strategi
organisasi dapat diarahkan untuk optimalisasi pada level enhanced atau
optimized disesuaikan dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.
Selain itu, adopsi combined assurance hendaknya tidak hanya sebatas jargon
karena popularitas yang semakin meningkat, namun yang lebih substantif
adalah menjalankan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada
coordination maturity benefit curve. Akhirnya, akankah momentum “great reset”
menjadi pemicu perbaikan level of trust antar pengawas internal sebagai
katalis terwujudnya combined assurance?
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Serangan Pandemi COVID-19 di Indonesia sejak
tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sekarang,

telah menimbulkan dampak pada seluruh sektor

termasuk dalam sektor pengawasan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai instansi pengawas internal
memegang peranan penting dalam organisasi pemerintahan, untuk menjaga,
memantau dan mengelola risiko organisasi. Hanya saja, pada masa pandemi
COVID-19 ini, tugas pengawasan internal menghadapi tantangan-tantangan
baru yang harus dihadapi. Banyaknya tantangan dan hambatan dalam proses
pengawasan cukup membuat kewalahan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) di daerah. Kegiatan pengawasan organisasi pada masa normal saja masih
menghadapi beragam tantangan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19

yang menimbulkan situasi VUCA atau Volatile (gejolak), Uncertain
(ketidakpastian), Complex (kompleks/rumit), dan Ambigue (tidak jelas).
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Dalam masa pandemi ini, salah satu
tantangan terbesar yang dihadapi
APIP, adalah peningkatan risiko dari
perubahan kebijakan terkait dengan
penanganan COVID-19. Kebijakan
tersebut diakomodasi dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik
Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun
2020 dan kemudian ditetapkan
menjadi Undang-undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/
atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang.

Disamping itu kebijakan khusus
yang berbeda dengan pengaturan
secara umum di bidang pengelolaan
keuangan daerah ditetapkan pada
tangal 14 Maret 2020 melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah, bahwa
Pemerintah Daerah perlu
memprioritaskan penggunaan
APBD dengan melakukan langkah-
langkah antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID 19.
Dalam hal penguatan pembinaan
dan pengawasannya, maka APIP
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mendapatkan amanat berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan COVID 19
di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Diktum Keenam untuk
mengidentifikasi titik resiko proses
penanganan bencana dan
memastikan efektivitas
pengendalian, melakukan kegiatan
monitoring terkait kepatuhan dan
efektivitas, meningkatkan peran
advice dan insight terutama terkait
tata Kelola, resiko dan
pengendalian, serta terus melakukan
peningkatan dan pemanfaatan TI
untuk mendukung pelaksanaan
intern yang cepat dan intensif.

Kondisi pandemi membuat proses
pengawasan menghadapi tantangan
dan keterbatasan. Tantangan serta
keterbatasan tersebut tentunya harus
dapat diatasi dengan perbaikan
kualitas APIP seiring peningkatan
kemampuan beradaptasi dan
peningkatan keahlian pada teknologi
serta perbaikan tata kelola dan
manajemen risiko yang lebih baik.
Untuk mempertahankan kualitas
audit, tantangan-tantangan baru
yang belum pernah terbayangkan
sebelumnya, harus tetap dihadapi
dan diselesaikan. Dalam
kenyataannya, melewati dan
mengatasi tantangan-tantangan
pandemi dalam proses pengawasan
internal tidak semudah membalik
telapak tangan. APIP memiliki

peran sebagai independent assurance
bagi pemerintah untuk manajemen
risiko, menjaga tata kelola, dan
memberikan keyakinan bahwa
pengendalian internal berjalan
dengan efektif. Untuk itu, APIP
harus menjalankan prosedur dan
pelaksanaan audit terkini yang ada
pada masa pandemi COVID-19 agar
akuntabilitas pengawasan tetap
terjaga. APIP dituntut untuk tetap
memperoleh bukti audit yang
sufficient dan appropriate, namun dalam
prosesnya tetap harus
mengutamakan kesehatan dan
keselamatan serta menghindari
risiko penularan COVID-19. Agility
dan sense of crisis APIP betul-betul
diuji, dimana APIP harus
melakukan penyesuaian kegiatan
dan menempatkan pengawasan
untuk penanganan COVID-19
sebagai prioritas program
pengawasan intern. Pelaksanaan
pengawasan intern harus cepat dan
intensif. Metode dan teknik
pengujian harus dikembangkan agar
tidak menghambat proses dan
kecepatan pengawasan tanpa
mengorbankan kualitas pelayanan
serta mampu memastikan delivery
manfaat.

Sejalan dengan kondisi pandemi
covid-19, Inspektorat Daerah dalam
melaksanakan tugas pengawasan
intern (audit, reviu, pemantauan,
evaluasi dan kegiatan pengawasan
lainnya) bukan berarti dibolehkan
menurunkan “kadar kualitas”

pelaksanaan tugas pengawasan
dengan alasan karena sedang terjadi
pandemi covid-19. Apa pun
kondisinya, pelaksanaan tugas
pengawasan tetap harus berjalan
dengan baik, dengan berpegang dan
mengedepankan Standar Audit
(penjaga profesionalitas) dan Kode
Etik Auditor (penjaga Integritas).
Pelaksanaan tugas pengawasan tetap
harus berjalan guna memberikan
penjaminan (assurance) terlaksananya
program/kegiatan dan layanan
secara baik dan benar (efektif dan
efisien, transparan dan akuntabel)
serta meminimalkan terjadinya
kecurangan (fraud) yang
mengakibatkan terjadinya Kerugian
Negara.

Untuk memperkuat peran dan
kapasitas Inspektorat Daerah agar
lebih independen dan obyektif
dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
meningkatkan efektivitas,
profesionalisme, dan kinerja, maka
dikeluarkanlah Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah sebagai
penguatan atas peran APIP Daerah,
salah satu penguatan dan
peningkatan kapasitas APIP Daerah
tercantum dalam Pasal 33 A bahwa
dalam hal terdapat potensi
penyalahgunaan wewenang dan/atau
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kerugian keuangan negara/Daerah,
inspektorat Daerah kabupaten/kota
melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)
huruf ¢ tanpa menunggu penugasan
dari bupati/wali kota dan/atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

Menelisik peran dan fungsi APIP di
daerah dalam penanganan COVID
19 khususnya di Kota Bandung
seperti membuka kompleksitas

Kajian
Pustaka

permasalahan yang terjadi selama
ini, maka rumusan masalah terkait
uraian diatas meliputi : (1)
Kompetensi APIP daerah yang tidak
siap menghadapi perubahan pada
aspek regulasi, struktur dan kultur,
(2) Kurangnya pembinaan dari
instansi Pembina APIP serta (3)
Kurang jelasnya arah kebijakan
pengawasan dalam masa pandemic

Covid 19 bagi APIP daerah.

Salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan
adalah pengawasan internal, yang memegang peranan penting untuk
pencapaian tujuan organisasi K/L/D, dengan cara mengawal dan
mengoptimalkan kinerja serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan
yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik
dan benar (good governance).

Penguatan fungsi pengawasan
intern pemerintah yang
dilakukan oleh Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP)
merupakan salah satu upaya yang
dilakukan untuk terus
mendukung peningkatan kinerja
pemerintah melalui manajemen
penyelenggaraan pemerintahan
yang sehat dan kuat, yang dapat
dijadikan sebagai modal dalam
melakukan pengendalian dalam
tata kelola pemerintahan.

WMIFI | Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

Konfigurasi Peran
dan Fungsi APIP

Konfigurasi merupakan penetapan fungsional dan karakteristik fisik lengkap
dari sesuatu yang dapat dihasilkan hingga akhir dan didefinisikan dalam
spesifikasi. Dalam hal yang paling sederhana, manajemen konfigurasi sama
dengan versi pengendalian. Manajemen konfigurasi mengendalikan
pengembangan produk. Ini membantu menghindari kesalahan dan salah
pengertian mengenai apakah satu produk harus disediakan atau tidak.
Konfigurasi memverifikasi produk sesuai permintaan pengembangan solusi.
Fungsi ini juga memastikan bahwa prosedur yang sesuai telah dipersiapkan
untuk mempertahankan produksi yang berkelanjutan selama siklus hidup
produk.

Prosedur manajemen konfigurasi khusus sebagaimana diperlihatkan di bawah

ni:

Biasanya dikombinasikan dengan kendali
perubahan dan dibentuk sebagai bagian dari
manajemen lingkup

Menerencanakan Memulai
Identifikasi Pengendalian Status akuntansi Verifikasi dan

audit
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Dengan adanya perubahan paradigma terhadap peran APIP, maka APIP
memiliki peran ganda dimana disatu sisi APIP berperan sebagai konsultan dan
disisi lain sekaligus sebagai pengawas, telah menempatkan APIP pada suatu
kondisi dimana setiap peranan memiliki harapan yang berbeda dan sangat
bertolak belakang. APIP dituntut untuk bersikap profesional sebagai pengawas
dan tetap menjaga independensi dalam melaksanakan tugas. APIP diharapkan
dapat menjadi konsultan yang menganut pola pendekatan mitra dengan auditi.
Disamping itu APIP dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai penjamin
kualitas (quality assurance) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Perangkat
Daerah maupun Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip-prinsip
ekonomis, efisiensi, dan efektif. Kondisi seperti yang ini dapat menyebabkan
terjadinya konflik peran.

Menurut Kahn dalam Agustina Lidya (2009) teori peran (role theory) merupakan
penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku
yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran mencerminkan
posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan
tanggung jawab yang menyertainya. Masing-masing peran menghendaki
perilaku yang berbeda - beda. Dalam menjalankan peran, terkadang ada juga
tekanan peran. Hardy & Conway dalam Agustina Lidya (2009) mendefinisikan
“role stress as a social structure condition in which role obligations are vague, difficult, conflicting
or impossible to meet.” Tekanan peran pada hakekatnya merupakan suatu kondisi
dimana setiap peranan seseorang memiliki harapan yang berbeda yang
dipengaruhi oleh harapan orang lain, yang mana harapan - harapan tersebut
dapat berbenturan, tidak jelas dan menyulitkan peranan seseorang, sehingga
peranan seseorang menjadi samar-samar, sulit, bertentangan atau tidak
mungkin untuk bertemu. Dalam praktek dilapangan sering terjadi dimana
seseorang memainkan lebih dari satu peran, sehingga tidak jarang terjadi
konflik peran (role conflict).

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah
memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi
dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan
misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar
manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan
fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian
visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar
yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan
pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi,
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dan tugas pembantuan.

Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1)
menyatakan : “bahwa pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap
Perangkat Daerah meliputi : a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, b. pelaksanaan tugas pembantuan yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, c. ketaatan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran,
pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, dan d. akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

Fungsi APIP yang diperankan dengan baik dapat mencegah kecurangan,
menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak
auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK
dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reviu atas
laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah
dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian
Internal. APIP yang profesional dan
independen mendorong peningkatan
transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan yang dapat
meningkatkan kewajaran laporan fv
keuangan. Hasil pengawasan APIP dapat '
dijadikan dasar dalam meningkatkan
capaian kinerja Perangkat Daerah
maupun Pemerintah Daerah, sebagai
implikasi dari dalam menjalankan

perannya sebagai quality assurance.
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Efektivitas
Kinerja Inspektorat
Daerah

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang
leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsi
dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian
halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan
tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah
provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di
pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati
dan Walikota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan intern adalah seluruh
proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Selanjutnya dalam Pasal 11 dicantumkan bahwa perwujudan peran pengawasan
intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan
keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam
rangka mendukung capaian kinerja inspektorat daerah serta sebagai dasar
untuk melakukan penilaian dan mengevaluasi dalam kegiatan pengawasan,
maka Inspektorat Daerah menyusun Perencanaan Kegiatan Pengawasan
Tahunan (PKPT) dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2021 yang mempertimbangkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, , dengan focus pembinaan dan
pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (1) Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi:
a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang disusun berbasis prioritas dan risiko; b. sasaran pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. jadwal pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Fokus
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tema
“Mengawal 5 (lima) Arahan Presiden.

Hasil Dan
Pembahasan

n Kompetensi APIP Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (1)
ditegaskan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang
dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut
dalam ayat (2) diperjelas bahwa Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP, harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip : a. profesional, b. independent, c. objektif, d. tidak
tumpeng tindih antar APIP dan e. berorientasi pada perbaikan dan
peringatan dini.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah, menunjuk ayat (1) pasal 79 : Inspektorat Daerah
kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5
(lima) inspektur pembantu, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menunjuk ayat (2) pasal 4 :
Nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi daerah provinsi disebut Inspektorat Daerah
Provinsi dan bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti amanat Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tersebut, Pemerintah Kota Bandung melakukan restrukturisasi
Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung. Selanjutnya, untuk dasar hukum pelaksanaan
tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung, telah
diterbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kota Bandung. Dengan perubahan atas Organisasi
Inspektorat Daerah Kota Bandung, yang semula 4 (empat) Inspektur
Pembantu menjadi 5 (Lima) Inspektur Pembantu, maka tugas para
fungsional pengawas di perankan berdasarkan ruang lingkup masing-
masing Inspektur Pembantu, sebagai berikut :

Inspektur Pembantu I, memiliki ruang lingkup pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan
Urusan Pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah bidang
keuangan, pembangunan dan investasi daerah

Inspektur Pembantu II, memiliki ruang lingkup pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan
Urusan Pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah bidang
pelayanan umum

Inspektur Pembantu III, memiliki ruang lingkup pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan
Urusan Pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah bidang
Pendidikan, perekonomian, social dan budaya
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Inspektur Pembantu IV, memiliki ruang lingkup pembinaan dan

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan

Urusan Pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah bidang

pemerintahan dan aparatur, dan

Inspektur Pembantu Khusus, memiliki ruang lingkup pembinaan dan

pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan nasional dan

investigasi.

Dalam hal Inspektorat Daerah Kota Bandung merupakan unsur pengawas

Pemerintahan Daerah, kedudukannya dibawah dan bertanggungjawab
kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah.

E Pembinaan APIP Daerah

Pandemi Covid-19 dapat menjadi
peluang bagi pengawas internal.
Namun ketika APIP tidak agility (slow
response), maka pandemi Covid-19
bisa dijadikan alibi yang
mengakibatkan APIP kurang
produktif dan tidak selaras dengan
tugas dan fungsi APIP, yang
mempunyai peran strategis dalam
memberikan penjaminan atas
terlaksananya program/kegiatan
secara efektif, efisien, transparan
dan akuntabel. Kalau kita lincah
(agile), pandemi merupakan peluang
untuk menujukkan dedikasi dan
kontribusi pengawas internal dalam
pengambilan keputusan dan
penyelesaian masalah yang penting
bagi auditee. Pada masa pandemi ini,
APIP harus tetap berfikir kritis
dengan melakukan inovasi-inovasi
pengawasan dalam pelaksanaan
peran assurance dan consulting,

sehingga keberadaan APIP daerah
dapat dirasakan kontribusinya dalam
memberikan solusi yang bermanfaat
kepada perangkat daerah. Selain itu,
pengawas internal dituntut untuk
menunjukkan agilitas-nya pada masa
krisis seperti ini. APIP daerah harus
mempertimbangkan audit yang tidak
lagi sesuai dengan situasi dan
kondisi dengan melakukan
perubahan pelaksanaan tugas
pengawasan secara fundamental,
yang diawali dengan menetapkan
kebijakan pengawasan dan strategi
pengawasan yang tepat, relevan dan
akomodatif terhadap perkembangan
dan dinamika perubahan yang
terjadi.

Hasil evaluasi atas PKPT
Inspektorat Kota Bandung Tahun
2020, hanya 68 % kegiatan

pengawasan yang telah direncanakan
berjalan efektif, 32% nya dilakukan
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dengan mengurangi ruang lingkup
penugasan audit yang sedang
dilakukan. Hal ini menggambarkan
bahwa, tidak semua pengawas siap
menghadapi pandemi ini. Mereka
yang takluk dengan pandemi adalah
pengawas dengan metode kerja jalan
ditempat yang terlena dengan ‘zona
nyaman’ yang terbiasa dengan
aktivitas pengawasan tradisional.
Dimana proses bisnis pengawas
sebagian besar dilaksanakan dengan
metode face to face. Mekanisme
pengawasan seperti reviu, evaluasi,
dan audit hampir sebagian besar
membutuhkan kehadiran satuan
kerja. Bahkan aktivitas dalam audit,
proses pengungkapan bukti/
informasi, wawancara, dan
pengujian fisik ke lapangan
membutuhkan pelibatan hubungan
interpersonal yang akurat dengan
audit Kini itu semua tidak dapat lagi
dilakukan karena terjadinya
pandemi yang berdampak pada
kebijakan pembatasan perjalanan,
menjaga jarak (physical distancing), dan
Work From Home. Kebijakan-
kebijakan yang menjadi hambatan
jarak, ruang, dan waktu dalam
aktivitas pengawasan. Sementara
dunia pengawasan tak kenal skema
tawar menawar. Tuntutan kualitas
kegiatan pengawasan sesuai dengan
standar selalu menjadi harga mati.

APIP daerah dituntut tetap dapat
memberikan peran assurance dan
consulting bagi unit kerja pada masa
pandemi Covid-19 ini, hal ini dapat
dilakukan oleh APIP daerah dengan
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melakukan pengawasan intern
melalui 2 (dua) pendekatan, , yaitu:
melalui peran pengawasan jangka
pendek dan jangka panjang. Peran
pengawasan jangka pendek, artinya
APIP di masa pandemi Covid-19
seperti ini belum memungkinkan
bagi auditor untuk bertemu secara
langsung dengan auditee, sehingga
pelaksanaan tugas pengawasan dapat
dilakukan berbantuan teknologi
secara virtual. Pada masa pandemi
Covid-19 ini banyak perangkat
daerah yang melakukan revisi
anggaran karena adanya refocusing
anggaran untuk penanggulangan
Covid-19. Sejalan dengan hal
tersebut, maka dalam rangka
memberikan assurance atas hasil
refocusing anggaran tersebut, APIP
dapat melakukan reviu secara virtual
dengan perangkat daerah, sehingga
pelaksanaan revisi anggaran dapat
dilakukan secara efektif dan efisien
serta sesuai peraturan. Contoh
lainnya, adalah ketika APIP harus
memberikan konsultansi bagi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dalam perencanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa pemerintah
(PBJ). Hal ini, APIP dalam
memberikan pendampingan
(konsultansi) PPK mulai dari
perencanaan, persiapan, dan
pelaksanaan PBJ dapat bertindak
cepat, dengan melakukan mitigasi
risiko terhadap risiko melekat
(inherent risk) yang dapat mengganggu
atau bahkan menggagalkan terhadap
proses pengadaan. Di sinilah peran

APIP sebagai pengawas internal
berfungsi sebagai assurance dan
consulting dalam menjamin
transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan PBJ dipertaruhkan
agar PBJ berjalan dengan baik.
dengan cara memberikan
pendampingan dalam melakukan
mitigasi risiko terkait kewajaran
harga dengan membuat sebuah
“check list” yang berisikan langkah-
langkah untuk pengendalian
kewajaran harga. Hal ini harus
dilakukan oleh PPK sebagai langkah
sistem pencegahan dini (early warning
system) bagi PPK agar tidak

tersangkut masalah hukum di
kemudian hari. Peran jangka pendek
lainnya di masa pandemi, APIP
dapat membuka forum diskusi/
konsultasi online antara APIP
dengan perangkat daerah sebagai
sarana diskusi dengan para
pelaksana kegiatan (perangkat
daerah) ketika dalam melaksanakan
kegiatan PBJ atau lainnya menemui
hambatan/ kendala sehingga dapat
diperoleh solusi, dengan demikian
peran APIP sangat dibutuhkan dan
PPK tidak merasa bekerja sendiri.

Arah kebijakan pengawasan
dalam masa pandemi Covid 19

bagi APIP daerah

Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia ditandai dengan kondisi
kapabilitas APIP setidaknya pada Level 3, selaras dengan Visi Reformasi
Birokrasi Tahun 2010 - 2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) yang
menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas duma dimana perubahan

pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih

dan bebas dari KKN menuju clean government. Tujuan reformasi birokrasi

pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk

mendorong peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, yaitu:

al Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan, efisiensi,

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah;

bl Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan

¢. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas

tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
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Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan
sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan
secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan
organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah
melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk
dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali
di masa yang akan datang.

Dengan berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
nomor 700/885/1J, perihal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, yang ditujukan kepada
seluruh Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, yang
memberikan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri, dengan arah kebijakan sebagai
berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi
yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan, dengan focus
pada hal-hal sebagai berikut :

a. Pembentukan dan Efektivitas Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID 19 Daerah

b. Percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran, meliputi: (1)
Mekanisme refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran, (2)
Mekanisme penerimaan dana sumber alin yang sah dan tidak mengikat,
(3) Mekanisme alokasi belanja hibah/bansos, (4) Ketersediaan anggaran
untuk penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait, (5) Ketersediaan
angaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama dalam menjaga
keberlangsungan dunia usaha di daerah, (6) Ketersediaan anggaran untuk
penyediaan jarring pengaman sosial, (7) Ketersediaan anggaran untuk
keadaan darurat bencana; dan (8) Transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan laporan penanganan pandemic Covid 19

c. Mekanisme dan tata cara penatausahaan Belanja Tidak Terduga
d. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

e. Pelaksanaan Koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), Organisasi Kemasyarakatan dan Tokih Masyarakat/Agama;

f. Kecukupan Pangan; dan

g. Keberlangsungan Industri
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2. Menyampaikan laporan hasil asistensi pelaksanaan Inmendagri
Nomor 1 Tahun 2020 kepada Mendagri melalui Inspektur Jenderal
secara berkala disampaikan setiap tanggal 5 setiap bulannya.

Dalam kedudukan sebagai pembina dan pengawas internal di Kota
Bandung, Inspektur Daerah berperan dengan kedudukan sebagai
Koordinator bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, sesuai dengan
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 443/Kep-239-Dinkes/2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Tingkat Kota Bandung,
dan selanjutnya untuk penguatan peran dan fungsi APIP dalam Gugus
Tugas, dikeluarkan Keputusan Inspektur Kota Bandung Nomor :
PW.01.02/Kep.384-Inspektorat/2020 tentang Pembentukan Tim
Akuntabilitas dan Pengawasan Percepatan Penanganan COVID 19
Inspektorat Kota Bandung, yang bertugas, meliputi: (1) Menetapkan
sumber daya untuk pelaksasnaan kegiatan pengawasan percepatan
penanganan COVID 10, (2) Melaksanakan Monitoring atas rencana
kebutuhan dan rencana refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan
pengadaan barang/jasa pemerintah serta mengkomunikasikan dan
mengkonsultasikan proses dari hasilnya kepada perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Barat, (3) Melaksanakan reviu dan audit atas penerimaan
penyaluran dan penggunaan bantuan masyarakat, (4) Melaksanakan
pengawasan, pembinaan dan pendampingan kegiatan percepatan
penanganan COVID 19, (5) Melaksanakan Pasal 7 Peraturan LKPP
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan
Keadaan Darurat, (6) Mengkooordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi dan melaksanakan percepatan
penanganan COVID 19 Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, (7)
Melakukan komunikasi dan konsultasi baik dalam proses maupun hasil
atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan perwakilan BPKP, (8)
Melakukan koordinasi dengan APH dan Perwakilan BPKP Jawa Barat
untuk penanganan masalah tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa
yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, (9) Melaporkan pelaksanaan
kegiatan rencana aksi dan melaksanakan percepatan penanganan COVID
19 Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, dan (10) Melakukan
dokumentasi, pencatatan dan pelaporan semua kegiatan intern atas
refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang/jasa
percepatan penangan COVID 19 di Kota Bandung.
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Kesimpulan

Pada masa keadaan kedaruratan dengan pandemi COVID 19 ini, APIP dituntut
harus tetap berfikir kritis dengan melakukan inovasi-inovasi pengawasan dalam
pelaksanaan peran assurance dan consulting, sehingga keberadaan APIP
khususnya APIP daerah dapat dirasakan kontribusinya dalam memberikan
solusi yang bermanfaat kepada khususnya kepada auditte (perangkat daerah).
Selain itu, peran dan fungsi APIP pengawas internal dituntut untuk
menunjukkan agilitas-nya pada masa krisis seperti ini. APIP daerah harus
mempertimbangkan audit yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi
dengan melakukan perubahan pelaksanaan tugas pengawasan secara
fundamental, yang diawali dengan menetapkan kebijakan pengawasan dan
strategi pengawasan yang tepat, relevan dan akomodatif terhadap
perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus
dapat berperan dan menjalankan fungsinya sebagai Quality Assurance yaitu
menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai
dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan
tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif
yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar
kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
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Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

memiliki peran strategis dalam menunjang

dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern

guna mewujudkan pemerintahan

yang efektif, efisien, dan akuntabel.

APIP diharapkan berperan sebagai
konsultan dan katalis, sebagai
konsultan diharapkan dalam
melaksanakan fungsi pengawasan
tidak hanya mampu menyajikan
temuan, namun juga melaksanakan
penataan dan penyempurnaan
sistem, struktur kelembagaan, dan
prosedur pengawasan yang
independen, efektif, efisien,
transparan, dan memberikan
bimbingan atas kendala dan

permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas aparatur. Adapun
sebagai katalis, APIP diharapkan
mampu mendorong terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik (good
governance) yang mengarah pada
pemerintahan/birokrasi yang bersih
(clean government) melalui kebijakan
pengawasan berupa perbaikan
manajemen organisasi dan
memberikan keteladanan bagi
pelaksanaan tugas.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih

dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk

mewujudkan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif,

yaitu:
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Memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah (assurance
activities). Adapun kegiatan penjaminan
kualitas (quality assurance), terdiri dari
audit, evaluasi, reviu, dan
pemantauan/monitoring.

memberikan peringatan dini (early
warning system/ews) dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah (anti-corruption
activities); dan

memberikan masukan yang dapat
memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah
(consulting activities), kegiatan konsultasi
(consulting activities), antara lain
konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Berdasarkan Standar Audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia Nomor Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia bahwa pengawasan intern harus mengevaluasi
dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pada organisasi dengan menggunakan pendekatan
sistematis, disiplin, dan berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai pengawasan
intern meningkat apabila auditor bersikap proaktif dan hasil pengawasannya
memberikan wawasan baru beserta pertimbangan dampaknya di masa depan.
Pengawasan intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang
memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam:

= Membuat keputusan strategis dan operasional
®  Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian;
® Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi;

= Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi;

.
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Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang
sesuai dalam organisasi; dan

Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara
pimpinan K/L/D, pimpinan unit organisasi, auditor ekstern dan intern,
para penyedia jasa asurans lainnya, serta pimpinan unit kerja.

l Munculnya pandemi Covid-19

membawa dampak signifikan ke

perubahan dunia. Mulai dari
aspek ekonomi, sosial, hingga
kehidupan sehari-hari tidak
terkecuali terhadap pelayanan
publik. Sejak awal Maret 2020,
berbagai kebijakan telah
dikeluarkan oleh pemerintah
pusat dan daerah. Mulai dari
pembatasan jarak (social distancing),
meminta masyarakat untuk tetap
di rumah, mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah, dan mengimbau untuk
bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara
(ASN). Dengan adanya sistem kerja work from home (WFH), pertemuan tatap
muka jadi berkurang. Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, para ASN
menggunakan aplikasi teleconference, seperti zoom meeting.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat dirasakan manfaatnya oleh ASN
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terutama di saat pandemi yang terjadi saat
ini. Khusus untuk pengelolaan keuangan berbagai aplikasi telah digunakan
oleh pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan sampai
dengan pertanggungjawaban, baik itu menggunakan aplikasi Sistem Infomasi
Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikeluarkan oleh BPKP, aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan aplikasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian
Dalam Negeri. Para pengelola keuangan bekerja dari rumah dalam melakukan
penginputan data pada aplikasi tersebut.

Adanya pandemi Covid-19 tentu membawa dampak terhadap kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Tim audit memiliki keterbatasan untuk
bertemu secara tatap muka langsung dengan auditee, sehingga berpotensi
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menghambat komunikasi antara tim audit dengan auditee. Adapun dalam
Standar Audit dijelaskan bahwa komunikasi harus akurat, objektif, jelas,
ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Komunikasi yang akurat berarti
bebas dari kesalahan dan distorsi, dan didasarkan atas fakta. Komunikasi yang
objektif berarti wajar, tidak memihak, tidak bias, dan merupakan hasil dari
pemikiran yang jernih dan seimbang atas seluruh fakta dan keadaan yang
relevan. Komunikasi yang jelas berarti mudah dipahami dan logis, terhindar
dari pemakaian istilah teknis yang tidak penting dan menyajikan seluruh
informasi yang signifikan dan relevan. Komunikasi yang ringkas berarti
langsung pada masalah dan menghindari uraian yang tidak perlu, detail yang
berlebihan, pengulangan, dan terlalu panjang. Komunikasi yang konstruktif
berarti memiliki sifat membantu klien penugasan dan organisasi, dan tertuju
pada upaya perbaikan yang diperlukan. Komunikasi yang lengkap berarti tidak
meninggalkan hal-hal penting bagi pengguna hasil penugasan dan telah
mencakup seluruh informasi signifikan dan relevan untuk mendukung
simpulan dan rekomendasi. Komunikasi yang tepat waktu berarti disampaikan
sesuai dengan kebutuhan baik waktu maupun substansi informasi dengan
mempertimbangkan tingkat signifikansi yang memungkinkan pimpinan
K/L/D, pimpinan unit organisasi, atau pimpinan unit kerja dapat melakukan
tindakan perbaikan yang tepat pada pelaksanaan pekerjaan.

Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis
dan akuntabel, maka APIP melakukan kegiatan assurance (assurance activities)
terhadap OPD tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Pada pelaksanaan penugasan assurance,
auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan
mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan
penugasan dan auditor harus mengidentifikasi informasi yang cukup, andal,
relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan. Agar diperoleh
informasi yang cukup, andal dan relevan di tengah pandemi Covid-19, maka
APIP dapat memanfaatkan teknologi informasi atau lebih dikenal dengan
istilah Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK).

Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Computer Assisted Audit
Technique Tools (CAATT) adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai
alat bantu dalam kegiatan audit. TABK dapat juga didefinisikan sebagai
penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer, serta
mengambil dan menganalisa data. Dengan kata lain, TABK merupakan
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perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji (baik secara langsung
maupun tidak langsung) logika internal dari suatu aplikasi komputer yang
digunakan untuk mengolah data.

Ada dua tipe TABK yang lebih umum digunakan
dalam audit yaitu:

|

Perangkat lunak audit (audit software)

terdiri dari program komputer yang
digunakan oleh auditor sebagai bagian
prosedur auditnya untuk mengolah

data audit yang signifikan dan sistem
akuntansi entitas.

Perangkat lunak audit terdiri dari program pakar, program yang dibuat dengan
tujuan khusus (purpose-written programs), dan program utilitas (utility programs).
Terlepas dari sumber program, auditor harus meyakini validitas program
tersebut untuk tujuan audit sebelum menggunakan program tersebut. Program
paket (package programs) adalah program komputer yang dirancang untuk
melaksanakan fungsi pengolahan data yang mencakup pembacaan file
komputer, pemilihan informasi, pelaksanaan perhitungan, pembuatan file data
dan pencetakan laporan dalam suatu format yang telah ditentukan oleh auditor.
Program yang dibuat dengan tujuan khusus (purpose-written programs) adalah
program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas audit dalam
keadaan khusus. Program ini dapat disiapkan oleh auditor, oleh entitas, atau
oleh pemrogram luar yang ditugasi oleh auditor.

Data wuji (test data) untuk
tujuan audit.
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Teknik data uji digunakan dengan cara memasukkan data ke dalam sistem
komputer entitas dan kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan dengan
hasil yang telah ditemukan sebelumnya. Contoh penggunaan teknik data uji
adalah:

Bl Data uji digunakan untuk menguji pengendalian khusus dalam
program komputer, seperti online password dan pengendalian akses
data.

B} Transaksi uji yang dipilih dari transaksi yang tidak diproses atau telah
dibuat sebelumnya oleh auditor untuk menguji karakteristik
pengolahan tertentu yang dilakukan oleh entitas dengan sistem
komputernya. Transaksi ini umumnya diolah secara terpisah dari
pengolahan normal yang dilakukan oleh entitas.

Transaksi uji yang digunakan dalam suatu pengujian terpadu dengan
cara menciptakan 'dummy unit" (seperti departemen atau karyawan)
untuk memposting transaksi uji ke dalam dummy unit tersebut dalam
siklus pengolahan normal entitas.

Adapun beberapa contoh penggunaan teknologi informasi dalam
pelaksanaan assurance pada saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan
terbatasnya tatap muka secara langsung dengan auditee adalah sebagai
berikut:

Tim audit membuat kartu penugasan, alokasi anggaran
waktu, program audit, supervisi audit menggunakan
aplikasi/software kendali mutu. Tim audit cukup
menginput nama-nama tim, waktu penugasan, auditee yang
diaudit dan tujuan audit, selanjutnya secara otomatis
software membuat kartu penugasan, alokasi anggaran
waktu, program audit, supervisi audit yang siap dicetak
sehingga menghemat waktu pelaksanaan audit.

Pada saat entry meeting dan exit meeting, tim audit dapat
memanfaatkan aplikasi teleconference untuk menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup, serta hasil pengawasan assurance

kepada auditee.

v
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Itulah beberapa contoh penggunaan teknologi/sistem informasi dalam
Untuk melihat jumlah anggaran dan realisasi kegiatan di pelaksanaan assurance. Sistem informasi ini dapat dibangun oleh APIP jika
OPD dapat menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan didukung dengan sarana/prasarana, serta anggaran yang memadai dan sistem
yang digunakan oleh OPD dengan meminta username dan ini dapat berjalan jika didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
password khusus untuk APIP yang bisa melihat seluruh berkompeten. Adanya pademi tidak menghalangi APIP untuk memastikan
OPD yang ada di pemerintah daerah. bahwa suatu program kegiatan dilaksanakan dengan efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Untuk melihat pengadaan barang dan jasa di OPD dapat

menggunakan aplikasi LPSE dengan meminta username

dan password dari Bagian Layanan Pengadaan, sehingga

Sebagaimana amanat “Seti iah kel i APB
bisa melihat proses pengadaan barang dan jasa mulai dari d blik Setiap rupia Yang e'uar dari . _N’
pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang Presiden Republi semua harus kita pastikan memiliki
Indonesia Ir. Joko manfaat ekonomi, memberi manfaat
lelang. . . .
Widodo pada acara Visi untuk rakyat, meningkatkan
Indonesia tanggal 14 kesejahteraan untuk masyarakat”
Untuk melihat bukti pengeluaran belanja dan Juli 2019 bahwa
pelaksanaan fisik pekerjaan dapat menggunakan aplikasi
yang dirancang oleh APIP di mana OPD dapat melakukan
input bukti pengeluaran dan foto pelaksanaan fisik
pekerjaan pada aplikasi tersebut. Jika terdapat hal-hal
yang mencurigakan dan merupakan kegiatan yang
memiliki risiko tinggi dapat dilakukan pengecekan dan
pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, Daftar Pustaka

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

2021. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

untuk masyarakat.

Untuk memastikan pelaksanaan assurance telah Jakarta
dilaksanakan sesuai dengan standar, maka dilakukan Marwanto. 2010. Peranan Teknologi Informasi Dalam
reviu berjenjang. Proses reviu berjenjang dapat juga Perkembangan Audit Komputerisasi. JURNAL

dilakukan dengan aplikasi, sehingga tanpa harus tatap EKSIS Vol.6 No.2, Agustus 2010: 1440 - 1605

muka, mutu audit/assurance tetap sesuai dengan standar. ) . )
Oktovia, Ika Rochmawati. 2015. Peranan Teknologi

Informasi Dalam Audit. Bhirawa Vol. 2. No 2. edisi
Desember 2015
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